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BAB I
PENDAHULUAN

Penga1uan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negala APBN 2003
merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban pernerintah ses uaj
dengan pasal  23 ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  1945,  yang
menetapkan bahwa "Anggaran pendapat.an dan belanja negara
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ".

APBN 2003 merupakan APBN keen.rpat sebagai pelaksanaan Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 dan merupakan
yang kedua di bawah Kabinet Gotong Royong. Selain mengacu
kepada GBHN 1999-2004, penyusunan APBN 2003 juga mengacr.r
kepada Prograrn Pembangunan Nasional  (Propenas)  2000-?004,
kesep akatan-kesep akatan yang dicapai antara Pernerintah dan DPR
di dalanl rapat-rapat pernbicaraan pendahuluan lennasuk Repeta
2003, serta program kerja Kabinet Gotong Royong

Beberapa pr ins ip umum yang d igunakan sebagai  dasar  dalam
penyusunan APBN 2003 antara lain adalah bahwa APBN yang disusun
harus diarahkan pada upaya (i) rnelanjutkan upaya konsolidasi fiskal
yang ditujukan untuk ureringankan beban utang p emerintah secara cepat
dalarn jangka menengah, (ii) mewujudkan ketahanan fiskal yang
berkelanjutan (fls cal sus taindbili ty), dan (iii) mengupayakan pemberian
strmulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara guna
mendukung proses pemulihan ekonomi,

Besaran-besaran APBN 2003 sangat dipengaruhi oleh asumsi makro
(asumsi dasar) yang mendasarinya, yartu pertumbuhan ekonomi,
laju inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku brmga SBI-3 bulan, harga
mtnyak internasional dan tingkat produksi minyak Indonesia. Dalam
tahun 2003 prospek ekonomi Indonesia diperkirakan akan sernakin
baik dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4 (empat) persen, laju
inflasi sekitar 9 (sembilan) persen, nilai tukar rupiah rata-ra|a
sebesar Rp9.000/US$ dan tingkat suku bunga SBI-3 bulan sekitar
l3 persen per tahun. Sementara itu, harga minyak internasional dan
tingkat produksi minyak Indonesia diperkirakan masing-masing
sebesar  US$22 per  bare l  dan 1,27 ju ta bare l  per  har i .

Dengan perkiraan asumsi tersebut di atas, maka pendapatan negara
dan hibah dalarn APBN 2003 mencapai Rp336.155,5 miliar (17,3% PDB)
sedangkan Belarla Negara mencapai Rp370.591,8 miliar (19,1% PDB),
sellngga defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp34.436,3 niliar ( 1,78%
PDB), Defisit tersebut akan dibiayai dari surnber dalam negeri sebesar
neto Rp22.450,1 miliar (1,16 PDB) dan sumber luar negeri sebesar neto
Rp 11.986,2 rn i l iar  (0,62% PDB).

Pehgajuan APBN 2003
merupakan manifuslasi
pelclcanaan kewoiibon
pernelintoh sex ai pqsol

23 ayot (1)UUD 1945.

APBN 200j nerupalan
APBN keempat
pelalewnaot GBHN

1999-2001_

l'rinsip umum APBN

2003 loitu nelahjutkah
u p aya konr olid asi f t kal,
mewlliudkah ketahanan

fiskal, dan pemberion

,4v t msi d a: ur AP BN 2 00 3 :

perhtmbuhan el'anomi
4Yq laju inllasi 9o/c sulet

bunga Slll-3 bulan l3%s

hargo ninyak U,\$22i
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Bab I Pendqhuluqn

Bab II menielaskan

mengenol prospek

ekanomtlndonesia dan

asurhsi ekohomi fialqo
tahunanggarah2003

Jlab III menjelaskan
p  e  r  k e  m  b  o  n  g  a  n
pelaksanaan kerangan
negaro tahun 2000

sa tnpal d engan 2002.

Bab IV menjelaskan
mengenai tatget doh
l e n g k a h - l o n g k a h

keblakah APBN 2003
dan berbagai kzbijakan
pendukungr4ta

Nota Keuangan dan AIBN 2003, secara berurutan akan mengurarkan
t€ntang prospek ekonoml Indonqsia tahu 2003 dan asumsi dasar APBN
2003 dalam Bab II. Prospek ekonomi Indonesia tahun 2003 sangat
dipurganrhi oldr perkiraan krnela ekonoml duiia tahun 2003, kinerja ekonomi
Indonesia tahun 2002, sert: arah kebijakan ekonomi makro Lrdonesia tahun
2003 Oleh karena itu, Bab ini murguraikan secara singkat perkrraan
ekonomi dunia tahun 2003, yang menurut llorld Economic Outlook
September 2002 akan membaik secara culalp beraru . Walaupun masih
harus menglradapi berbagai tantangan yang sangat berat, kinerja ekonomi
Indonesia tahun 2002 cukup baik dmgan pertumbuhan ekonomi 3,7 perselr
dan laju.inflasi 10,03 persar. Sementara itu, kebijakan ekonomr makro
Indonesia terutarna diarahkan untuk mencapai dan menjaga stabilitas
ekonoml makro yang semakin bark dan memperkuat fundamental ekonomi.
Dorgan kondrsi tersebut di atas prospek ekonomi lndonesia tahrui 2003
drperkrrakan sernakin membaik seperti tercermin dalam asumsi dasar APBN
2003 tersebut di atas

Bab Itr menjelaskan m€ng€nai perkernbangan pelaksanaan keuangan negara
(APBN! selama tiga tahun terakhir dan tahun 2000, 2001, dan2002. Pada
bab ini diurarkan mengenai perkernbangan kebijakan pendapatan negara
dan llbah, belanja negara, pembiayaan anggaran, dan berbagai kebrjakan
yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen
APBN selama periode waklu anggaran 2000 sampai dengan 20O2.

Bab IV murjelaskari meng€nai target dan langkah-langkah kebrlakan APBN
2003, Berbagar perkiraan asumsi ekonomi makro dalam 2003 selanjutnya
dijadikan dasar trbma pen)rusunan target-target dalam APBN 2003 secara
tennci, yang meliputl target pendapatan negara dan hibah, rencana belanja
negara, kondisi keseimbangan umum dan defisit APBN, serta pembiayaan
defrsit APBN 2003. Target-target dalarn APBN 2003 tersebut termasuk
pula hasil-hasil dari rencana kebrjakan fiskal pemerintah secara spesifik
yang dimungkrnkan dilaksanakan dalam tahun 2003. Langkah-langkah
kebijakan fiskal dalarn tahun 2003 diharapkan mampu merladi jangkar
p€ngaman dan stlmulus dalam perekonomian secara keseluruhan. Langkah-
langkah kebijakan fiskal dalam tahun 2003 juga senantiasa men1aga
kesinambungan dengan kebijakan fiskal tahun-tahun sebelumya dan
memperhatikan beban fiskal tahun-tahun mendatang.

Melalui Nota Keuangan dan APBN 2003 ini Pemerintah berharap dapat
memberikan penjelasan berkenaan dengan pokok-pokok program dan
atau kegiatan, termasuk kebijakan yang menladi landasannya, yang
tercakup di dalam setiap komponen yang masuk dalam kelornpok
pendapatan negara dan hibah, belanja negara dan pembiayaan anggaran,
serta pen;elasan mengenai asumsi dasar yang digunakan dalam
penlarsunan APBN 2003. Dengan demikian diharapkan agar semua pihak
yang b erkep entingan (stake holders) dapat memahami kondisi
perekonomian yang melingkupi dan mempengaruhi besaran-besaran
yang diusulkan pemerintah dalam APBN 2003
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BAB II
PROSPEK EKONOMI INDONESIA TAHUN
2OOS DAN ASUMSI DASAR APBN 2OOB

PENDAHULUAN
Besaran-besaran APBN 2003 sargat dit€rtukan oleh asumsi ekonomi mako
yang mendasarinya, antara lain pertumbuhan ekonomr, laju nrflasi, mlai tukar
rupiah, suku bunga Sedifikat Bank Indonesia (SBI)-3 bulan, harga rmnyak
intemasional, dan tingkat produksi nunyak hrdonesia. Dalam Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN 2003, Parutia Anggaran (PA) DPR bersama-sama
dengan Perller:intah telah melakukan pembahasan secara intensif untuk
merientukan perkiraan asumsr dasar tersebut FIal ini diawali dengan usulan
Pemerintahpada bulan Mei 2002, yang kemudian dibahas secara mendalam
ol& Panitra Kerja Fiskal dan Moneter yang anggotanya terdrn dari beberapa
anggota Panitia Anggaran DPR, Pemerintah, dan Bank Indonesia. Akhimya
pada bulan JLrli 2002, Panitia Anggaran DPR dan Pemenntah menyepakati
besaran-besaran tersebut namun nilainya masih dalarn format krsaran.
Selanjutnya Pemerintah dan DPR, setelah melakukan kajian yang
mendalam. telah menetapkan besaran-besaran tersebut dalanr satu angka
(poin). Hal iru rnudak dilakukan agar besaran-besaran APBN 2003 dapat
dihitung. Ketetapan besaran-besaran asumsi dasar tersebut telah pr a
mempertimbangkan dampak tragedi pemboman di Bali yang terjadi pada
tanggal 12 Oldober 2002 serta langkah-langkah stimulus fiskal Pe.merintah
dan kebijakan rnoneter Bank Indonesia untuk meredarn dampak negatif
tragedi tersebut. Adapun asumsi dasar APBN 2003 tersebut diringkas dalam
Tabel II.l di bawah ini

Tabel II.l
Perkernbangan Asumsi Makro, 2000 - 2003

20  00

Besaran-bagoran APBN
20Q3 ditehtukan oleh

as msi ekonomi mabo.

zooL 2002 20 03
R e o l , Asumsi

AFBN

l .

2

3 .

4 .

5 .

Penumbuhan
ek0romi (%)

Tin8kat inflssi (%)

Nilsi tukar mpbh
(rprus$)

Suku hujrga SBI
3 bulan (7o)

Harga minyrk

(tJs$tbaret)

kortuksi minyak
(jula barelAari)

4 ,9  3 ,4

9 ,35  12 ,55

8  425  10 .241

12 ,31  t 6 ,4

2a,26 24,6

1 ,40  1 ,30

3,',7

10 ,03

9  3 1 1

t  5 ,24

1 , 2 6

4,0

9 ,0

9 000

1 3 , 0

t , 2 7



Bab II Prospek Ekonomi Ind.onesia Tahun 2003 dan Asamsi Dasar RAPBN 2003

Prospek ekohohi
Indonesia 2003
dlpengat hi oleh
petebhomian duhlo,
hinerja ekonoml 2002,
serto kebijakan ebhonl
keadaan politik
keamanan, dan hukum
2M3

Perkiraan indrkator eloumi mako tahn 2003 t€rseht. di atas pada dasamya
merupakan r€flelGi dari perkiraan prospe.k perekmomian Indonesia secara
keseluruhan pada tahun 2003. Prospek ekonomi Indonosia tersebld sangat
dipargaruhi oldr prospek ekonomi dunia tahun 2003 yang secara langs,mg
maupun tidak langsung memp€ngaruhi perkembangan sektor ekst€mal,
seldor riil, seldor mond.er, dan seldor pemerintah, Selain itu, sebagai suatu
proses yang berkesinambwrgan, prospek ekonomi Indonesia juga sargat
dipurgarutri oleh kineqja ekonomi tahun 2002, temasuk parcapaian sasaran
kebijakan pemerintah dan otoritas moneter serta brah kebijakan tersebrd
tahun 2003. Kebijakan tersebut mancakup kebijakan frskal, moneter,
restrukturisasi perekonomian, dan kebijakan lainnya baik dalam rangka
normalisasi perekonomian maupun dalam rangka meldakkan fundam€ntal
perekonomran yang lebih kut untuk mencapai pedumbuhan ekonomi yang
tinggi dan berkelanjutan pada rnasa-masa mendatang. Di samping itu,
perkiraan keadaan politik, keamanan dan hukum pada tahrm 2003 turut
memp€rigaruhi prospek ekonomi Indmosia tahun 2003 . Upaya-upaya uduk
mflcapai keadaan polrtih keqrnanan dan hukum yang lebih bark dalam tahun
2003 telah diuraikan dalam Racana Pembangunan Tahrman (Repda) 2003.

PERI<EMBANGAN DAN PROSPEI< EI{ONOMI
DUNIA2OOS

Dalam tahun 2002 lingkungan sektor ekstemal yang dihadapi ekonomi
Indonesia mengalami situasi yang relatif bark. Pertumbuhan ekonomi dan
volume perdagat€an dunia dipetkirakan mmmgkat dan masing-masing 2,2
persur dan neggtif 0,1 persen dalam tahun 2001 murjadi masing-masurg
2,8 persen dan 2,1 persen dalam tahun 2002. Hal ini tidak terlepas dari
kebijakan moneter yang longgar dan agresif serta kebijakan fiskal yang
akomodatif yang diambil oldr boberapa negara r.tama dunia, ttntama sdama
semester I 2002. Setelah mengalami perlarnbatan dalam awal tahrm 2002,
ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia dalam semester tr 2002
diperkirakan menguat. Penguatan ini diperkirakan akan berlanjut dalam
tahun 2003 ddgan pertumbuhan ekonomr dan volume perdagangan dunia
akan tumbuh masing-masing sebesar 3,7 persen dan 6,1 persen (Iabd
n2).
Meningkatnya pertumbuhur ekonomi tersebut ditopang oldr manguatnya
pedumbuhan ekonomi dr berbagai kawasan sqerti perekonomian Amerika
Serikat (dan 2,2 persen m€njadi 2,6 pers€ri), Kawasan Uni Eropa (dari 1,1
persen mcnjadi 2,3 persen) dan Jepang (dari minus 0,5 persan menjadi 1,1
pefsen).

Dengan perkiraan makin membaiknya kinerja perekonomian global dalam
tahun 2003, kinerj a ekonomi negara-negara mitra d"gong utama Indonesia
dalam tahm 2003 juga diperkirakan semakin m€nguat. Negara mtra dagaf,g
utama lrdonesia yang diperkirakan akan tumbuh perekonomrannya melebihi
5 persen dalam tahrm 2003 adalah Korea Selatan (5,9 persur) dan Malaysia

Per.ekoko iafi il nid
tahun 2001 tumbuh 2,2%.
Tahun 2002 dan 2003
ili pe rhi nthafi fi e h i n ghat
naring-nasing nanjadi

2,8% dan 3,7%.

Pertumb han ekonomi
negara mlttu dagafig
utama lfidonesia dalam
tahun 2 0 0 3 dip e r kirakan



(5,3 persen) dan Cina (7,2 persen). Sqnettara itu, peftumbuhanperekonomran
Smgapura dan Taiwan dalam tahun 2003 dip erkirakan m€ncapai mastrg-masrrg
4,2 persar dan 4,0 persan.

Tabel II.2
Inrlikator Perekonomian Dunia, 2fi)l - 2fi)3

Uterselr)
7o p€rahan

2001 ZOO2'> 2003'! thd ekspor
nonmigas

(2002)

Pe rtatn btth a n e kanomi duhi a

- Amedka Serikat
- Jop*g
- Kawasa thi Erqra
- Malaysia

- Korea Selatafl
- Taiwan
- Singapura
- Ausffalis

Pe umbuhon Voluhe Perdag. Dunia

2,2

0,3

1 ,6
0,5
7,3
3,0
- t q
-2,0

-0,1

2,8

2,2
-0,5
I , l

7 5
6,3

4,O

2 ,1

1 5 , 8
1 4  l

4 t
4 0

10,3

1 7

2,6
1 , 1

7,2

4,0
4 ' )

3,8

S mber: WorldEcohotnic Outlook, September 2002, diolah
*) perkrraan realisas
**) Ferkira?u

Kinerja ekonomi makro

Indonesia200I melemah

dibandingkan 2000.
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Bab II Prospek Ekononri Indonesia Thhun 2003 dan Asumsi Dasar MPBN 2003

Ekspor dan impor non
migas sejak Jaltuari
2(n2muldthenuhjukkan
gejala pelxt gkatan.

Upaya pemulihan
ekonomi ditekdnkan
pada perbaikan

.lundamentuI ekonotni
dan pemulihan
kpercayaan.

A p r  J u l  O k l  J A D -  A p r
?001

---- . -  l lkspDr Non migas

J !  |  o k l  J a t r -  A p f  J u l

2002

----r- lmpor Non Inigos

Pertumbuhan ekspor nonmigas trahun 200 I cenderung negatil demikian pula
dengan pertun.rbuhan impor nonmig{rs. Ekspor nonmigas, yang tumbuh
sebesar 22,9 persen dalam tahun 2000, hrrun menjadi negatif 8,6 persen
dalam tahun 2001, menjadi sebesar US$43,7 miliar. Impor nonmigas, yang
tumbuh sebesar 35,5 persen dalam tahun 2000, turun menjadi negatif 7,3
persen dalam tahun 2001, menjadi sebesar US$25,5 miliar. Namun, dengan
adanya indikasi awal mulai pulihnya perekonomian dunia dan kembalinya
momentum pemulihan ekonomi, meskipun masih ditandai dengan berbagai
kendala, ekspor yang sudah turun sejak bulan Oktober 2000 mulai
menunjukkan gejala peningkatan. Sejak bulan Januari sampai dengan
Oktober 2O02,ntlai ek'spor nonrnigas cendenurg meningkat yaitu dari US$3,2
miliar mcnjadi US$4,1 miliar. Dalam bulan November dan Desember 2002,
nilai ekspor non-migas kembali mengalami penurunan menjadi sekitar
US$3,2 miliar dan US$3,6 miliar yang antara lain ditengarai oleh dampak
negatif.tragedi Bali. Sccara keseluruhan dalam tahun 2002, nilai ekspor
non-migas tumbuh sebesar 2,8 persen (Grafik II.1).
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Hal yang sama juga terjadi pada impor yang mulai menunjukkan gejala
peningkatan. Nilai impornonmigasmeningkatdariUS$1,68miliardalam
bulanJanuari menjadi US$2,4 miliardalambulan Oktober 2002, dan sedikit
mengalami penurunan dalam bulan Nopember dan Desember 2002.

Walaupun menghadapi tantangan berat, upaya mempercepat pemulihan
ekonomi terus dilanjutkan dengan lebih menekankan pada upaya-upaya
perbaikan fundamental ekoiomi dan pemulihan kepercayaan masyarakat akan
prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik pada masa mendatang. Beberapa
prioritas kebijakan mencakup upaya memelihara stabilitas ekonomi makro,
mempercepat restrukturisasi perbankan dan dunia usaha, menggerakkan
kembali sektor riil, menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan (liscal
sustdinability), dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang
mampu serta memantapkan pelaksanaan desentralisasi fi skal.
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Kinerja fiskal yang merup akan j angkar porgaman peritrng bagr kestabilan
ekonomi makrotahun 2001 dan tahun 2002 telahmemberikan harap an kep ada
pasar bahwa ketahananfiskal pemerintah.lapatterjaga. Defisit APBN 200 l
dapat dipertahankan pada tingkat 2,7 persen PDB, atau tidak melampaui
sasarannya sebesar 3,7 persen PDB. Sementara itu, berkatlangkah-langkah
pengurangan subsidi dr awal tahun dan disiplin dalbm pengeluaran, def,rsit
APBN 2002 tetap dapat dikurdalikan dalam batas yang aman, yaitu sebesar
1,6 persen PDB, jauh dibawah sasarannya sebesar yaitu 2,5 persen PDB.

Sementara itu, setelah mengalamr fluktuasi yang cukup tajam, mulai akhir
tahrn 2001 krnerja moneter catderung menunjukkan perkembangan ke arah
yang lebih stabil dan semakin mendukung upaya-upaya penrulihan di seldor
riil Hal ini dimungkinkan di samping karena konsistensi kebr;akan fiskal
dan monefer dalam murgo.rdalikan stabilitas ekonomj mako, juga terutama
karena membaiknya sentimen pasar akan prospek ekonorni Indonesia

Nilai tukar rupiah dalam satu tahun terakhir telah menunjukkan
perkembangan yang cenderung rnenguat secara konsisten, dari rata-rata
per bulan Rp10.377lUS$ pada Januan 2002 marjadi Rp8.912,{JS$ pada
Desember 2002 Penguatan nilai tukar rupiah tersebut trdak tedqas dan
sitr.rasi politik dan keamanan yang semakrn kondusif sehtngga rnemuunkan
tingkat nsiko dan ketidalgastian usaha. Sejalan der.rgan metrguatrya mlai
tukar rupiah, inflasi dapat drtekan lebih rendah dibandingkan dargan tahun
sebelumnya Dalam pada itu, uang prirner telah tumbuh dibawah sasaran
indikatiftrya, sehingga memberi ruang gerak untuk parurunan suku bunga

Posisi uang primer yang pada Januari 2002 sebesar Rp116 49 miliar.,
margalamr peningkatan pada bulan-bulan berikutnya hingga mencapai
Rp138,25 mrliar pada Desember 2002. Meskipun mangalami keraikan,
namun posisi uang prirner tersebut masih berada didalarn target indikatif
Perlumbuhan uang primer yang terkendali tersebut memudahkan untuk
m€ndorong turunnya suku bunga lebih lanjut, yang pada gilirannya dapat
menladi salah satu sumber stimulus dalarn perekonomian. Selain itu,
pertumbuhan uang primer yang melambat memberikan indikasi akan
terkendalinya infl asi pada bulan-bulan mendatang.

Sementara itu, membaiknya kondisi makro ekonomi dan moneter telah
mendorong menbaiknya krnerja sektor perbankan selama 2002. Kebijakan
perbankar.r yang drkeluarkan oleh Bank Indonesia dan konsolidasi intemal
perbankan turut rnendukung rnembaiknya kinerja perbankan Perbaikan
lersebut tercernin dari terus berlalgsungnya proses pemulihan ftingsi
intermediasi perbankan seperti meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK)
dan kredit yang disalurkan

DPK lzng berhasil dihimpun perbankan sampai akhir Desember 2002
be'lumlah Rp835,8 triliur, maringkat Rp38,4 trihun (4,8 perser) dibandingkan
dengan tahun sebeluumya. Peningkatan tersebut lebih rendah bila
dibandingkan pada tahun 2001 yang rnencapai 14,1 persen atau sebesar
Rp98,3 triliun. Rndahnya pertumbuhan DPK tersebut diporgaruhi oleh
tunurnya suku bunga simpanan sejalan d€ngan trend p murunan suL:u bunga
SBI. Disamping itu, penurunan DPKtersebutjuga dipengaruht oleh adanya
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altematif p€nanaman dana bagi masyarakat yang membeikat rcnrn yang
lebih tinggi daripada deposito seperti reksa dana. Pada periode yang sarna,
jumlah kreditperbankan yang berhasil drsalurkan mencapai Rp410,3 triliun
atau naik Rp51,6 trilirm (14,4 persm), lebih besar dibandingkan dengan
peningkatan pada tahun 2001 sebesar Rp38,2 tril iun (11,9 persen)
Puingkatan penyaluran kredit ini telah mendorong morinE@ya Loan to
Deposite Rntio (LDR) perbankan dari 33,0 persen pada tahun 2001 menj adi
38,2 persanpada tahur 2002. Disamping itu, kualitas kredit perbar*an dalam
tahun 2002 juga menurjukkan perbaikan. Hal im tercermrn dari rnenurunnya
Non PerJorming Loazs (NPLs-n€t) perbankan, yaitu dan 3,6 persen pada
tahun 2001 merSadi 2,9 persar pada iahun 2002. Sementara itu, jumlah
bank yang masih mempunyai rasio neto NPLs di atas 5,0 persan, sesuai
d€ngan ket€ntuan Bank lndonesia, adalah 20 bank. Kondisi yang dialami
beberapa bank tersebut antara lain karena dampak trag€di Bali sehingga
berpenganrh terhadap kualrtas kedit perbankan.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses pemulihan intermediasi
perbankan tahun 2002 yaitu rnasih tingginya persepsi perbankan
terhadap risiko dan ketidakpastian di sektor rii l, Kondisi tersebut
menyebabkan perbankan berhati-hati dalam menyalurkan kredit,
terutama kredit kepada sektor korporat dan kredit yang berjangka waktu
panjang. Kondisi rni semakin mendorong perbankan untuk melakukan
ekspansi kredit ke sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Kebijakan perbankan pada tahun 2002 tetap difokuskan pada upaya
rnempertahankan program penyehatan lembaga perbankan dan program
pemantapan ketahanan sistem perbankan. Kebijakan ini berhasil
nendorong kinerja perbankan khususnya rasio keuangan perbankan
yang tercermin dari Capital Adequdcy Ratio (CAR). Pada akhir tahun
2002, CAR untuk seluruh bank umum mencapai 22,5 persen atau
meningkat 199 poin bila dibandingkan dengan akhir tahun 2001 sebesar
20,5 persen. Namun apabila dilihat secara individu, terdap at 3 bank
yang masih nemiliki CAR dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar
8 persen, Relatif membaiknya CAR tersebut Juga mengindikasikan
bahwa pennodalan bank secara keseluruhan mengalami perbaikan.

Selanjutnya, perkembangan positif berbagai indikator ekonomi di atas
diharapkan men;adi dasar yang lebih kuat dalam rangka pembangkltan
kembali sektor riil dan revitalisasi industri dalam negeri Keberhasilan
upaya tersebut dapat memperluas lapangan kerja dan pada giliran-nya
dapat memacu pertumbuhan ekonorni lebih tinggi lagi dan secara
berkesinambungan.

Untuk mempercepat restrukturisasi usaha kecil dan menengah, telah
diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang
Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang memberi
kewenangan dan ruang gerak yang lebih luas kepada perbankan,
khususnya bank BUMN, untuk melakukan restrukturisasi kredit
bermasalah, Kebijakan yang ditujukan kepada usaha kecil dan marengah
ini sebenamya juga dimaksudkan sebagai bagran untuk mempercepat
pembangunan ekonomi rakyat.
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Berkartan dengan upaya pemulihan sektor riil, termasuk untuk meridorong
investasi (asrrg dan dalam nqgn), patyediaan sarana dan prasarana penting
seperii listrik, tel4or\ dan transpodasi sangadah manetukan. Oldr karena itu
p€rundngan dengan baryuk pihak mmgarai proyek pembangkit t€naga listdk
dan lain-lainnya yang dahulu.berhdi karea kdsis mtrreter, telah diselesarkan
danpunbangunannya mular dilanjutkan konbali.

Sehubungan dugan upaya pqnbangkitan seldor riil ini, dan kaitarmya dargan
rekapitalisasi rndustri dalam negen, dorongan tetap diupayakan terhadap
p engembangan industri yang berbasis bahan baku dan pengolahan
sumberdaya alam dalam nqen yang mmgolah bahan mmtah menjadi bahan
setengahjadi dan bahanjadi, Pangembanganindustri denganmemanfaatkan
keuntungan komparatif seperti ini, misalnya dr sektor pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, akan sangat membantu peningkatan daya salng
perekonomian Indonesia

Khusus mengaur rnvestasi sepertr PMA dan PMD\ perkanbangannya sanpar
sekarang masih bdum munmjuk'kan kqatrahan. t{al tni diperkirakan disebablcan
tert{ama ol*r beberapa faltor yartu kepastian hukum dan pandangan serta
kekhawatiran yang berkaitan dengan kebijakan perburuhan dan
kaanagakerjaan. Dalam kaitan ini pernerintah sedarg dan terus berrpaya
mancari pemecahan persoalan iru,

Dalam tahrn 2002, proyek PMDN yang disetujui selanyak I 8 I proyek dergan
nilai invesGsi sebesar Rp25,262,3 miliar dau turun dibandinglsn dergan periode
yang sama dalamtahun 2001 yarg,be{udah 254 prold< dagannilai investasi
sebesar Rp58.816 miliar. Dari l8l proyekyangdisdujui sdamaperiodetersebrt,
bidang usaha yangpalurg diminati adalah sektor industri makanan sebanyak 32
proye( perdagangan dan rqarasi sebanlak 19 proyr( dan pergangktran ,
gtdang dan komunikasi sebanyak 15 proyek. Sedang junrlah rru€stasi yang
palr:g menonjol adalah seJdor industri logam, mesin dan elekomka se.besar
Rp?. 179,2 miliar, seldor industri makanan sebesar Rp4-967,7 miliar, dan seldor
penganglafian, gudang dan komunikasi sebesar Rp3.125,7 miliar Sqnstara
proyek PMA yang disef.ujui dalam tahrm 2002 sebanyak I . I 3 5 proyek dergan
nilai investasi sebesar US$9,744, 1 jr'fa atau lebrh rendah dibandingkan dergan
periode yang sama tahun 200 1 yang sebesar US$ I 5 .055 ,9 jrIa. Bidang usaha
yang paling diminati PMA adalah seldor perdagangan dan rryarasi sebanyak
,145 proye( jasa lainnya sebanyak I 63 proyek, dan rndustn logam dasar, mesin
dan eldcronika sebanyak 91 pro1rck. Dari US$15,055,9 juta yang disdujui,
investasi yang paling menonjol adalah selcor pelgangkutan, gudang dan
komunikasi sebesar US$3.713,3 jda, sd<tor indsrlri kimia dan farmasi sebesar
US$ L872,3 juta, dan sektor perdagangan dan reparasi sebesar US$877 juta.

I(EBUAKAN ET@No*fl MAKrc INwNEA TAHUN 2OO8

Upaya percryatan pemulihan ekonomr tahrm 2003 tetap didasarkan kepada
berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya,
yaitu upaya memperkuat fundamental ekonomi melalui penciptaan dan
pemeliharaan stabilitas ekonomi mako, p€nyehatan seldor perbankan,
pembangkitan kembali seldor riil, dan reformasi strulcural di berbagi bidang.
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Upayz p€nciptaan stabilitas ekonomi mako melibatkan berbagai pihak dan
berbagai kebijaksanaan yang harus dilaksanakan secara t€rpadu. IIal ini
meng,ingat stabilitas ekonomi sangat erat kaitannya dengan tingl<at
kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar akan prospek ekonomr Indonesia,
yang antara lain sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan,
kepastran hukum, dan berbagai macam perselisihan perburuhan Langkah-
langkah mollaga stabilitas ekonomr juga tidak tfflepas dari kebij akan sektor
riil terutama dalam meqiaga tersedianya pasokan dan kelancaran distnbusi
barang dan jasa. Selain itu, stabilitas ekonomi erat juga kaitannya dengan
langkah-langkah kebaakan moneter, fiskal, dan ekstemal yangterpadu yang
diarahkan rmtuk menjaga momentum dalam rangka menjaga kestabilan
tingkat harga, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan indeks harga portofolio.

Oldr karena itu dalam tahun 2003 koordinasi kebijakan fiskal dan moneter
akan tetap dipelihara dan semakin ditingkatkan. Dengan memperhatrkan
kondisi sosial politrk yang relatif semakrn kondusif dan prospek ekonomr
moneter ke depan, ; erta mencermati berbagar tantangan yang muncul,
maka otoritas rnoneter akan melaksanakan kebijakan moneter secara
konsisten dan berhati-hati guna menyerap kelebihan likuiditas apar te/.a'p
sesuai dorgan kebutuhan riilperekonomran, sehingga tidak mernberi tekanan
barupada inflasi dan nilai ttrkar rupiah. Dalam pelaksanaarmya, pengerdalian
moneter tetap diaralrkan pada pencapaian sasaran uang primer yang telah
ditetapkan melalui operasi pasar terbuka (OPT), bark melalut lelang SBI
maupun intervensi rupiah secara optimal. Di samping itu, dalam rangka
meredam fluktuasi nilai tukar rupiah, pengawasan langsung terhadap
transaksi devisa pada bank-bank akan Grus droptimalkan. Dengan perkiraan
bahwa uang pnmer masih akan terkendali dan bergerak di bawah target
indikatifnya, strategi pengerdalian moneter mash menllila ruang geiak bagt
penunrnan suku bunga SBI. Psrurunan SBI lebih lanjut akan dtlakukan
secara bertahap dan berhati-hati dangan memperhatikan tekanan urflasr
dan pergerakan nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan
perkembangan tahun 2002, perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan
APBN 2003, serta arah kebijakan rnoneter dan fiskal yang akan ditempuh
dalam tahun 2003, uang primer (M0), diperkirakan akan mencapai sebesar
Rp153,8 triliun dalam tahun 2003, atau tumbuh sebesar 11,3 persan dari
tahun sebelumnya yang mencapai Rp 13 8,2 triliun.

Sementara itu, kebijakan fiskal tahun 2003 tetap diarahkan pada
upaya konsoldasi fiskal yang dimaksudkan untuk mewujudkan
APBN yang sehat, memelihara ketahanan fiskal yang berkelanjutan,
dan memberikan stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan
negara. Kebijakan fiskal tersebut akan dilaksanakan selaras dan
konsisten dengan kebijakan makro lainnya baik dalam rangka
menjaga stabilitas perekonomian rnaupun guna mendukung proses
pemulihan ekonomi, Dalam jangka menengah, langkah-langkah
penting dalam menjaga ketahanan fiskal yang kesinambungan
(sustainabilitas fiskal) terutama mencakup upaya memelihara
anggaran ke arah yang berimbang dengan mengurangi pengeluaran-
pengeluaran yang tidak efisien, memperkuat basis pajak, serta
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mempercepat pengurangan utang, terutama utang dalam negerl
pemerintah dengan menggunakan hasil penjualan aset pemerintah
di BPPN, dan divestasi atas berbagai badan usaha milik negara.

Sehubungan dengan itu, defisit fiskal dalam jangka menengah
drupayakan untuk senantiasa turun agar lrpaya konsolidasi fiskal berhasil.
Defisit fiskal tahun 2001 mencapai 2,1 persen PDB, sedangkan untuk
tahun 2002 defisit fiskal turun menj adi 1,6 persen PDB. Dalam tahun
2003, defisit fiskal drupayakan mencapar 1,8 persen PDB atau sedikrt
lebih tinggt dari realisasi defisit A?BN 2002. Lebih tingginya defisit
fiskal tahun 2003 dibanding tahun 2002 tidak dapat dielakkan sehubrurgan
dengan pemberian stimulus fiskal melalui tambahan pengeluaran
pemerintah untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomr dan
mengantisipasi dampak negatif tragedi Bali.

Dalam pada itu, upaya pengendalian defrsit fiskal mempmyai beberapa
makna baik untuk kepentingan kesehatan fiskal itu sotdiri maupun untuk
kepenttrgan kesehatan perekonomian rnsional. Pertama, penurur.ran defisit
dapat mengurangi ekspansi fiskal pemerintah mengingat kelebihan
pengeluaran atas penerimaannya relatif semakin mangecil. Hal ini pada
gtlirannya secara berangsur-angsur dapat mengurangi tekanan inflasi dan
murgurangt beban otontas moneter dalam mengontrol uang beredar untuk
mengendalikan inflasi Kedua, defisit fiskal yang semakin rendah akan
mengurangi beban pembiayaan anggaran sehingga kebutuhan pembiayaan
melalui utang secara relatif terhadap perekonomian menjadi semakrn
meng€cil sehingga beban pembayaranriya di masa mendatangjuga manurun.

Dalam tahun 2003, sekalipun defisit anggaran pemerintah sudah cukup
lendah namun mengingat kondisi keuangan negara yarg masih sangat
terbatas maka pemerintah masih rnernerlukal pinjarnan luar negeri. Hal
ini mengingat pentingnya dana pembangunan pemerintah yang rnasih
sangat diperlukan untuk mendukung proses p emulihan ekonomi. Selain
itu, utang tersebut diperlukan untuk menutup kesenjangan pembiayaan
karena beban pembayaran utang luar negeri yang masih cukup besar
dalam tahun 2003. Sekalipun demikran, Pemerintah senantiasa berusaha
untuk mengendalikan utang pada tingkat yang sustainabel. Dalamtahun
2003, mengrngat beban pembayaran utang yang nasih cukup trnggi,
pengurangan beban pembayaran utang luar negeri juga dilakukan dengan
melalui penjadwalan utang luar negeri yang jatuh tempo melalui Paris
Club II1.

Kebijakan pengendalian defisit dan pengurangan beban pembiayaan
untuk tahun 2003 di atas segaris dengan upaya memperkuat neraca
pernbayaran Indonesia sehingga semakin memperkuat fundamental
perekonomian terhadap r is iko perubahan berbagai  faktor  baik
internal rnaupun eksternal. Kebijakan utang luar negeri dan upaya
penurunan beban pembayaran utang luar  neger i  se la in sangat
mendukung posisi fiskal pemerintah juga dapat menghindari tekanan
kebutuhan akan valuta asing yang tinggi yang diperkirakan dapat
meng,ganggu stabilitas neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah.
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Dalam kaitannya dengan BPPN dan BUMN, pemerintah akan
mempercepat penjualan aset yang dikuasai oleh negara dengan dua
tujuan utama. Pertama untuk meningkatkan sumber-sumber
pembiayaan anggalan dan mengurangi beban utang pemerintah.
Kedua, untuk menempatkan as€t-aset tersebut ke sektor-sektor
swasta dengan harapan akan berfungsi kembali secara optimal
sehingga akan memperkuat gairah investasi dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi, Gairah investasi juga diharapkan semakin
tinggi dengan dimulainya kembali berbagai jenis proyek strategis
yang sempat tertunda menyusul krisis ekonomi tahun 1997-1998,
Pembangunan itu diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan
permintaan pasar dalam dan luar negeri terhadap berbagai barang
dan jasa strategis seperti pupuk, listrik, dan produk petrokimia.

Khusus mengenai divestasi  dan pr ivat isasi .bank, pemerintah
berupaya mengembalikan kepemilikan bank kepada pihak swasta
yang kredibel dan dianggap mampu untuk menjalankan bank secara
sehat sehingga mendorong bank untuk kembali berfungsi sebagai
lembaga intermediasi, yang pada gilirannya sangat membantu
percepatan pemulihan sektor riil. Dalam tahun 2003, BPPN akan
melanjutkan divestasi  bank-bank sepert i  Bank Internasional
Indonesia dan sisa kepemilikan BPPN di Bank Niaga dan Bank
Danamon.

PROSPEI< EI(ONOMI 2OO3 DAN ASUMSI DAS,AR
APBN 2OO3

Gambaran perekonomian dunia yang lebih cerah dalam tahun 2003,
kemajuan program-program pemulihan ekonomi yang semakin kuat,
serta dukungan lembaga internasional terhadap program-program
pemulihan ekonomi Indonesia, pada gilirannya akan memberikan
sentimen pasal yang positif akan perbaikan ekonomi Indonesia
dalam tahun 2003. Hal ini diperkuat dengan perkiraan stabilitas
politik dan keamanan dalam negeri yang semakin kondusif. Dengan
demikian, indikator-indikator perekonomian Indonesia dalam tahun
2003 diperkirakan akan memberikan gambaran yang lebih baik
kualitasnya.

Dalam tahun 2003 pedumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih
baik dari tahun 2002, meningkat dari 3,7 persen meryadi 4 persen.
Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh tetap kuatnya permintaan
konsumsi dan kernbalinya momentum akan peningkatan investasi
dan ekspor- Selain itu, sentimen pasar yang positif akan semakin
memperkuat nilai tukar rupiah ketingkat yang lebih wajar serta
volatilitas rupiah yang semakin menurun. Nilai tukar rupiah rata-
rata menguat dari sekitar Rp9.311/US$ pada tahun 2OO2 menladi
sekitar Rp9.000/US$ pada tahun 2003 , Penguatan nilai tukar rupiah
ini merupakan salah satu faktor utama terhadap pengurangan
tekanan inflasi dan suku bunga perbankan. Tingkat inflasi dan suku
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bunga SBI-3 bulan dengan demikian diperkrrakan menurun dari 10,03
persen dan 15,24 persen dalam tahun 2002 menjadi 9 persen dan 13
persen dalarn tahun 2003.

Penguatan nilai tukar rupiah tersebut juga mencerminkan adanya
perbaikan di sektor eksternal. Tekanan aliran modal keluar semakin
menurun sehubungan dengan kembalinya investor asing, dan,
berkurangnya tekanan aliran modal pernerintah neto sehubungan
dengan penundaan pembayaran utang pemer intah sesuai  hasi l
kesepakatan Paris Club III untuk tahun 2003 sebesar US$3,0 miliar.
Berbagai hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan cadangan
devisa dar i  sek i tar  US$3i  571 ju ta dalam tahun 2002 menjadi
US$32.394 ju ta dalam tahun 2003 Indikator- ind ikator  terk in i
rnenunjukkan gejala pemulihan dalam aliran modal swasta tersebut,
sebagaimana direfl eksrkan dalam kembalinya ketertarikan asing
dalam pasar  modal ,  dan dalam pr ivat isas i  aset-aset  pemenntah.
S e m e n t a r a  i t u ,  d a l a m  t a h u n  2 0 0 3  r a t a - r a t a  h a r g a  m i n y a k
internasional diperkirakan sebesar US$22,0 per barel, lebih rendah
d a r i  r e a l i s a s i  t a h u n  2 0 0 2  y a n g  s e b e s a r  U S $ 2 3 , 5  p e r  b a r e l .
Melemahnya harga rninyak ini disatu pihak akan menekan surplus
transaksi perdagangan 2003 namun diharapkan dikompensasi oleh
membaiknya ekspor  nonmigas dan a l i ran modal  in ternasional
sehubungan dengan rnernbaiknya perekonomian in ternasional .
Berbagai studi menunjukkan bahwa harga minyak yalg lebih rendah
cenderung rneningkatkan produLlivitas perekonomian dunia,

PERTUMBUHAN EI<dNoMI

Membaiknya kondisi politik dan keamanan sejak pertengahan tahun
2001 dan membaiknya berbagai indikator ekonorni makro mulai akhir
2001 diharapkan dapat rnernberikan darnpak pertumbuhan ekonomi
secara bertahap dalam tahun 2002. Pada kuartal I 2002 ekonomi
tumbuh dengan 2,7 persen dibandingkan dengan periode yang sarna
tahun sebelumnya dan menguat cukup tinggi dalam kuartal II dan
kuar ta l  I I I  yang mencapai  sebesar  3,9 dan 4,3 persen.  Ja lur
penguatan ini sedikit melernah dalam kuartal IV yang mencapai
perlumbuhan sebesar 3,8 persen Secara- keseluruhan, pertumbuhan
ekonomi dalarn tahun 2002 mencapai sebesar 3,7 persen. Sekalipun
pertnmbuhan ekspor dan investasi melemah secara keselrtruhan
tahun, ekspor dan investasi yang melemah dalam kuartal I dan II
drikuti dengan pemulihan dalam kuartal III dan IV. Dampak positif
dar i  pen.ru l ihan in i  akan ber lan jut  da lam tahun 2003,  ket ika
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan diperkirakan mencapai
4 p ers€n.

Perkiraan perlumbuhan ekonomi sebesar 4 persen dalam tahun 2003
didasarkan kepada ekspektasi akan membaiknya berbagai faktor
ekonomi dan nonekonomi baik dari sisi internal maupun eksternal.
Langkah awal dari faktor nonekonomi ini p enting untuk pemulihan

Penguatan ki lai  tukar
tupiuh mencerminkan
pelboikon di sektor

elaternal.

Pert hbuhah ekonoDli

2402 mencapai 3 ,7 penren

dqk pqda tah n 2003

diperhrakon mencapai

t )
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Perlurnb hah secara

kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap ekonomi makro
dan moneter.  Pertumbuhan ekonomi juga di topang oleh
meningkatnya permintaan domestik serta dukungan lingkungan
bkonomi eksternal yang lebih kondusif,

Secara sektoral, pertumbuhan sektor pertanian, industri, dan lainnya
akan meningkat dari perkiraan masing-masing 0,9 persen, 5,2 persen,
dan 4,3 persen tahun 2002 menjadi masing-masing 1,7 persen, 6,5
persen, dan 5,2 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsr
masih cukup tinggi yaitu sekitar 4,6 persen, meskipun sedikit lebih
lambat dari tahrn 2002 sebesar 5,5 persen. Selain itu, investasi
diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang cukup berarti yang
mencapai sekitar 3,3 persen, melebihi pertumbuhan tahun 2002
sebesar minus 0,2 persen. S edangkan ekspor dan impor barang dan
jasa tumbuh masing-masing sekitar 3,2 p€rsen dan 3,9 persen, sedikit
lebih tinggr dari tahun 2002 (Tabel II.3).

Pertumbuhan konsumsi t€rutama disebabkan oleh meningkatnya
pendapatan masyarakat, juga dipengaruhi oleh terkendalinya tingkat
harga dalam negeri dan juga menguatnya kurs rupiah sehingga
secara relafif daya beli masyarakat meningkat. Selain itu, suku
bunga yang menurun serta semakin maraknya lembaga pembiayaan
untuk kredi t  konsumsi juga diperkirakan akan mendoiong
pertumbuhan konsumsi swasta tersebut.

Kinerja investasi tahun 2003 diperkirakan akan lebih baik dari tahun
2002, Semakin baiknya kondisi sosial, politik, dan keamanan, serta
proses restrulturisasi perbankan, perusahaan, dan utang luar negeri
swasta, serta pengaktifan kembali berbagai proyek besar yang
sempat tertunda selama kr is is ekonomi diharapkan mampu
mendorong perkembangan sektor riil. Berbagai faktor lain yang
diharapkan merangsang peningkatan investasi riil yaitu semakin
meningkatnya kepercayaan bisnis yang ditandai oleh membaiknya
berbagai indikator ekonomi makro yang diawali pada akhir tahun
2001 diharapkan semakin berlanjut, seperti laju inflasi yang semakin
terkendali, nilai tukar rupiah menguat kepada tingkat yang lebih
realistis, dan suku bunga yang cenderung menurun. Semakin
meningkatnya aktivitas investor asing pada investasi portofolio pada
perrengahan tahun 2002 pada gslinnnya juga diharapkan akan diikuti
oleh peningkatan investasi riil pada tahun 2003, Kinerja ekspor
diperkirakan akan membaik sehubungan dengan membaiknya
pertumbuhan ekonomi dunia dan masih kompetitifnya beberapa
produk Indonesia di pasar internasional.

l 4
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Tabel IL3
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Riit' 2000 - 2003

(persen)

Realisasi'r Proyeksi

2{no 2001 2002 2003

PDB

Menurut Jenis Penggunaan:

Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi Pemerintah
PMTB
Ekspor
Impor

Menurut Lapangan Usaha:
Perta an
Pertambangan
lndustn pugolahan

a) Non-migas
b) Mgas

Listnk, gas, air bersih
Bangunan
Perdagangan, hotel, restoran
Pengangkutan dan telekomumkasi
Keuangan dll.
Jasa-jasa

d n2 d4 ,9

17,

7,0
3,3
JrL

? o

4,0
1 0

{ t

0,5
7,0
a,)

4,0
't,8

5,6

\o

1 7

4 7

12,8
_ i 1

- R ?

1,6 4,4
6,5 9,0

18,4 7,7
26,1 1,9
25,9 8,1

1,9 1,0 1,7
5,5 q0 2,2
6,0 4,1 4,0
7,0 5,0 4,?
-1,',7 -3,5 2,1
7,6 7,7 6,2
5,6 +,2 4,1
5,7 5,3 3,6
8,6 7,3 7,8
4,6 3,4 5,5
2,3 2,0 10

') Sumberi Badlm Pusat Sbticik, didsh

TNnAgI

Perkernbangan harga-harga menunjukkan bahwa akumulasi laju
inflasi dalam tahun 2002 tolah mencapai 10,03 persen, lebih rendah
dibandingkan dengan tingkat inflasi dalam tahun 2001 sebesar 12,55
persen. Keberhasilan untuk mengendalikan laju inflasi tersebut perlu
dicatat mengingat terdapat faktor-faldor lang sebenamya cenderung
murdorong inflasi, antara lain adalah ketraikan harga bahan bakar minyak

Itfloti dolam tahun 2002
lebih rendah bi la
dibondingkan dengan
peiodeyangsoma tohtn
2Nt.
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Tikggin a inflasi Januai

danFebruan 2M2 kltrena

kebijohan hargo
pemerinlah don adatrya

bekcana baqiit

(BBM) rata-rata sekitar 22 persen pada bulan Januari dan pada
bulan berikutnya harga BBM dalam negeri diatur berfluktuasi
mengikuti perkembangan harga minyak di pasar intemas.ional. Selain
itu, tarif dasar listrik (TDL) direncanakan naik setiap tiga bulan
mulai bulan Js tari 2002, serta gangguan terhadap kelancaran
distribusi barang danjasa akibat bencana banjir di beberapa daerah,

Dalam bulan Januari  dan Februar i  2002, inf lasi  mengalami
perkembargan yang cukup tinggi yang mencapai masing-masing 1,99
persen dan 1,50 persmr. Hal ini disebabkan terutama oleh adanya
kenaikan harga beberapa komoditi yang termasuk kelompok
administered price seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar
listrik (TDL), dan tarif telepon. Di samping itu, depresiasi nilai tukar
rupiah, ekspektasi masyarakat terhadap inflasi dan terjadinya
bencana banjir di beberapa daerah juga mempengaruhi tingginya
laju inflasi pada periode tersebut.

Sementara itu, pada bulan Maret dan April 2002 perekonomian
lndonesia mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,02 persen
dan 0,24 persen yang dipengaruhi oleh panen raya di sejumlah daerah,
stok bahan makanan yang relatif cukup serta lancarnya distribusi
kebutuhan barang danjasa. Meskipun Pemerintah menaikkan tarif
telepon pada bulan Maret 2002, namun kenaikan tersebut tidak
terlalu signifikan mempengaruhi laju inflasi pada bulan Maret 2002.

Setelah mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut pada
bulan Maret dan April 2002, harga kembali mengalami_ kenaikan
pada bulan Mei, Juni dan Juli 2002 masing-masing seS,esar 0,80
persen, 0,35 persen, dan 0,82 persen (Grafik II.2), Kebijakan
pemerintah dalam bidang harga berupa kenaikan harga BBM serta
TDL pada bulan April telah memberikan dampak terhadap kenaikan
harga pada kelompok transportasi dan komunikasi pada bulan Mei
dan Juni yang masing-masing sebesar 3,4 persen dan 2,1 persen.
Sementara inflasi pada bulan Juli terkait erat dengan dimularnya
tahun ajaran baru yang tercermin pada tingginya inflasi pada
kelompok tersebut sebesar 4,5 persen.

Hingga akhir  tahun 2002, inf lasi  mencapai 10,03 persen.
Terkendalinya laju inflasi tersebut didukung oleh perkembangan
positif berbagai indikator makroekonomi lainnya dan kebijakan
moneter yang konsisten dalam mengendalikan inflasi. Nilai tukar
rupiah juga berada pada jalur penguatannya serta perkembangan
uang inti masih terkendali dan tidak melebihi sasaran indikatifnya.
Tekanan inflasi terjadi pada akhir tahun sehubungan dengan inflasi
musiman dimana permintaan barang dan jasa relatif tinggi karena
adanya beberapa hari raya keagamaan. Realisasi inflasi tahun 2002
sebesar 10,03 porsen t€rs€but lebih iinggi dari porkiraan awalnya
yaitu 9,0 persen antara lain sehubungan dengan penguatan kurs
rupiah tidak secepat sebagaimana yang dihatapkan dan adanya
musibah baniir di awal tahun.

l 6



Grafik u.2
Perkembangan Inf lasl ,  2001 -  2002
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Dalam tahun 2003 laju inflasi diperkirakan akan menurun rnenjadi 9
persen dari 10,03 persen tahun 2002. Inflasi yang lebih rendah dalam
tahun 2003 tersebut dimungkinkan antara lain karena: (i) semakin
membaiknya ekspektasi  inf lasi  masyarakat sehubungan dengan
stabilitas politik dan keamanan yang semakin kondusif disertai dcngan
sernakin mantapnya stabilitas ekonomi nakro, (ii) menguatnya nilai
tukar rupiah dari sekitar Rp9.311,{JS$ rnenjadi sekitar Rp9.000/US$,
(iii) semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga semakin
memantapkan distribusi perdagangan antar daerah, (iv) kebijakan fiskal
yang hati-hati melalui pengendalian defrsit ApBN sehingga membatasi
ekspansi anggaran pemerintah yang pada gilirannya mengurangi tekanan
inflasi, dan (v) kebijakan rnoneter yang hati-hati dan konsisten dengan
target pertumbuhan uang primer sebesar 1 1,3 persen.

NILAI TUI<AR RUPTAH

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama pelaksanaan
APBN tahun 2002 cenderung terus menguat hingga mencapai rata-rata
RpS.9 l2 lUS$  pada  Desember  2002 ,  a tau  mengua t  1 ,370  po in
dibandingkan rata-rata akhir  tahun sebelumnya yang mencapai
Rp10.282lUS$. Dengan demikian selama tahun 2002 rata-rata nilai
tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah sebesar Rp9.3l1/
US$ atau menguat 930 poin dibandingkan dengan rata-rata tahun 2001
sebesar Rp 10.241,{JS$ (Grafik II.3).

Menguatnya nilai tukar rupiah dalam periode tersebut terutama berkaitan
dengan membaiknya faktor fundarnental yang tercermin pada surplus

Laju itlllasi tahun 20A3
diperkn'akan 9%.

Ratd-rqta ni lai  tukar
|upidh se|atrla Jatlual i-
Detember tahun 2002
netrcapui Rp9.31I/US$
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Subu bunga SBI 3 bulan
dan 1 bulan mengalami
Penuruna .

nefaca pembayaran dan faktor- faktor posi t i f  la innya, sepert i
persetujuan forum Paris Club dan London CIub, persetujuan pencairan
pinjaman IMF, masuknya investor asing, rencana penjualan aset-aset
pemerintah berupa saham-saham Bank Niaga, Bank Mandiri, PT Indosat,
PT Indo Farma, dan PT Telkom, dan penguatan mata uang regional, serta
adanva kebiiakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar.

clrr f iL l l .3
R e t a . r r r r  N t l r i  l  

" L " r  
l l " p i . [ r  t " t l ' . r l r p  l ) " l c t  A r n o r l L a  S o r t l t o t

l  e n u o r i  2 o 0 l  -  D " . .  m  1 , .  '  2 t ) 0 2  t R D n l S S ,

I  r . 000

10.000

9.000

8 000
. i a h  L t n r  L f D j  J , i l  S e i r t  N o v  . l t 1 n .  M f l I  M $ i  l r r i :  S r p r  N r l v

2nci , .00 2

Kecenderungan menguatflya nilai Ukar rupiah juga terlihat pada membailinya
indikator risiko khususnya dalam jangka pendek, yaitu memrrunnya tingkat
premi swap unhlk semua tenor (1 bulan, 3 bulaa, dan 6 bulan). Sebagai
gambaran, pada akhir tahun 2001 tingkat premi swap untukjangka waktu I
bulan adalah 16,70 persen, 3 bulan sebesar 16,60 persen, dan 6 bulan sebesar
16,15 persen turun masing-masing menjadi sebesar 12,30 persen, 12,55
persen, dan 12,45 persen pada akhir tahun 2002.

Berbagai faktor positif yang terjadi dalam tahun 2002, tenttama
kecenderungan menguamya nilai tukar rupiah dan semakin kondusifttya
kondisi politik dan keamanan di dalam negeri diperkirakan masih terus
berlanjut dalam tahun 2003, Dengan mempertimbangkan berbagai faktor
positif dalam tahun 2002 dan perkiraan tahun 2003, serta faktor intemal
dan ekstemal lainnya, nilai tukar rupiah dipetkirakan akan mencapai rata-
rata sekitar Rp9,000,{JS$ dalam tahun 2003.

SUKU BUNGA SBT.3 BULAN

Dalam tahun 2002, petkembangan suku bunga SBI-3 bulan memperlihatkan
kecenderungan yang semakin menurun yaitu dari 17,63 persen pada bulan
Desember 2001 menjadi 13,12 persen pada bulan Desember 2002. Selama
oeriode Januari-Desember 2002. rata-rata suku bunea SBI-3 bulan sebesar
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15,24 persen, Pmurunan yang cukup signifikan ini j''ga terjadi pada suku
bunga SBI-I bulan, yartu dai 17,62 perseri pads bulan Desernber 2001
menjadi 12,93 persenpada akhir Desember 2002.

Kecendenngan perir:rurun suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2OO2 arrtxa
larn disebabkan oleh semakin menguatnya nilai tukar npiah dan menururnya
tekanan terhadap inflasi. Selain itu, posisi uang pnmer yang berada dalam
level yang terkendali yaitu dibawah target indrkatif turut memberi peluang
terhadap upaya penunuran suku bunga SBL

Sekalipun demikiarL penunuran suku burga SBI tersebut belum separuhnya
direspon oldr suku brmga perbankan. Meskipun suku bunga pasar uang
antarbank (PUAB) dan suku bunga deposito mengalami penurunan, suku
bunga kedit modal kerja (KMK), dan suku bunga kedir investasi (KI),
sedikit mengalami peningkatan (Tabel II.4).

Tabd tr.4
Perkembangan Suku Bunga, 2O0l - Z0ii.2

(persen)

P€riod. SBI (rata-r.ta)
1 bln 3 bln

KMK KI Deposlto
1 Du.lan

Penurunan suku bunga
SBI belum sepenuhnya
direspon saku bunga

3BI-3 bulah tahun 2003
diperkirakon sekitar
1 3

Janusri
Februari
Maret
April
Mei
Jud
Juli
Aguslus
Septemb er
Oktober
Novemb€r
Desember
Janueri
Fcbruari
Maret
April
Mei
tuni
JuIi
Agustus
Sq)lellber
Oktober
Novomber
Desedber

t4,79
t4,79
15 ,16
1 5 , 9 1
t6,27
16,52
t5 ,98
't'7,3'7

t ' t ,65
17 ,58

t1 ,62

16 ,90
16 ,80
16,61
15 ,07
1 5 , t 4
74,99
I4 ,64
13 ,64
t3,o' l
13 ,08
13 ,01

t2 ,95
13,66
13,82
13 ,68
13 ,91
14 ,01
14,25
14 ,82
l5 ,49
15 ,7  4
15 ,87
t6,01
16 ,05

t5,64
t5,44
15 ,06
14,76
1 4 , r 5
1 3 , 8 6
1 3 , 5  0
13 ,06
t2 ,81
l2 ,81

t4 ,19  1 t , 85
14 ,84  22 ,06
t4,94 12,73
15 ,80  13 , ' , I 5
15 ,80  13 ,98
15 ,28  13 ,95
r6 ,96  r5 ,59
17 ,03  14 ,88
11 ,56  r s ,47
17 ,61  15 ,38
t7 ,62  15 ,64
l7 ,63  15 ,66
11 ,43  19 ,82
17 ,01  15 ,94
16 ,88  15 ,41
76,74 15,3 8
t6 ,29  15 ,35
15,t1 t4,4'I
74,99 14,20
14,92 12,8r
1 4 , 1 1  1 0 , 8 9
13 ,12  8 ,49
t 3 , 1 2  1 1 , 1 0
13 ,1 r  8 ,89

17.85 16,11
17 ,80  15 ,88
| ' . t ,90 16,86
18 ,13  16 ,80
18 ,21  16 ,85
18,45 t ' . t ,04
18 ,68  16 ,90
18 ,89  17 ,08
19 ,06  t 1 ,22
1 9 , 1 8  1 7 , 3 8
19,23 t7,64
t9 ,19  17 ,90
19,2'7 l ' t  ,99
19 ,33  18 ,01
19 ,35  18 ,03
19 ,25  18 ,09
79 ,2Q 18 ,11
1 9  , 2 0  1 8 , 1  1
19 ,00  ' 18 ,09

18 ,86  18 ,10
ta ,14  18 ,11
18,00 ta,s' l

18,00.) 18,57')
l8,oo, 18,57')

srunb€! | BaDl hdotrqi.

Dalamtahun 2003, ctoritas mcnder'd.p akan mflffpuh k*iialanmauer }alg
batd-hdi grngmeiyeapld$ihaililcliditas, s*inggatidakmernb€dkaltd€ntrr
baru teftadap inflasi dal nilai tular. Dalam periode ters*ut nilai tulor n4iah
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Hargo mityqh
internosional di awal
lahun 2002 cenderung
menguar sebagai abibat
te rc ap a i ryq ks s e Im kz I q n
hegora-negara angEota
OPEC dan mdai
m e m b  a i  k h y a
perefuhomiqh durriq,

dipukiralonaloncedenngmslgud. Sdainftr, laju inflasi danputunbuharuang
pdmtr dqddkmdalikdrssuar dergmlargditarydlffr. Sealan&Eanbaltss&r,
sulnr bunga SBI-3 bulm alen menprnyai pdumg urfuk trrtrr dan dipai<iraion
al(an mqrapai rda-rda sdcitar 13 pas€ri dalarn tahrn 2003,

TfA,reA MIN/A]< TNIERNA.SONAL
Harga ruryak id€maskul mausuki tahrn 2002 marpulihatkan kecarderutgan
y2ng, merEud setdah mengalami peruman sqak awal s€{nestq tr tahun 2001.
llarga rda-rzfa minpk motah Bret 1,ang pada brnan Desenb€{ 2001 s*€sar
US$19,30 ptr bard secara batahap menigk f hingga nrdrjadr US$25,20 pacla
bulan Nqember 2002. Danikian jug harga rda-rda minyak mufah km'adang
buk,e) Ory*rization of Pet oleum hporting Countriu (OWf) terus m€ngud.
Jika dalam bulan Desunber 2001 harga rata-rata miryak mafah tqs€brt mancea
titik terendah dalarn tahl'tl ters$lt )aiar US$17,53 pu bard, maka dalam bulan
Ncpanba 2002 harga rda-rda ters$lt tdah maringftd rnarjadi US$ 24,29 per
bard (Iabd ItS) MurLglan5a harga ten*rt dis$abkan oldr kesqakatan
n€ara{€araanggda OPECurtukmemcfcrgtngkatproduksintnyaloya s$esar
1,5jtta bard puhari dannegaralegaranan OPEC s&esar 2162,5 ribu bard perhari
sdama sqnester Itahrn 2Cf2 dnkeqnrynymgterJadi di Tinu T€ngah Sdain
itu, paurgkdan tosebut jr;ga dipicu oldr safimer positf mular monbadinya
perd<cnomian dLnia.

Thb€|trs
Perkembangan llarga Rata-rata Minyak, Januari 200l-November 2002

(US$/barel)

Perlod€ OPEC ICP

2001 Januari
Fobuari
Maret
April
Moi
Judi
Juli
Agustu6
Soptomb€r
Oldobor
Nopoflbor
Desember

2002 Imuari
Pobruari
Marot
April
Moi
Jurd
Juli
Agustus
Sopt€lxber
Oktobor
Novombst

26,68
24,73
23,63
2?,28
29,21
26,45

26,71
21,96
19,79
19,29
19,30
19,4r
2r,07
25,60
27,01
23,89
25,44
' r411

27 3a
28,81
25,68
25,20

24,06
25,41
23,70
2438
26,25
26,10
23,73
24,46
24,29
1.9,64
17,65
17,53
18;33
18,89
22,64
24,88
24,76
23,80
t 5  l ?
,5 qa

27 38
1 7  1 )

24,29

24,41
25,E3
25,36
26,83
27,A5
27,25
24,70
24,36
24,55
19,59
18,15
17,68
18,56
18,79
) t  ?o

24,90
25,01
23,E5
24,88
25,60
26,85
21,40
26,42
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Seiring dengan perkembangan harga minyak internasional, harga minynk
mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price,ICP) |uga menunjukkan
kecendemngan yang meningkat setelah mencapai harga terendahnya dalam
bulan Desernber 2001. Dalam bulan Oktober 2002, harga rata-rata minyak
mentah Indonesia mencapai US$27,40 per barel atau meningkat 54,80
pemen dibanding harga rata-rata minyak ICP bulan Desember 2001 yang
merupakan harga tertinggi selama periode terscbut. Dalam bulan Nopember
2002 harga rata-rata minyak ICP mencapai US$26,42 per barcl atau
sedikit menurun dibandingkan harga bulan Oktober 2002 (Gratik II.4).

GEFKII .4
PEFGM BAT€AN F(AreA MNYAK [,tsNnH (ICP)

JANJAR &I - ItvEM BERZE (I.JS$ ,/BAEd

:at

:.,

:i
. : j

J^N MAFSY MEI JUU SZFT N@ JAH MAFET M€I Jug 6EFT FIov
2@! ztu

Memasuki tahun 2003 harga minyak intemasional diperkirakan masih
menghadapi ketidakpastian. Beberapa f'aktor pcnting yang mempengaruhi
harga minyak dunia dari sisi penawaran adalah (i) tingkat produksi minyak
ncgara-negara OPEC dan non OPEC (ii) kerjasama OPEC dengan negara-
negara non OPEC, dan (iii) kebijakan harga dan kepatuhan OPEC,
Sedangkan dari sisi permintaan faktor-faktor yang urenentukan antara lain
(i) perkembangan perekonomian dunia terutama pcrckonomian negara-
negara industri utama, (ii) kestabitan politik dan keamanan dunia terutama
di Timur Tengah yang sangat mempengaruhi ekspektasi para pelahr pasar,
dan (iii) keadaan cadangan minyak negara-negara industri utama. Dengan
mempertimbangkan berbagai faktor penawaran dan permintaan tersebut,
maka dalam tahun 2003 harga minyak mentah ICP diperkirakan sebesar
US$22,0 per barcl atau sama dengan perkiraan tahun 2002.

LIarya tni nyak Indones ia
ta hun 200 3 diperki ra ka n
US$22,0 per barcl

21



Ekonomi Indonesia Tahun 2003 dan Asumsi Dasar MPBN 2003

Prod fuimihrakmehtah
ta hur 200 3 diper lci ra lan
I ,27juto barel per hoi.

S e ltar e kstemal mem;lih

petahan yang ilrategis

dalamupaya mendorong

percePatan Proses
pemilihah ekonorfit.

Dolam duotohun t*akhir
h n e rj a s e kt or e l<s t etu a I
dihodopkot pada
goncangan yang cukup

Surplus transqksi

berjalan dalom 2002

mengalqmi pehingkatan
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PRDUIGI MINYAI< INDoNEA
Sernatara itu, realisasi produksi minyak mdah lndmesia (ICP) dalam tahrn
2002 mercapai 1,26 juta barel per bari, masih di bawah asumsi APBN 2002
)fflg sebesar 1,32 juta barel per hari. IIal rm erjadi karera kunampu:m sumur-
sumur minlakyang ada sudah mancapai kapasitas maksimal pfodulGiny4 dan
rata-rata sudah cukup tua, di samptg belum diternukan dan dieksploitasinya
sumber-sumbu minyak yalg baru dalam jumlah yangmsnadai. D€nganmdibat
berbagar faktor tersebut dalam tahun 2003 produksi minyak lndonesia
diperkiralcan sebesar 1,27 juta barel per hari.

NERACA PEMBAYARAN

Salah satu sddor yangmemegangperanan cuhp patmg dr dafampengelolaari
ekonomi makro Indonesia adalah sektor ekstemal, Di dalamnya tercalalp
kegiatan yang erat kaitannya dargan lalu lintas perdagalgan barang dan jasa
serta arus keluar-masuk modal rdemasicnal. hnplikasi dari kegiatan-keglatan
t€rsebut secara implisit akan dapat dilihat di dalam neracs pembaFran
ifiemasional (balance ofpaymen*) .Posisi neraca panbayaran ini selain dapat
dijadikan sebagai baromet€r dalam morgukur kemampuan perekonomian
Indonesia dalam m€riopang transal$i-transaksi intemasional, terutama yaflg
berhubungan dagan kewajiban pernbalaran urang dan transalci impor, juga
menryakan salah satu indikator yargtunnmunpanganrhi santimeipara pelalal
pasar Dsamprng itu, sejumlah besaran yang ada di dalam neraca pembayaran,
sqertl el$por-ifiipof barang dan jasa, mundiki kofltribusi yang qlkup signifil€n
tertradap pembeitukan Produk Domestik Bruto (PDB). Oldr karsra itu, seldor
iru juga memilih peranan yang sargat strat(Bis dalam upaya mendorong
perc€patan proses p€mulihan ekonofti di dalam negeri, baik dari sisi
kdersediaan cadargan devisa maupun dari sisi kontribusi seldor tersebut
terhadap pedumbuhan ekonomi.

Dalam dua tahunterakhir, kinerja selcor ekstemal Indonesia dihadapkan pada
goncangan (shoch) yarry cukup hebat. Goncargan tersebut muncul tidak
terlryas dari peganrh perkernbangan kondisi yarg terjadi di dalam maupr:n
luarnqBri. Dari sisi ekstemal, curderung melambahya pertumbuhan d<mrcni
dan aliavitas perdagangan duia dalam dua tahr:nterakhir, telah marperganrhi
lcneqa perdrgangan luar negeri (ekspor dan impor) Indonesia dan pergelakan
modal ke dalam negeri. Sementara dari sisi intemal, walaupun secara
keselunrhan situasi sosial, politilq dan l<eamanan serta fi.mdamartal e.konomi
sudah muurjukkan perkembangan yangterus mernbark akhir-akhir ini, namun
mmculnya sejumlahfaldorterdama yangberkaitan dengarnasalahperbunrhan
(kdaugakerjaan) dan kqastian hukum, telah mempargaruhi santiman para
pelaku ekonomi dalam melalarkan kegiatan produksi dan investasi di dalam
nqen. FIal ini pada giliranrya akan berpagaruh terhadap kinefa neraca
pembayaran secara keseluruhan.

TRANSAK,ST BERJAIAN

Dalamtahun 2002, realisasi trarsalisi beqzlatt(cunent accounrs,) diperhrakan
margalami surplus sebesar US$7,337 jrfa atau sd<itar 3,9 persen dari PDB,
lebih tinggi dibandingkan dengan surplus dalam tahun 2001 yang m€ncapai
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US$6.901juta atau sekitar 4,7 persen dari PDB (Grafik lI.5) Cenderung
menguatnya surplus transalc.i berjalan sebagan besar disebabkan oletr
meningkatnya surplus neraca perdagangan (trade balance) dan
menunmnya defisit neraca jasa-jasa (service accounts)

Dalam tahun 2002, sulplus neraca perdagangan menunjukkan perungkatan
sekitar 0,7 persen dibandingftan dengan surplus dalam tahun sebelumnya,
Curderung meningkatnya suplus neraca perdagangan dalam tahun 2002
terutama disebabkan karara poringkatan ekspor sekirar 0,7 persen yang
dibarengi dengan p enurunan imp or sekitar 0,7 persan dibandtng tahun 2001 .
Realisasi ekspor tahun 2002 diperkirakan nencapai US$57.792 juta, sedikrt
lebih trnggr dibandng tahun 2001 yang mercapai US$57 365 juta karena
rnaungkatnya ekpor nonmigas sebagai akibat membaiknya ekspor produk
pertaniar.r dan pertambangan Sedangkan ekspor migas mengalamr sedrkrt
penurunan sebesar 0,2 persan manjadi US$12 539juta

Realisasi impor tahun 2002 diperkirakan metrcapai US$34.928 juta, yang
terdiri atas impor nonmigas sebesar US$28.227 juta atau turun sebesar 2,5
persen dibandrngtahrur 2001 )ang sebesar US$28.961 jutz, dan impor mrgas
sebesar US$6.701 juta atau naik sebesar 17,4 persur dibanding tahun
sebelumnya yang murcapai US$5.707 juta.

Senentara itu, defisit neraca jasa-jasa dalam tahun 2002 diperkirakan
morcapai US$15.527 juta, atau turur sekrtar 1,7 persur dibanding defisit
dalam tahun sebelumnya sebesar US$15 795 juta. Porunman ini terutama
bersumber dari defisit jasa-jasa nonmrgas yang turun dari US$11.501 juta
dalam tahun 2001 menjadi US$ I L254 juta, sebagai akrbat mmmgkatnya
pengeluaran jasa untuk freight impor danjasa-jasa non-fieiglrt, sepertr yasa
transportasi larnnya, bunga utang luar negeri pemerintah dan swasta serta
transfer keuritungan (profit trcmsfer)

NERACA MODAL

Real isasi  def is i t  la lu l intas modal dalam tahun 2002 secara
keseluruhan diperkirakan mengalatni penurunan sekitar 65,05 persen
menyadi sebesar US$2.662 juta apabila dibandrngkan dengan defisit
la lu l intas modal dalam tahun 2001 yang sebesar US$7 617 juta
Penurunan defisit lalu lintas modal dalam tahun 2002 tersebut
diperkirakan bersurnber dari meningkatnya defisit lalu fintas modal
pada sektor pemerintah (publtc sector) dan menurunnya defisit la.lu
lintas modal sektor swasta (private sector). Meningkatnya defisit
neraca modal pada Sektor Pemerintah (termasuk Bank Indonesia
dan BLMN) dari US$99 juta pada tahun 2001 menjadi US$205 juta
dalam tahun 2002 dikarenakan p€nurunan surplus pemerintah dan
menururuya pembayaran utang Penurunan surplus pemerintah dari
US$661 juta pada tahun 2001 menjadi  US$343 juta karena
menuruffrya realisasi bantuan proyek sebesar 30,13 persen, yaitu
dari US$1.9?5 juta pada tahun 2001 menjadi US$1.380 juta dalam
tahun 2002, dan meningkatnya bantuan program sebesar US$266
juta (52,5 persen) serta berkurangnya pembayaran utang oleh
oemerintah, Defisit neraca modal sektor swasta dalam tahun 2002

Surplus neraca

perdagangon haik

htleha ektpor noikdan

DeJin i t n er a c a j a s a'j as a

mehurun d;sebabkon

m enurlh4ya delsi t j as a -

JASA noh mlgdi

Defrsit neraca modal baik
pemerintah hultpun
swa a menurun karena
pro gr a m re,s c h e d u ll i n g
utang perflerintah dah
turunhya hewajibqk
sv'asto yang htrrus
dihqyar
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Surplu\ l t t l f isaksi
berjalut lipetkit akan

sebesar  US$2,458 ju ta d ikarenakan menurunnya sektor  Fore ign
Direct  lwestme,r l  (FDI)  scbcsar  US$ L522. ju ta,  investas i  la in- la in
sebesar  US$2.936 ju ta,  dan meningkatnya invcstas i  por tofo l io

sebesar  US$2,001 iu ta.

PROSPEK NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2OO3

Meski k incr ja ekspor dalam tahun 2003 diperkirakan meningkat
seiring dengan pcrkiraan menguatnya pertuurbuhan ekonomi dunia
dan meningkatnya volume perdagangan intelnasional, namnu dettgan
perkiraan meningkatnya irnpor barang clan dcfisit netaca jasa-jlsa,
surplus transaksi berjalan dalam tahun 2003 diperkirakan menurun
dari  US$7.337 juta menjadi  US$4.9tt9juta (Tabel I I .6),  Dcngan
penurunan terseblt cut rent accou l ratio to GDP ;nga diperkirakan
lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yakni sebesat 2,3 persen
dibanding 3,9 pelsen dalam tahun 2002, Dari perkiraan pertumbuhan
ni la i  ekspor tahun 2003 yang sebesar USl i58.692 juta,  k iner ja ckspor
nonmigas diperkirakan mcningkat sebesar 3,0 persen dari US$45.2 5 3
juta rnenjadi  US$46.61I juta,  terutama bersumber dar i  rneningkatnya
ekspor hasil industti, hasil-hasil tanibang dan pertanian, Ekspor rnigas
cl iperkirakan melemah menjadi  USIi12.082 juta dar i  US$12.538 juta
(turun 3,6 persen).  Scir ing dengan menguatnya ekspor nonmigas,
impor diperkirakan juga mcningkat.  Dalarn tahun 2003 impor
d ipe rk i raka l  l i en ingka t  6 ,0  pe rsen  men jad i  US$35 .966  j u ta
terutama lebih didolong oleh meningkatnya impor nonmigas sebesar

Grdik I1.5

Trans rks i B€ rjalsn, Ncrsca Perdagangan & Nerffa Jasa
1997-2003 (US$ miliar)

l()
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t 0

-10

-20
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6,6 persen menj adi US$30 091 juta. Sedangkan impor migas menurun
dar i  US$6.701 ju ta men;adi  US$5.875 ju ta ( turun 12,3 persen)

Sernentara itu, defisit lalu lintas modal diperkirakan mengalami
peningkatan dalam tahun 2003. Defisit lalu lintas modal diperkirakan
seki tar  US$4.670 ju ta atau meningkat  sek i tar  US$2.008 ju ta (75,4
persen) dibanding tahun 2002 yang mengalami defisit sekitar
US$2 662 ju ta Peningkatan def is i t  la lu  l in tas rnodal  tersebut
d iperk i rakan sebagai  ak ibat  adanya peningkatan penar ikan
pin;aman luar negeri pemerintah dan meningkatnya defisit lalu lintas
modal swasta Lalu lintas modal pemerintah diperkirakan rnengalani
surplus dibanding tahun sebelurunya karena adanya peningkatan
penankan bantuan program yang diperkirakan berasal dari ADB,
IBRD, dan lain-lan serta bantuan proyek

Tabcl Il.6
Ringkasan Neraca Penbaylran Indonesia, 2001 - 2003

(US$ juta)

?trt)
A NTNACA TRANSAKSI EEBIAIjN
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Defisif I alu li ntas mo d ol
t a h u n 2 0 0 3
d i p e r h i r a k o r l
meningkat.

Surplus keraca

pembayaran tahun 200i
. diperh?akan mehuruh.

Semqfara itu, perhraan lalu lintas modal swasta merigalami penhgkatan
defisit sekitar US$5.684 juta atau meningkat sekitar US$3,226 jrrtz(131,2
pers€n) dibanding tahun sebelumnya sebesar US$2.458 juta. Paingkatan
defisit lalu lintas modal swasta tffsebut disebabkan modal swasta yang
masuk dari FDI dan Investasi Portofolio lebih kecil dibandtng d€ngan
pembayaran utangnya, sedangkan dari Lrvestment lain-lain pembayaran
rltang lebih besar dari penarikannya,

Surplus neraca pembayaran tahun 2003 diperkirakan sebesar US$824 juta
atau turun dibandrrgtahun 2002 yang mencapai US$3.722 jda. Cadanga-.r
devisa tahun 2003 diperkirakan US$32.394 }utz (6,7 bulan impor dan
pennbayaran utarg luar negen pemerintah) atau maningkat 2,6 persen dan
tahun sebelumnya yang sebesar US$31.571 juta.



BAB III

PERKEMBANGAN ANGGARAN
PENDAPAIAN DAN BELANJA NEGARA

PENDAHULUAN

Selama berlangsungnya krisis beberapa tahun terakhir ini, peran kebijakan
fiskal menjadi semakin penting, terutama dalam mendukung langkah-
langkah penyelamatan ekonomi, serta mendorong program pemulihan
ekonomi nasional. Peran t€rsebut terasa berat, mengingat pada saat hampir
seluruh sektor memerlukan lambahan dukungan dana dari APBN, basis
pendapatan negara relatifmenyusut karena terimbas dampak krisis,

Kondisi sulit tersebut juga dirasakan pada pengelolaan frskal tahun 2002,
yang dalam pelaksanaannya sarat dengan berbagai kewajiban negara dalam
rangka penanggulangan dampak krisis. Hal tersebut tercermin pada
rendahnya fleksibilitas alokasi belanja negara, karena sebagian besar belanja
negara harus dialokasikan pada berbagai pengeluaran yang mendukung
langkah-langkah penanggulangan dampak krisis.

Selain itu, beratnya kondisi fiskaljuga berdampakpada meningkatnya rasio
defisit APBN terhadap PDB, yaitu dari 1,6 persen terhadap PDB dalam
tahun 2000 menjadi 2,8 persen terhadap PDB dalam tahun 2001.
Konsekuensinya, untuk mencapai kondisi ketahanan fiskal yang
berkelanjutan (liscal sustainability), maka pendapatan negara harus
berkembang lebih cepat dari perkembangan belanja negara, padahal
sebagaimana telah disampaikan di atas, basis pendapatan negara relatif
menyusut.

Dalam kondisi keterbatasan seperti itu, berbagai upaya telah dilakukan
sehingga perkembangan belanja negara dan pendapatan negara memberikan
gambaran sebagai berikut.

Melalui langkah-langkah kebijakan ekstensifrkasi dan intensifrkasi di bidang
perpajakan, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (tar ratio)
cenderung meningkat, dari sekitar 11,8 penen dalam tahun 2000 menjadi
12,8 persen dalam tahun 2001, dan naik menjadi l3,l persen dalam
realisasi tahun 2002. Sekalipun demikian, mengingat rasio penerimaan
bukan pajak ierhadap PDB, khususnya penerimaan sumber daya alam (SDA),
dalam periode tersebut cenderung menunn, maka rasio pendapatan negara
dan hibah terhadap PDB menjadi lebih rendah, yakni dari 20,8 persen dalam
tahun 2000 dan 2001 menjadi 18,6 persen dalam APBN tahun 2002. Hal
ini terutama disebabkan oleh turunnya harga minyak mortah Indonesia dari
rata-mta US$29,40 per barel dalam tahun anggaran 2000, US$24,60 per barel
dalam tahun 2001, dan diperkirakan US$24,09 per barel dalam realisasi
tahun 2002.

Demikian pula, sejalan dengan ditempuhnya langkah-langkah efisiensi dan
efektivitas dalam pengalokasian anggaran negara, rasio anggarafl belanja

Selama berlangsungnya
kris is elanomt leebij akan

rtskal nenjadi semakin
penlmg.

Pengelolaanlakalnhw
2002 sarut dengen ber-
bagai kewojiban negare
untuk menanggulsngi
dampak krisis,

Berqtnya kondisi rtskal
berdampek pada me-
ningkatnya rasto defuit
APBN terhadap PDB.

Rasio pene maan per-
pajakan terhadap PDB
(lax ratio) cenderung
meningkat, dai sekitar
I I ,8 persen dalam tahun
20Nnmjadi l2,8pnea
dalam tohun 2001, dan
sekjtar I 3, I persen dalam
realisasi APBN tahun
2002.

Rasio angaran belanjo
negara terhadap PDB
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negara terhadap PDB cenderung meningkat dari sokitar 22,5 persen dalam
tahun 2000 menjadi 23,6 persen dalilm tahun 2001. Sedangkan dalam
roalisasi APBN tahun 2002 msio anggaran belanja negara terhadap PDB
menunrn menjadi 20,4 persen. Penurunan ini terutama berkaitan d€ngan
lebib rendahnya rasio anggaran belanja pemerintah pusat t€rhadap PDB,
dari 18,0 persen dalam tahun 2001 menjadi 14,3 persen dalam realisasi
APBN tahun 2002. Di lain pihalq seidng dengan pelaksanaan dosontralisasi
fiskal, rasio anggaran belanja untuk daerah terhadap PDB dalam poriode
yang sama justru mengalami peningkatan dari 3 ,4 persen dalam tahun 2000
menj adi 5 ,6 persen dalam tahun 200 I , dan 6, 1 persen dalam tahun 2002.

Dengan perkembangan tersebut, maka deflsit anggaran negara dapet
dikendalikan dari 2,8 persen dalam tahun 2001 menjadi hanya sekitar 1,7
persen dalam realisasi APBN tahun 2002.Untuk menjamin tercapainya
sasaran defisit tersebut, dalam tahun 2002 ditempuh upaya efisiensi belanja
negara, yaitu melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi
dan pinjaman luar negeri secara bertahap, serta penghematafl dan penajarnan
prioritas pengeluaran. Dalam rangka memperoleh ruang gerak yang lebih
luas dalam melaksanakan progam-program pemulihan ekonomi, tolah
dilakukan upaya penjadwalan kembali (reschedulling) dan percepatan
restrukturisasi pembayaran utang luar flegeri sesuai durgan kemampuan
kouangan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBATT

Sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan sejak tahun anggaran
2000, serta perkembangan ekonomi khususnya perkembangan basis
pendapatan negar a yan9 adat pendapatan negara dan hiba! secara nominal
cenderung mengalami kenaikan dalam periode 2000-2002, Pendapatao
negara dan hibah yang mencapai Rp205,3 tiliun dalam tahun 2000 yang
berumur sembilan bulan, meningkat menjadi Rp301,l biliun dalam tahun
2001, dan menurun menjadi Rp300,2 tiliun dalam realisasi APBN tahun
2002. Dengan demikian meskipun secara nominal pendapatan negara
tersebut meningkat, namun bila dikaitkan dergan perkembangafl PDB, hal
tersebut menunjukkan kecenderungan yang monunrn. Rasio pendapatan
negara dan hibah terhadap PDB yang dalam tahm 2000 dan 200 I mencapai
20,8 persen mengalami penunrnan sehingga menjadi 18,6 percen dalam
tahun 2002.

Penurunan rasio pendapatafl negara dan hibah terhadap PDB
tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya rasio penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) terhadap PDB, yaitu dari 9,1 persen dalarn
tahun 2000, menjadi 7,9 persen dalam tahun 2001, dan 5,5 persen dalam
tahun 2002.

Selain itu, pendapatan negara dan hibah juga menunjukkan kondisi yang
menwun bila dikaitkan dengan kemampuannya dalam memenuhi belanja
negara, yaitu dari 92,7 persen dalam tahun 2000 menjadi 88,I penren dalam
tahun 2001 dan 91,5 persen dalam tahun 2002.
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Pendapatan negara dan hibah yang sebagian besar berupa penerimaan dalam
negeri temebut, sebesar 70,3 persen berasal dari penerimaan perpajakan,
yang lebih dari 50 persennya berupa pajak langsung, dan 29,6 persen berasal
dari penerimaan negara bukan pajak, yang lebih dari 50 persennya berasal
dari penerimaan sumber daya alam (SDA) migas.

Dalam rangka menghasilkan penerimaan dalam negeri, ditempuh berbagai
kebijakan dalam tahun 2002, balk di bidang perpajakan maupun bukan
paj ak. Di bidang perpajakan, kebijakan yang ditempuh dikemas dalam upaya
intensifikasi/ekstensifi kasi perpajakan dan peningkatan pelayanan kepada
wajib paj ak. Sementara di bidang penerimaan negara bukan pajak, kebijakan
yang ditempuh lebih tertuju pada kebij akan intensifikasi penerimaan negara
bukan naiak.

h iK l l l . l
PEHGM BAHGAN I'EHDAPAEN ITGAH 2(xX'. 2OO2

I P N B P  T P E F P A . A K A N

PEN ER I MAA N PER PAJAI< AN

Sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan
menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yaitu
dari 11,8 persen terhadap PDB dalam tahun 2000, menjadi 12,8 persen
terhadap PDB dalam tahun 2001, dan menjadi 13,1 persen terhadap PDB
dalam tahun 2002. Selain itu, penerimaan perpajakan menunjukkan
peningkatan dalam perannya bagi penerimaan dalam negeri dan belanja
negara, yaitu masing-masing dari 56,5 persen dan 52,3 persen dalam tahun
2000, meningkat menjadi 61,7 persen dan 54,3 persen dalam tahun 2001,
dan meningkat menjadi 70,3 persen dan 64,3 persen dalam tahun 2002.
Dalam tahun 2002 tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp210,9
triliun, yang berarti meningkat Rp25,4 triliun atau 13,7 persen dari
penedmaan tahun 2001 yang mencapai Rpl85,5 triliun.

Peneritwan dalam negei
teftliri dati 70,3 persen
penerimaan perpajakan
dan 29,6 persen peneri-
naannegara bukanpajak

Dalam rangka meng-
hasi lkan penerimaan
dalam negeri ditempuh
berbagai kebijakan
dalam tahun 2002.

Penerimaan perpajakan
lerus neningkal dsri
lahun ke tahun.
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G i  i x  l l l . a
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EEEER' IPA JENI !  P^J^K 2OOO -  2OO2

Sejalan dengan itu, penerimaan PPh yang menyumbang sekitar 50 persen
penerimaan perpajakan, mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dalam periode waktu 2000 sampai dengan 2002, yaitu dari 5,8 persen
terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 6,3 persen dalam tahun 2002.
Dalarn tahun 2002, penerimaan PPh mencapai Rpl0l,7 triliun, yang berarti
Rp7,1 tnliun atau 7,5 persen lebih tinggi dari penerimaannya dalam tahun
2001. Peningkatan kinerja tersebut, utamanya bersumber dari penenmaan
PPh nonmigas yang rasionya terhadap PDB meningkat dari4,9 persen dalam
tahun 2001 dan menjadi 5,2 persen dalam tahun 2002.

Tingginya penerimaan PPh nonmigas tersebut selain sejalan dengan
perkembangan kondisi ekonomi makro, khususnya perhrmbuhan ekonomi
dan inflasi yang meningkatkan nilai nominal PDB, juga disebabkan oleh
ditempubnya berbagai kebijakan di bidang PPh seperti (y' ekstensifikasi
perpajakan dengan cara mewajibkan orang pribadi berpenghasilan di atas
penghasilan tidak kena pajak (PTKP) unhrk mendaftar sebagai wajib pajak
(WP), menggali potensi PPh pasal 2l atas yayasan4embaga yang melakukan
kegiatan komersial, dan PPh pasal 23/26 atas usaha wanlaba; (ii)
intensifikasi rnelalui peningkatan konsolidasi intemal di Direktorat Jenderal
Paj ak, peningkatan penyuluhan dan sosialisasi secara persuasif, peningkatan
penegakan huk-um (iaw enJbrcement) khususnya terhadap WP potensial;
sena (iii) peningkatan pelayanan rnelalui pembangunan sistem informasi
perpajakan secara on line.

Sementara itu, kondisi penerimaan PPh migas menurun dari 1,9 persen
terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 1,1 persen dalam tahun 2002.
Sejalan dengan itu, penerimaan PPh migas dalam tahun 2002 mencapai
Rp17,2 triliun atat 25,5 persen lebih rendah dari penerimaan dalam tahun
2001. Penurunan tersebut berkaitan dengan cenderung menurunnya volume
produksi minyak, lebih rendahnya realisasi harga rninyak, dan menguatnya
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Rasio pe e maan PPh
terhadap PDB pefiode
2000-2002 meni gkat
0,5 persen.

Tirtggi ya petrcfitnad
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Selaqiutnya, penerimaan PPN dan PPnBM dalam periode tahun 2000-2002
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 3,6 persen
terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 4,1 persen. Dalam tahun 2002,
penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kenaikan 17,7 persen, yaitu dari
Rp56,0 triliun dalam tahun 2001 menjadi Rp65,9 triliun. Perkembangan
penerimaan PPN dan PPnBM tersebut sejalan dengan perkembangan
beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain beberapa kebijakan
yang diterapkan di bidang PPN dan PPnBM, serta perkembangan beberapa
variabel ekonomi.

Kebijakan di bidang PPN dan PPnBM yang berpengaruh positifterhadap
penerimaan PPN dan PPnBM dalam tiga tahun terakhir meliputi
ekstensifikasi, intensiirkasi, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pa;ak,
Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan melalui (y' ekstensifikasi
terhadap pengusaha kena paj ak (PKP) terutama yang melakukan penyerahan
barang kena pajak di pusat-pusat pasar/kegiatan konsumen; (/y' pencabutan
berbagai fasilitas PPN dan PPnBM; (llr) peningkatan pencairan tunggakan
pajak; serta (lvJ intensifikasi pemungutan PPN terhadap PKP di sektor-
seltor usaha yang mengalami perkembangan, dan peningkatan kegiatan
penagihan aktif terutama terhadap penunggak potensial. Sedangkan variabel
ekonomi yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM diantaranya
adalah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan inflasi.

Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama penerimaan PBB dan
BPHTB relatif stabil dari 0,45 persen terhadap PDB dalam tahun
2000 menjadi 0,49 persen terhadap PDB dalam tahun 2002. Dalam tahun
2002, penerimaan PBB dan BPHTB mencapai Rp7,9 triliun terdiri
dari penerimaan PBB sebesar Rp6,3 triliun dan penerimaan BPHTB
sebesar Rpl,6 triliun. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan
PBB dan BPTHB dalam tahun 2001 yang mencapai Rp6,6 triliun,
maka penerimaannya dalam tahun 2002 menunjukkan peningkatan 19,8
persen.

Untuk mencapai sasaran penerimaan tersebut, berbagai kebijakan yang
ditempuh di bidang PBB dan BPHTB adalah (y' ekstensifikasi melalui
kerjasama dengan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN)
dan Notaris (PPAT) serta instansi lain yang terkait; (lr,) intensifikasi dengan
pencetakan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) atau sruat tagihan
BPHTB (STB) pada awal tahun fiskal; dan (liy' peningkatan pelayanan
melalui program payment on line system dalam rangka meningkatkan
kemudahan tala cara pembayaran pajak.

Selanjutnya, penerimaan cukai dalam tahun 2002 mencapai Rp23,3 tiliun,
yang berarti meningkat Rp5,9 triliun atau 33,9 persen dari penerimaannya
dalam tahun 2001. Sejalan dengan itu, dalam pedode 2000 -2002
penerimaan cukai meningkat dari l,l persen terhadap PDB dalam tahun
2000, dan diperkirakan menjadi 1,4 persen terhadap PDB dalam tahwr 2002.
Perkembangan penerimaan cukai tersebut antara lain dipengaruhi oleh
kebiiakan di bidang cukai dan perkembangan beberapa variabel ekonomi
penentu penerimaan cukai.
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Kebijakan di bidang cukai yang telah ditempuh dalam periode 2000-2002
antara lain adalah (i) kenaikan harga jual eceran (HJE) dan tarif cukai
terhadap semua produk hasil tembakau dan minuman yang mengandung
etil alkohol, (il) peningkatan pengawasan atas peredaran produksi barang
kena cukai dan kepatuhan pabrikasi dalam membayar cukai, serta
(ii, pemberantasan beredamya pita cukai palsu. Selain itu, perkembangan
beberapa variabel ekonomi penentu penerimaan cukai dalam tiga tahun
terakhir juga berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan cukai
melalui meningkatnya nilai produksi barang kena cukai,

Sementara itu, penerimaan pajak lafumya yang utamanya bersumber dari
bea meterai menunjukkan kondisi yang relatif stabil dalam periode 2000 -
2002, yaitu sekitar 0,l persen dari PDB. Secara nominal penerimaan pajak
lainnya meningkat dari Rp0,8 triliun dalam tahun 2000 menjadi Rp 1 ,4 tiliun
dalam tahun 2001, dan kemudian sedikit meningkat dalam tahun 2002
menjadi Rpl,5 triliun.

Kondisi penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2002 berkaitan erat dengan
kinerja perekonomian secara umum dan kebijakan yang ditempuh di bidang
penerimaan pajak lainnya tersebut. Kebijakan yang ditempuh dalam tahun
2002 antara lain adalah (y' peningkatan pengawasan atas pemakaian benda
meterai, penggunaan mesin teraan meterai dan pencetakan tanda lunas bea
meterai, serta fit peningkatan pencegahan atas beredamya meterai tomPel
palsu. Selain itu, juga dilakukan pemantauan atas penyaluran meterai secara
periodik oleh Perum Peruri, pengenaan bea meterai atas pembayaran kartu
kredit di atas jumlah tertentu (berlaku mulai Juli 2002), serta peningkatan
kerja sama dengan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap pemalsuan
meterai.

Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan intemasional memberikan
sumbangan yang cukup berarti bagi penerimaan dalam negeri. Pajak
perdagangan intemasional yang utamanya bersumber dari bea masuk dan
sebagian keci l berasal dari pajak/pungutan ekspor, memberikan sumbangan
3,4 person terhadap penerimaan dalam negeri dalam tahun 2000, menurun
menjadi 3,2 persen dalam tahun 2001, dan menjadi 3,5 persen dalam tahun
2002. Dalam tahun 2002, penerimaan pajak perdagangan intemasional
mencapai Rpl0,6 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB, yang berarti
meningkat 1 I ,6 persen dari penerimaannya dalam tahun 200 I yang mencapai
Rp9,5 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB.

Sebagai komponen utama penerimaan pajak perdagangan intemasional,
penerimaan bea masuk menunjukkan kecenderungan mgningkat
secara cukup berarti dalam periode 2000-2002, yaitu dari Rp6'7
triliun atau 0,7 persen terhadap PDB dalam tahun 2000, menjadi
Rp9,0 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB dalam tahun 2001, dan
selanjutnya mencapai Rp I 0,4 triliun atau 0,6 person terhadap PDB dalam
tahun 2002.

Paingkatan penerimaan tersebut utamanya terkait dengan berbagai langkah
kebij akan yang telah ditempuh, mengingat kondisi impor yang relatifstabil.
Kebijakan yang berpengaruh positifterhadap penerimaan bea masuk antam
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lain adalah pengurangan fasilitas dan pembebasan bea masuk, khususnya
yang diberikan untuk impor barang modal dan bahan baku, Untuk
mendukung tercapainya sasaran penerimaan bea masuk yang telah
ditetapkan dalam tahun 2002 ditempuh kebijakan di bidang kepabeanan
berupa peningkatan kelancaran terhadap arus barang impor, peningkatan
pengawasan, peningkatan upaya pemberantasan penyelundupan, dan
pencegahan praktek-praktek penilaian impor yang lebih rendah dari yang
seharusnya (under invoicing). Selain itu, juga dilakukan penyempurnrurn
sistem dan prosedur kepabeanan, penagihan kek:urangan bayar bea masuk
dengan surat paksa sesuai ketentuan yang berlaku, dan intensifikasi
pemeriksaan barang dengan memperkuat pengelolaan resiko (rist
management).

Sementara itu, penerimaan pajak/pungutan ekspor menunjukkan
kecenderungan menurun dalam periode 2000-2002, yaitu dari 0,03 persen
terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 0,01 persen terhadap PDB dalam
tahun 2002. Turunnya penerimaan tersebut utamanya terkait dengan
kebijakan penurunan tarif pajak/pungutan ekspor terhadap produk CPO
dan turunannya. Selain itu, adanya pelarangan ekspor atas pasir laul kayu
bulaL/bahan kayu serpihjuga h:rut menentukan turunnya penerimaan paj akl
pungutan ekspor.

Gambaran yang lebih rinci mengenai perkembangan penerimaan perpaj akan
dalam periode 2000-2002 dapat diikuti pada Tabel III.1.

Trb€l IILI

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAXAN, 2OOO - 2OO2
(Dslam Triliun Rupish)

pe ngurangon fasi li I as,
penceEahan praktek
underinvoicing, dan
pensgihan dengqn surul
pa$a.

Rdsio peneimaqn pdjald
pungutan ekspor ter-
hadap PDB periode
2000-2002 cenderung
me4urun,

20000 2001
PAN % ftd PAN % thd

PDB PDB

20021)
Reali- % ttd
sasi PDB

I. Pajak Dalam Negeri
l, Pajak Penghasilan

a. mlgas
b, nonmrgas

2. PPN dan PPnBM
3, PBB
4, BPHTB
5 .  C u k a i
6, Pajak Lairnya

IL Pajak Perdagangan
Internasional
1. Bea Masuk
2. Paj akPungutan Ekspor

t08,9 I
57,l
18 ,7
3 8,4
35,2

0,9
I 1 , 3
0,9

r'16,0
94,6
23,1
7  t , 5
56,0

1 ,4
I7,4
r ,4

1 ,0
5 ,8
1 ,9
? o
3,6
0,4
0 ,1
I , l
0 ,1

0,7
0,7
0,0

t2 , l

4,9
1 q

0,4
0,1
t ,2
0 , 1

0,7
0,6
0,0

200,3 12,4
t0\'t 6,3
17,2  I , l
84,5 5,2
65,9 4,1
6,3 0,4
1 ,6  0 ,1

23,3 r,4
1,5  0 ,1

7,0
6,7
0,3

q s

9,0
0,5

10,6 0,7
10,4 0,6
0,2 0,0

J u m l a h 115,9 11,8 185,5 r2,8

I ) Periode I April sampai dengan 3 I Desember 2000
2) Realisasi sementara sampai dengan 3 I Desenber 2002

210,9 l3,t
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PENERTMAAN NEGARA BUT<AN PAJAI< (PNBP)

Dalam periode 2000 2002, perkembangan penerimaan bukan pajak (PNBP)
didukung oleh penerimaan sumber daya alam (SDA) migas dan nonmigas,
bagian pemerintah atas laba BUMN, dan PNBP lainnya.

GFABK I I I .3

PEH(EM BAI{GAH PENERM AAN NEGARA BTJKAN PA-AK 2OOO' 2OO2
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tukar rupiqh dak ti,tgkal
ptodul<ri (ifting).

Perkembangern PNBP dalam periode 2000-2002 rnenunjukkan peningkatan
yang cukup berarti. Dalam tahun 2000 realisasi PNBP mencapai
Rp89,4 triliun (9,1 persen terhadap PDB), yang kemudian meningkat
menjadi Rpl15,l hiliun (7,9 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001.
Selanjutnya dalam APBN tahun 2002, PNBP direncanakan sebesar
Rp82,3 triliun (4,9 persen terhadap PDB), sedangkan realisasinya mencapai
Rp88,9 triliun atau 5,5 persen terhadap PDB. Tingginya PNBP dalam tahun
2002 terutama disebabkan lebih tingginya realisasi penerimaan SDA minyak
bumi dan PNBP lainnya.

Perkembangan penerimaan SDA migas dalam periode 2000-2,002
menunjukkan penurunan dalam persentase terhadap PDB, yaitu berturut-
turut mencapai 6,8 persen dalam tahun 2000, menjadi 5,6 persen dalam
tahun 2001, dan dalam tahun 2002 dianggarkan 3,5 persen terhadap PDB,
tetapi realisasinya mencapai 3,7 persen terhadap PDB. Namun demikian,
secara nominal penerimaan tersebut berflukh-rasi, yaitu Rp66,7 triliun dalam
tahun 2000, meningkat menjadi RpS1,0 triliun dalam tahun 2001, dan dalam
tahun 2002 mencapai Rp60,0 triliun. Berfluktuasinya penerimaan SDA
migas tersebut dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah In-
donesia di pasar intemasional dan produksi minyak mentah, serta nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
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Selanjutnya dalam tahun 2002 pertambangan umum direncanakan
Rpl,4 triliun atau sekitar 0,1 persen terhadap PDB. Namun realisasinya
mencapai Rpl,8 tnliun. Hal ini terutama disebabkan lebih tingginya realisasi
penerimaan royalti, serta seiring dengan perkembangan nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat.

Dalam periode 2000-2002 penerimaan SDA perikanan sccara nominal
menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, yaitu sebesar Rp0,05 triliun
dalam tahun 2000, menjadi Rp0,07 triliun dalam tahun 2001; dan dalam
tahun 2002 realisasinya mencapai RpO,2 triliun.
Perkembangan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam

Perkembangan penerimaan negara bukan pajak periode 2000-2002 secara
ringkas dapat dilihat dalam Tabel III.2.

Penetimqan dqri SDA
pe ambangsn umum
rata-rata 0,1 persen
terhadap PDB.

Dilinjqu dari kontri-
businya terhadop PDB,
penerirhaan SDA
Kehutdnan menunjuk-
kan kecenderungan

Secara nominol perkem-
bangan peneimaan SDA
p ei ka n a n b e rJluld ua tiJ

Secaro nominal perkem-
bangan penerimaan
bagian Pemerintah atas
laba BUMN menunjuk-
kan kecenderungan
menhgk4t,

Pengawatan otas pe-

laksanaon pemufigulan

dan penyetoran PNBP
lainnya ke kas negara
s e n ont i as a d i t in gl</1 | kon,

35



Bab III Perkembangan Anggaran Pendopatan dan Belanja Negara

Tsbel lll2

PERKDMBANGAN PENERJMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2OOO.2OO2
(Dslam Trlllun Ruplah)

Uraian PAN %thd PAN % thd Reali- % thd
PDB PDB sasi PDB

I. Penerimaan Bukan Pajak

a, PeDerimaan Sumber

Daya Alam

b. Bagian Pemerintah Atas

Laba BLMN

c. PNBP Lainnya

II. Hibah -

9,1 115,1 1 0 88,9 JrJ

76,3

4,0
g l

't,7

0,4
0,9

5,9

0,6
1,4

0,0

R 5 7

20,6

65,2 4,0

9,8
t ? o

0J

0,6
0,9

0,0

Penertmaan negdru

dalam bentuk hibah

berasal dari negara dan

lembaga intemasion1l.

Anggaran belonje
negara berperan dalam
me I a l<s anakanfu ngs i a I o -

kasi, stabil itqsi, dan
distribusi.

9,1 115,6 8,0 89,2 5,5

I ) Periode I Apnl sarnpai dengan 3 I Deserrber 2000

2) Realisasi sementra sampai dengan 3 1 Desembef 2002

HIBA,T

Penerimaan hibah yang diterima dan dicatat dj dalanr APBN sejak tahun
2-001, pada dasamya merupakan sumbangan atau donasi (grant) dari negan
atau lembaga intemasional yang tidak perlu dibayar kembali. Dalam tahun
2001 realisasi penerimaan negara dalam bentuk hibah mencapai Rp51,6
miliar, sedangkan dalam tahun 2002 mencapai Rp300,5 miliar.

RELANJA NEGARA

Anggaran belanja negara mempunyai peranan yang salgat strategis dalam
pelaksanaan ketiga fungsi kebijakan fiskal, yaitu alokasi sumber daya,
stabilisasi, serta distribusi. Fungsi alokasi diterjemahkan dalam bentuk
pengalokasian dana melalui anggaran belanja negara untuk membiayai
penyediaan barang dan jasa publik, sepeili pertahanan negara, ketertiban
dan keamanan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar
khususnya yang tidak mungkin disediakan oleh swasta tanpa campur tangan
pemerintah. Sementara itu, pelaksanaan fungsi stabilisasi dilakukan melalui
alokasi anggamn belanja negara untuk mendukung upaya pemeliharaan
kestabiian harga, serta perhlmbuhan ekonomi dan kesempatan keda yang
cukup memadai. Adapun pelaksanaan frrngsi distribusi diupayakan unFlk
menjamin terjadinya efisieusi dan keadilan dalam alokasi sumb€r daya
melalui berbagai unsur pengeluaran negfia dalam APBN ulituk mengurangi
kesenjangan dan pemerataan pendapatan antarwarga masyarakat.
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Tebel IIIJ
PERXEMBANGAN BELANJA NEGAXA, 2OOO.2OO2 ')

(Dolrd Trlllur Ruphh)

2001
PAN % thd

PDB

20021)
Uraian PAN % thd

PDB
Reali- % thd
SASi PDB

I. Belanja Pemerintah Pusat

a. Bela[ja Rutir

b. Belaqja Pembangunan

II. Belanja Untuk Daerah

a. Dana Perimbangan

c. Dana Otonomi K.husus

dan Penyeimbang

188,3

162,5

25,8

33,1

t9 , l

16,5

t 6

? l l

1 4

229,6

189,3

40,3

98,5

94,8

t a 7

I 1 , 8

, ) <

6 1

0,2

260,5 18,0

2r8,9 l5 , l

41,6 2,9

8 t , I  5 ,6

8 l , l  5 ,6

221,4 22,5 341,6 23,6 328,1 2n,4

l) Dis€suaikan dengan Hasifikasi balu
2) Realis&si sementam sampai dengar 3 1 Desember 2002

Sejalan dengan upaya pemberian stimulus fiskal, dalam dua tahun teralihir,
rasio anggarm belanja negara terhadap produk domestik bruto (PDB) secara
relatif cenderung meningkat dali 22,5 persen dalam tahun 2000 menjadi
23 ,6 persen dalam tahun 200 I . Somentara itu, seiring dengan upaya untuk
mengendalikan defi sit anggaraa guna mewujudkan kesinambungan fiskal,
dalam tahun 2002 rasio anggaran bolanja negara terhadap PDB realisasiflya
mencapai 20,4 persen, atau 3 ,2 porsen lebih rendah bila dibandingkan dengan
rasio belanja negara terhadap PDB dalam tahun 2001 . Sekalipun demikian,
secara nominal, alokasi belanj a negara tahun 2002 mencapai Rp328,I tiliun,
atau menurun 4,0 persen dari belanja negara tahun 2001. Perkembangan
volume belanja negara tersebut selain berkaitan dengan semakin besamya
boban anggaran belanja pemerintah pusat, terutama untuk pembayaran
bunga utang dan subsidi, juga berhubungan dengan semakin besamya
volume anggaran bolanja untuk daerah, baik dana perimbangan maupun
dana otonomi khusus dan penyeimbang berkenaan dengan pelaksanaan
desentralisasi fiskal.

ANGGARA N BELA NJA PEMERINT;TI H PU,SA T

Seiring dengan pelaksanaan desenhalisasi fiskal, rasio anggaran belanja
pemerintah pusat terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir, secara relatif
menunjukkan kecenderungan menurun. Apabila dalam tahun 2000 rasio
realisasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB mencapai l9,l
persen, maka dalam tahun 2001 hanya mencapai 18,0 persen. Demikian
pula, dalam tahun 2002 rasio anggaran belanja pemerintah.pusat terhadap

Ra$o anggaran belulo
negaru terhadqp PDB
dalam duo tahun
terakhb cenderung
meningkat,

Rasio aagaran belanja
pemefintsh pusst ler-
hadap PDE dolan nga
tqhu, terukhir cende-
nprgmenunm.
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Ratio pengeluaran rulin
terhadap PDB dalam
tiga ttih n terakhir me-
nunjukkan penurunan

PDB menunjukkan kecenderungan menurun menjadi 14,3 persen, atau 3,7
persen lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio belanja negara terhadap
PDB dalam tahun 2001. Begitu pula, secara nominal volume anggaran
belanja pemerintah pusat dalam tahun 2002 tersebut mengalami penurunan
I1,9 persen dari tahun 2001, sehingga menjadi Rp229,6 triliun. Anggaran
belanja pemerintah pusat dimaksud terdiri dari pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan.

PENGELUARAN RUTIN

Perkembangan pengeluaran rutin dalam tiga tahun terakhir sangat
dipengaruhi oleh perkembangan berbagai variabel ekonomi makro,
diantaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat; suk'u bunga
SBI (3 bulan); harga minyak mentah Indonesia, volume konsumsi dan /,1-
ing minyak; serta laju inflasi. Selain itu, perkembangan volume pengeluamn
rutin juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka
menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, kegiatan
operasional dan pemeliharaan kekayaan atau aset negala dari hasil
pembangunan, serta pemeliharaan kestabilan harga dan perekonomian,
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas dalam alokasi
sumber daya yang efisien dan berkeadilan.

GHt rK  I I I . 4
PEE(EM BANGAN PENGEU,ARAN RUTN, 2OOO ' 2OO2

(oalAM PEEEN TEFTaDAP PDB)

Sebagian besar dari komponen pengeluaran rutin merupakan pengeluaran-
pengeluaran yang bersifat wajlb (non-des creliondry expenditures),
sehingga kurang memberikan ruang gerak dan fleksibilitas dalam
pengelolaan kebij akan fiskal. Sekalipun demikian, untuk mendukung upaya
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mewujudkan kesinambungan fiskal (/is cal sustainabiliy,), terus diusahakaa
pengendalian pengeluaran rutin dengan tetap memperhatikan efektivitas
kebijakan fiskal yang telah direncanakan. Dalam tiga tahun terakhir, rasio
pengeluaran rutin tohadap PDB secara relatifterus menunjukkan penurunan
yang cukup signifikan. Apabila dalam tahun 2000 rasio pengeluaran rutin
terhadap PDB mencapai 16,5 persen, maka dalam tahun 2001 rasio itu turun
meqiadi 15,1 persen. Begitu pula, dalam tahun 2002, rasio pengeluaran
rutin terhadap PDB realisasinya hanya mencapai I1,8 persen, atau turun
3,3 persen dari rasio belanja rutin terhadap PDB dalam tahun 2001. Secara
nominal, volume realisasi pengeluaran rutin tahun 2002 dianggarkan
Rp189,3 niliun, atau mengalami penumnan 13,5 persen dari anggaran
belanja rutin tahun 200L

Salah satu komponen pengeluran rutin yang menyerap anggaran cukup besar
adalah pembayaran bunga utang, baik utang dalam negeri maupun utang
luar negeri. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, secara relatif rasio
pembayaran bunga utang terhadap PDB mengalami peningkatan dari 5,1
persen dalam tahun 2000 menjadi 6,0 persen dalam tahun 2001. Dalam
tahun 2002, jumlah beban kewaj iban pembayaran bunga utang dianggarkan
Rp89,9 niliun, atau 5,6 persen dari PDB. Jumlah ini secara nominil naik

utang dan obligasi negara dalam rangka restrukturisasi dan penyehatan
perbankan nasional untuk memulihkal perekonomian nasional. Sampai
dengan akhir Juli 2002, jumlah surat uang dan obligasi negara yang teiah
diterbitkan dalam nominal mencapai Rp656,3 triliun. Jumlah ini terdid dari

Di lain pihak, dalam periode yang sama (2000-2001), rasio pembayaran
bunga utang luar negeri terhadap PDB mengalami kenaikan yaitu dari 1,9
persen menjadi 2,0 persen. Sementara itu, dalam tahun 2002 beban

Rasio pembayeren
bunga utqnE terhadap
PDB dalan htanwalau
dua lahun lerakhir
men*a I a mi pen i ngkatan.
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Subsldl mengalami
penurunon cukup
signiJikon dalam tiga
tuhun rerakhir-

Rsrio subsidi non-BBM
terhadap PDB dalamtrga
tahun telakhir cen-
derung mengalami
penurunan.

Rssio beban subsidi
listrik terhadap PDB
terus mengalami

wnurunan.

Subsidi bunga kredit
program disediakan
untuk membiayai selis ih
bunga pasar dengan
bunga yang diletopkqn
pemeintah,

Sementara itu, komponen pengeluaran rutin yang dalam tiga tahun toraklir
bebannya mengalami penurunan cukup sigrifikan adalah subsidi. Apabila
dalam tahun 2000 beban pengeluaran untuk subsidi mencapai 6,4 persen
terhadap PDB, maka dalam tahun 2001 beban tersebut turun menjadi 5,3
persen terhadap PDB. Demikian pula dalam tahun 2002' beban pembayaran
subsidi mongalami penurunan hingga diporkirakan menj adi Rp40,0 tiliun
atau 2,5 persen terhadap PDB.

Seoara umum, penurunan beban anggaran subsidi terutama berkaitan dengan
monurunnya beban subsidi BBM dari 5 ,5 persen terhadap PDB dalam tahun
2000 menjadi hanya 4,7 persen dari PDB dalam tahun 2001 dan 1,9 persen
terhadap PDB dalam tahun 2002. Beban subsidi BBM tahun 2002 tersebut
secda nominal mencapai Rp31,2 hiliun, atau 78 persen dari total beban
subsidi, Selain dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak, dan nilai
tukar fturs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, porkembangan beban
subsidi BBM juga berkaitan dengan kebijakan penyesuaian harga BBM
dalam negeri yang dilakukan secara bertahap mulai akhir tahun 2000.
Mekanisme penyesuaian harga BBM dalam negeri ini sonantiasa
disempumakan, terakhir dengan mengkaitkannya secara langsung dengan
harga pasar minyak intemasional (MOPS + 5%o) sebagaimana ditetapkan
dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2002.

Sejalan dengan penurunan beban subsidi BBM, beban anggaf,an subsidi
non-BBM secara relatifjuga cenderung mengalami penunmar, yaitu dari
0,9 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 0,6 persen terhadap
PDB dalam tahun 200 1 . Beban subsidi non-BBM dalam APBN tahun 2002
realiasasinya mencapai Rp8,8 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB, atau
secara nominal menurun 2,5 persen dari tahun 2001. Ponurunan beban
subsidi non-BBM dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terutama
berkaitan dengan menurunnya beban subsidi listrik dari 0,4 persen
terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 0,3 persen terhadap PDB
dalam tahun 2001 dan tahun 2002. Di samping dipengaruhi oleh
perkembangan nilai tukar (kur$ rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,
penurunan beban subsidi listrik tersebutjuga terjadi Fruama karena adalya
kebijakan penyesuaian tarifdasar listrik (TDL), dan perubahan mekanisme
perhittmgan subsidi listik dai cotporate cashflow subsidy nenjtdi targaed
subsidy.

Dunikian pula beban subsidi bunga kredit program menurun dari 0'2 persen
terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 0,1 persen terhadap PDB dalam
tahur 2001, dan 0,01 porsen terhadap PDB dalam tahun 2002. Secara
nominal, beban subsidi bunga kredit program tahun 2002 mencapai Rp0,2
triliun. Subsidi ini disediakan untuk menutup selisih bunga pasar dengan
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demikian, dalam tahun 2002, subsidi pangan dianggarkan Rp4,5 triliun atau
0,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan
peningkatan 84,4 persen dari subsidi pangan tahun 2001. Peningkatan
alokasi anggaran untuk zubsidi pangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh
ft peningkatan hrga pokok pembelian beras (HPB), dan (ii) meningkatnya
jumlah keluarga miskin sasaran subsidi dari 7,5 juta keluarga pada tahun
2000 menjadi 9,8 juta keluarga dalam tahun 2002.

Di samping beban anggaran unh* subsidi, perkembangan anggaran untuk
belanja pegawai pusat dalam dua tahun terakhir juga menunjukkan
kecenderungan menuun, yaitu dari 3,0 persen terhadap PDB dalam tahun
2000 menjadi 2,7 persen terhadap PDB dalam tahun 2001. Penurunan beban
belanja pegawai pusat dalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan
dengan telah dilakukannya pengalihan pegawai pusat ke daerah sekitar 2, 1
juta orang. Selain itu, perkembangan beban anggaran belanj a pegawai pusat
juga dipengaruhi oleh kebijakan perubahan skala gaji pokok pegawai negeri
sipil sebagaimana ditetapkan dalam Poaturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2001, yang berlaku sejak I Januari 2001. Dalam tahun 2002, alokasi
anggaran untuk belanja pegawai pusat realisasinya Rp39,7 triliun atau 2,5
persen dari PDB.

Sebagaimana halnya belanja pegawai pusat, realisasi belanja barang secara
relatifjuga cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 1,0 persen terhadap
PDB dalam tahun 2000 menjadi 0,7 persen terhadap PDB dalam tahun
2001, Penurunan ini terutama berkaitan dengan telah dilakukannya
pengalihan pegawai (personil), peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D)
dari pemerintah pusat kepada daerah. Dalam tahun 2002, belanja barang
dianggarkan Rpl2,6 triliun atau 0,8 persen terhadap PDB. Hal ini berarti
mengalami kenaikan 0,1 persen bila dibandingkan dengan rasio belanja
barang torhadap PDB dalam tahun 2001. Peningkatan alokasi anggaran
belanja barang ini terutama berkaitan dengan perkembangan jumlah dan
jenis kegiatan yang membutubkan dukungan pembiayaan operasional dan
pemeliharaan.

Dalam pada ifi, realisasi anggaran pengeluaran rutin lainnya secara relatif
juga mengalami penurunan, yaitu dari 1,1 persen terhadap PDB dalam tahun
2000 menjadi hanya 0,4 persen terhadap PDB dalam tahun 2001.
Penurunan rasio pengeluaran rutin lainnya ini terhadap PDB tenrtama
berkqitan dengan lebih rendahnya realisasi pengeluaran dana kontinjensi
desentalisasi fiskal dalam tahun 200 I dari yang semula dianggarkan sekitar
Rp6,0 triliun menjadi hanya terpakai sebesar Rp3,l niliun. Dalam tahun
2002, alokasi anggaran pengeluaran rutin lainnya realisasinya Rp7, I triliun
atau 0,4 persen terhadap PDB. Rasio ini berarti tidak mengalami perubahan
dibandingkan dengan rasio pengoluaran rutin lainnya terhadap PDB dalam
tahun 2001. Dana ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi terhadap
kemungkinan te{adinya bencana alam dan atau adanya ketidaksesuaian
antaft policy measures yang telah direncanakan sebelumnya dengan
pelaksanannya.

Porkembargan belanja
p€gawai pusat dalamtiga
tahun terakhir m€-
nunjukkan penurunsn
dalam persentase ter-
hadap PDB.

Belanje berang dalam
tahur 2000 nencapoi 1,0
persen terhsdap PDB,
dan menjadi 0,7 persen
terhadap PDB dalen
tahun 2001.

Rssio pengehuran rutin
lainnya terhadap PDR
cenderung turun.
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T.b.l IIl.4
PERI(EMBA.!'GAN PENGELUANAN RUTIN. 2OOO.2OO2 I)

@rl.n lrllun RupLh)

2001 20022)

Unian PAN TotM PAN %thd Rcsli- % thd
PDB sasi PDB

I

2

B€tarja pegswai

Belanja barang

Pemba)'arafl bunga utang

8. Utang dalam ncgEri

b. Utang luar negeri

4. Subsidi

a. Subsidi BBM

b. Subsidi non-BBMr)

5, Pengeluaran rutin laimya

29,6 3,0

9,6 1,0

50,0 5,1

31,2 3,2

r8,8 1,9

62,1 6,4

s 1  I  5 {

8,9 0,9

10,6 l,t

3E,7 2,7

9,9 0,7

87,t 6,0

582 4,0

28,9 2,0

1 1  I  < ?

68,4 4,7

9,t 0,6

5,7 0,4

39,7 2,5

t2,6 0,E

89,9 5,6

9s 4,0

2sA 1,6

40,0 2,5

31,2 1,9

8,8 0,s

7,r 0A

J u l n l r h lw 16,s 2189 1s,1 189J rr,t

Disesuaikon dengro klasifilcasi baru
Rcdlisa6i 6cmcnbrr selpsi denggn 3 I D€srmb€|r 2002
Teffiauk daia PPDPSE palrgor seb.B.r Rp0,3 tiliun.

PENGEL UA RA N PEMEA NG UNA N

Perkembangan anggaran belanja pembangunan dalam tiga tahun terakhir
tidak dapat dipisahkan dari masa transisi pengalihan Eebagian tugas dan
wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berkaibn
dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desenhalisasi fiskal. Hal ini secara'
langsung maupun tidak langsung betpengaruh terhadap peicncanaan alokasi
anggaran belanja pembangunan &n perkeinbangafl realisasinya.

Apabila dalam tahun 2000 rasio r€alisasi anggaran belanja pembangunan
terhadap PDB baru rnencapai 2,6 posen, maka dalarn tahun 2001 rasio
realisasi anggaran belanja pembangunan terhadap PDB telab mencapai
2,9 persen. Sementara itu, dalam tabun 2002 rasio realisasi
anggaran pembangunan terhadap PDB mencapai 2,5 persen, atau Urrun
sekitar 0,4 persen bila dibandingkan dongan rasio realisasi
belanja pembangunan terhadap PDB dalam tahun 2001. Secara
nominal realisasi anggaran belanja pembangunan tahun 2002 mencapai
Rp40,3 hiliun atau turun 3,1 persen dari realisasi belanja pernbangunan
dalam tahun 200 I .

l )
2)
3)

Re al ls as I pengeluararl
penbargunoa dalam ti-
ga tahun terukhir di-
pengaruhi oleh suosano
trqt,Jiii,
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Grank llI.5
Pcrkemb€ng{n Pengeluara|| PeDrhngunen, 2000 - 2002
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Dari perkembangan tersebut, porsi pembiayaan pembangunan rupiah
(mumi) dalam keseluruhan anggaran belanja pembangunan menunjukkan
kecenderungan meningkat, dan sebaliknya porsi pembiayaan proyek
menurun. Hal ini mencerminkan kesungguhan pemerintah untuk
melaksanakan kegiatan pembangunan nasional dengan sumber dana
yang bcrasal dari dalarn negeri sendiri. Sebagai gambaran, apabila dalam
tahun 2000 porsi pembiayaan pcmbangunan rupiah terhadap total
anggaran bclanja pernbangunan baru mencapai 34,3 persen, maka dalam
tahun 2001 porsi pembiayaan pembangunan rupiah terhadap total
anggaran belanja pembangunan telah mcncapai 51,4 persen. Selanjutnya,
dalam tahun 2002 realisasi penbiayaan pembangunan rupiah Rp27,7 triliun
atan mencapai  68,7 persen dar i  to ta l  rea l isas i  anggaran belanja
pembangunan.

Scmentara itu, rasio pcmbiayaan pembangunan yang bersumber dari
pinjaman proyek (luar negeri) terhadap total pengeluaran pembangunan
dalam rentang waktu yang samajustru celdenrng menurun, dari 65 ,6 persen
dalam tahun 2000 meqadi 48,6 persen dalam tahun 2001. Dalam tahun
2002, rcalisasi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman
proyek mencapai Rp 12,6 triliun atau sekitar 31,3 persen dari total realisasi
pengeluaran pembangunan.

Dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran,
prioritas alokasi anggaran belanja pembangunan diberikan kepada proyek-
proyek produktifyang berdampak luas bagi masyarakat. Dengan kebrjakan
tersebut, maka dalam tiga tahun terakhir, alokasi anggaran belanja
pembangunan diprioritaskan untuk penyediaan prasarana dan sarana dasar,
baik yang langsung maupun tidak langsung, berguna untuk mendorong

Potsipem biayaan rupiah
terhadap lotal penge
luaran pembangunan
cendet'ung nefiingkat

I' o r s i pem b itryaa tt pr oyek
terhodap total pen-
geluwan pembangunon
cenderwxg nrcnunn,

Prioritas pengeluarGn
pembangunanda lan tiga
ta lun terakhir dtberi kan
pacla penyedtaun pra-
sar,ana datitt
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Dana bogi Progrqm
P e n a n g g u l a n g a n
Daftpak Peng rungan
Subsidi Energi (PPD-
PSE) cenderung me-
ningkat.

berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan
prasarana perhubungan, pengairan, kelistrikan, telekomunikasi, pendidikan,
perumahan, dan kesehatan.

Selain itu, dalam rangka memberikan kompensasi sosial atas kenaikan harga
BBM dan tarif dasar listrik, sejak tahun 2001 Pemerintah juga telah
mengalokasikan dana bagi Program Penanggulangan Dampak Pengurangan
Subsidi Energi (PPD-PSE). Sejalan dengan kebijakan penurunan subsidi
BBM dan listrik tersebut, jumlah dana yang dialokasikan bagi PPD-PSE
juga semakin meningkat. Apabila dalam tahun 2001, realisasi dana PPD-
PSE (di luar OPK beras) banr mencapai Rp2,0 triliun, maka pada tahun
2002 realisasi dana kompensasi sosial diperkirakan mencapai Rp2,9 tiliun,
atau secara nominal meningkat 45,0 persen. Dana tersobut mencakup dana
kompensasl sosial bidang pendidikan, bidang kesehatan dan kesejabteraan
sosial, bidang hansportasi, bidang sarana air bersih, bidang usaha kecil,
dan bidang pemberdayaan masyarakat pesisir.

Trbel lILj
pEru<EMBANcAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN. 2000 - 2002 r)

(Drlrm THIUD Rupl.h)

Uraian

2000 200 I 2@24

PAN % thd PAN % thd Reali- 0z6 thd
PDB PDB $8i PDB

I. Pemblayaan Rupl|b

a. Pembiayaan Dcpartemeni

Lembaga

l. Deparkmen4rmbaga

i Murni

ii Dana Kompomosi

Sosial

2. Hankan

3- Kepdlisian Negara

b, LainJain Pembangunan

II. Pembiayeen Proyek

8p

6,5

6,5

0,9

o,7
o,7
0,7

21,4

2 t , l

20,0

18,1

2,0

0,8

n l

202

rA
1,3

r2

2U

25,6

1,, 1

2,9

0,5

1,3

0,3

12,6

1,6

1,5

1,3

02
0,0

0,1

0p

qr

l'71,5

0,8 0,1

o,2

1,7

0,1

0,t

0,0

0,01,6

l7,o rA

J u m l a h 2640J2941,62,6

l) Disesuaikan den8an klasifikasi baru
2) Realisasi sqnent€Ir sBmpoi dengan 3 I Deserlber 2002
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ANGGARAN BELANJA UNTUK DAERAH

Perkembangan alokasi anggaran belanja unnrk daerah mengalzuni sedikit
perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor l8
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah lstimewa Acch Sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (I.{AD), dan Undang-undang Nomor
2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Jika pada tahun
2001 alokasi anggaran belanja untuk daerah hanya mencakup dana
perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum
(DAU), dan dana alokasi ktrusus (DAK), maka pada tahun 2002 alokasi
anggaran belanja untuk daerah juga mencakup dana otonomi khusus dan
penycimbang.

Grlfik IIl.6
Perkembrrgs| l  Anggarrr Belatr js Ultuk Drcrah,2000 - 2002

?000

E DaM B^cr HastL

E DAM AroKAsr  KHUsus

200t 2002
Trhun Anggarar

I DaNA AroK^sr UM uM

D OAM OEI{OM I KHI'€U9 DA PEWEIM EANG

Anggaran belatia Lnltuk
dae r.t h ta hu n 2 00 2 tetdiri
dari dana perinbangan
,getld aa a olot10 1t
khusus dan peaye-
inbang.

Realisdsi anEgaran
belanja uttuk daerah
2001 tnencapai 5,6
persen terhctdap PDB.

4 5

4,0

s 3.0
F  , ) <

t n

0,5

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,
alokasi anggaran belanja untuk daerah mengalami peningkatan yang
sangat signifikan, Sebagai gambaran dapat dikemukakan, apabila pada
tahun 2000, alokasi anggaran belanja untuk daerah, berupa dana rutin daerah
(DRD) dan dana pembangwran daerah (DPD) baru mencapai 3,4 persen
terhadap PDB, maka pada tahun 2001 realisasi anggaran belanja unhrk
daerah telah mencapai 5,6 persen terhadap PDB. Lebih tingginya realisasi
anggaran belanja untuk daerah tersebut berkaitan dengan pembedakuan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentarig Pemerintahan Daerah, serta
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan peraturan perundang-
undangan tercebut membawa konsekrrensi'. Pertama, ditetapkannya alokasi
DAU sekurang-kur angnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri (neto).
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Aggaran belania unnh
'drerah 

tahun 2002
d tperdra*4t le bi h t ingi
2 I,6penen dai ralisosi
anggorannya dalam
tahun 2001.

Pengalokosian DAU
berdosarhan Keppres
Nomor I3I Tahun 2001,
sedatgkan DBH ber-
desarksr Kepxtusan
Menreri KeuangarL

Dana Olononti Khusus
hLrryo untuh Propin|i
Papua, sedotgktn Darc
Penyeimbang dialoka-
sikan unluh deerah-
daerah yang menerima
D.tU 2002 lebih kecil
daripada DAU 2001
dilonwtdat akontijerci
don menampung pem-
berian tunj angat leper-
didihan untuk guru
sebe,ssr 50Yo,

Kedua, lebih lvsnya cakupan penerimaan yang dibagihasilkan ke daerah,
dari semula hanya mencakup penerirnaan PBB dan BPHTB menjadi juga
mencakup penerimaan SDA (minyak bumi, gas alam, pertambimgan rrlnum,
kehutanan, dan perikanan) dan penerimaan PPh perseorangan, Ketiga,
dianggarkannya dana alokasi khusus yang bersumber dari penerimaan dana
reboisasi.

Selanjutnya, dalam tahun 2002 alokasi anggaran belanja untuk daerah
meningkat menjadi 5,9 persen terhadap PDB atau secara nominal mencapai
Rp98,6 triliun. Jurnlah ini, apabila dibandingkan dengan realisasi alokasi
anggarannya dalam tahun 200 I menunjukkan peningkatan 2 I ,6 persen. Hal
ini antara lain berkaitan dengan dialokasikannya dana otonomi khusus dan
penyeimbang, yang pada tahun 2001 tidak dianggarkan. Selain itu,
peningkatan alokasi anggaran untuk daerah dimaksud juga berkenaan
dengan lebih tingginya penerimaan dalam negeri, yang membawa
konsekuensi pada lebih tingginya DBH, DAU, dan DAK dana reboisasi
(DR).

Pengalokasian DAU ke daerah pada dasamya bertujuan untuk menutupi
kesenjangan fi skal antardaerah, yang disebabkan oleh adanya perbedaan
antara kebutuhan fiskal (liscal need) dengan kemampuan fiskal (/iscal
capacity) suatu daerah. Pengalokasian DAU ke daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Keppres Nomor 131 Tahun 2001, pencairannya dapat
dilakukan sebesar satu per duabelas setiap bulannya dari total bagian
daerah yang telah ditetapkan. Adapun penetapan DBH baik DBH
perpajakan maupun DBH SDA ditetapkan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan setelah adanya penetapan dari departemen teknis
terkait.

Dana otonomi khusus disediakan hanya untuk propinsi Papua.
Penyediaan dana tersebut sejalan dengan mulai diberlakukannya UU
Nomor 21 Tahun 2001, yang besarnya setara dengan 2 persen dari
jumlah DAU. Dalam tahun 2002, alokasi dana otonomi khusus mencapai
Rp 1,4 triliun atau sekitar 0,1 persen terhadap PDB. Sementara itu, dana
penyeimbang dialokasikan untuk daerah-daerah yang menerima DAU
2002 lebih kecil daripada DAU 2001 ditambah dana kontinjensi. Dengan
adanya dana penyeimbang ini, maka dalam tahun 2002 tidak ada lagi
daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota yang menerima DAU
ditambah dana penyeimbang lebih kecil dari DAU tahun 2001 ditambah
dana kontinjensi. Selain daripada itu, dalam tahun 2002 dana
penyeimbang juga dialokasikan untuk menampung pemberian tunjangan
kependidikan untuk guru sebesar 50 persen, yang berlaku sejak bulan
Oktober 2002. Mekanisme penoairan dana otonomi khusus diatur dalam
KMK Nomor 47 Tahun 2002, sedangkan mekanisme pencairan dana
penyeimbang mengikut i  mekanisme pencairan DAU. Adapun
perkembangan dana yang dialokasikan ke daerah sejak tahun 2000
sampai dengan tahun 2002 dapat diikuti dalam Tabel III.6.
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DOK'J}IEWTAsI
BADAN AF.{!IS.' FISKA,L

DEP'ARTEME N KEU{.YOAII

Trb€l IIL6
PERKEMBANCAN ANC,CARAN BELANJA UNTUI( DAERAH, 2OOO - 2OO2I)

(Dalsm Trlllutr Rupiah)

2000 200t 2002r)
PAN %thd PAN %thd Reali- %thd

PDB PDB sasi PDB

L Data Pcrimbangan
a. Dane Bagi Hasil

IPa jakr r
i Pajak Perorangan (PPh)

ii Pajak Bumi dan
Bangunan

iii Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan

2. Sumber Daya Alam
i Minyak Bumi

ii Gas Alam
iii Pertambangan Umum
iv Kehutanal
v Perikanan

b, Dana Alokasi Umuma)
L Propinsi
r. Kaoupaten

c, Dana Alokasi I(husus
L Dana Reboisasi
2, Non-dana Reboisasi

IL Dana Otonomi Khusus
Dan Penyeimbang
a. Da[a OtonomiKhusus
b, Dam Penyeimbang

33,1  3 ,4  8 l , l  5 ,6  94 ,8  5 ,9
4,3 0,4 20,0 t,4 25,0 1,6
4,3 0,4 9,'7 0,7 12,0 0,7

3,2 0,2 4,1 0,3

r ,7 0,1
13,0 0,8
6,4 0,4
5,3 0,3
0,6 0,0
0,6 0,0
0,1 0,0

69,2 4,3
6,9 0,4

62,3 3,9
0,6 0,0
0,6 0,0

3,'t o,2
I ,4  0,1
2,3 0,1

0,4

0,1
0,'1
0,4
0,2
0,0
0,0

4 ' )

0,4
3,8
0,0
0,0

? o28,8

5 l

t ,4
10,3
6,0

0,4
0,3

60,4
6,0

0,7
0;7

0,46,2

J u m l A h 5,6 98,s 6,1

Disesuaikan dengarklasifi kasi baru
Realisasi sementsm sampai dengan ll Desember 2002
Untuk tahun 2000, borupa dana pembsnguDan daemh dari pBB dan BPHTB
Untuk uhua 2000, berupa d€na rutir daenh da-n dsna pembangunan claemh non-pBB dln BPHTB

81,133,1

3)
4)

Dalam tiga tahua
1nggaran teral:]t i I d efrs i I
qngggron mencapai
kisaran 1,6 persen
sampai dengqn 2,8
percea lerhadap PDB,
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Pembiayaan d{uit ang-
garan lebih diarahkan
kepada pemanlaatan
sumber-sumber pem-
bioyaan yang bersumber
dari dalem negeri,

Dalan ts.hun 2000
terdapat sisa lebih'
pembiayaan anggaran
(SILPA) rcbesar fu13,0
triliun atau 1,3 percen
terhadop PDB.

Dalam tahun 2001
lerdapat SILPA sebuar
Rpl,2 triliun atau 0,1
penen trhadap PDB.

48

(periode 1 April -31 Desember 2000) belanja negara mencapai Rp22l,4
triliun (22,5 persen terhadap PDB), sedangkan pendapatan negara pada
tahun tersebut sebesar Rp205,3 triliun (20,7 persen terhadap PDB), sehingga
terdapat defisit anggaran sebesar Rp I 6, I triliun ( 1,6 persen terhadap PDB).
Pada tahun 2001 belanja negara menjadi Rp34l,6 triliun (23,6 person
terhadap PDB), sedangkan pendapatan negara be{'umlah Rp301,l triliun
(20,8 persen terhadap PDB), sehingga terjadi defisit anggaran sebesar
Rp40,5 triliun (2,8 persen terhadap PDB). Sementara itu pada tahun 2002
belanja negara diperkirakan sebesar Rp328,l triliun (20,4 person terhadap
PDB), sedangkan pendapatan negera hanya mencapai Rp300,2 riliun (18,6
persen te.rhadap PDB) sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp27,9
triliun (1,7 persen terhadap PDB).

PSMB IA YA  N D EFTsf T A NG GA RA N

Pembiayaan defisit anggaran selama tiga tahun terakhh diarahkan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dari dalam
negeri. Namun, dalam pelaksanaannya hal tersebut belum sepenuhnya
tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dalam tahun 2000, pembiayaan
dalam negeri mencapai 0,6 persen terhadap PDB, sementara pada tahun
anggaran 2001 meningkat menjedi 2,1 persen terhadap PDB. Sedangkan
pada tahun 2002 pernbiayaan tersebut menurun menjadi 1,3 persen terhadap
PDB.

Demikian pula halnya dengan pembiayaan defisit anggaran yang beruumber
dari luar negeri yang terus diupayakan untuk dikurangi, Dalam
pelaksanaannya rasio pembiayaan luar negeri (neto) terhadap PDB
berkembang mulai dari 1,0 persen dari PDB pada tahun 2000, menjadi 0,7
persen terhadap PDB parJa tahun 2001 , dan diperkirakan akan nrun menjadi
0,4 persen terhadap PDB pada tahun 2002.

Realisasi pembiayaan defisit anggaran dalam tahun 2000 mencapai Rp29,l
fiiliun atau 3',0 persen terhadap PDB, sedangkan defisit yang harus ditutup
mencapai Rp16,l triliun atau 1,6 persen terhadap PDB. Dengan demikian
hal ini mengakibatkan terdapatnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)
berjumlah Rpl3,0 triliun yang berarti terdapat penambahan saldo kas
pernerintah pada Bank Indonesia sebesar jurillah itu.Realisasi pembiayaan
defisit tersebut antara lain bersumber dari pembiayaan dalam negeri sebesax
Rp5,9 triliun dan peflibiayaan luar negeri (neto) Rp 10,2 triliun.

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp5,9 triliun tersebut berasal dari
perbankan dalam negeri sebesar negatif Rpl3,0 triliun dan pembiayaan
yang berasal dari nonperbanken dalam negeri sebesar Rpl8,9 triliun.
Sedangkan pembiayaan yang berasal dari luar negerl (neto) sebesar Rp t 0,2
triliun berasal dari penarikan pinjaman Rpl7,8 triliun dikurangi dengan
pcmbayaran cicilan pokok utang luu negeri sebesar Rp7,6 triliun,

Sementara itu, pada tahun 2001, defisit anggaran yang dibiayai dari
pembiayaan dalam neg€ri sebesar Rp40,5 tiliun atau 2,8 pers€n terhadap PDB.
Jumlah tersebut berasal dari dalam negeri sebosar negatif Rpl,2
triliun (0,1 persen terhadap PDB) atau terdapat penambahan saldo kas
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pemerintah yang dituqiukkan oleh pos SILPA pada APBN dan pembiayaan
yang berasal dari nonperbankan dalam negeri Rp3l,4 triliun (2,2 persen
terhadap PDB). Sedangkan pernbiayaan defisit anggaran yang bersurnber dari
luar negeri (neto) urencapai Rp10,3 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB. Jumlah
tersebut bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri sebcsar Rp26,2 triliun
( 1,8 persen terhadap PDB) dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang
luar negcri yangjatuh tempo sebesar Rp 15,9 triliun ( 1,1 penen terhadap PDB).
Mengenai perkcmbangan pembiayaan defisit anggaran secam ringkas dapat
diikuti dalam Tabel ltr,7 dan Grafik trL7.

Tabel III.7

PERKEMBANGAN PDMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, 2O(|O - 2OO2
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian
2000,)

PAN % thd
PDB

2001
PAN % rhd

PDB

2002,1
Reali- % thd
sasi PDB

Pembiayaan Dalam Ncgeri 5,9
L Perbenkar Dalam Neg€rir) -13,0
2, Non Perbankan Dalam Neged 18,9

Pembiayaon Luar Negeri (Bersih) 10,2
1 Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 1?,8
2. Pembayaran Cicilan Pokok

Utang LN -'1,6

0,6 3D,2
-1 ,3  -1 ,2
1 ,9  1 t ,4

20,8 1,3
-4,5 -0,3
2s,3 r,6

2,1
-0,1
2,2

0,7
1 , 8

-  1 , 1

1 ,0
1 ,8

- o R

10,3
26,2

- t 5  q

'1,1 0,4
19,3 1,2

-t2,2 -0,8

Pembiayaan Berslh

Pcriode I Aprit 2000 sampai dengan 3 1 Desernber 2000.
Re{lisasr sementam sanpai dengan 3 I Desember 2002.
TaMa negatif meounjukkan adanya SILPA (Sisa Lebib PembiayMn Arggaran), tanda positif
menunjukkan adarya SIKPA (Sjsa Kurang PembiayaaD Aigga ran).

G RAHK I I I ,7
PEFKEH EAr{CAN PE} I  B IAYAAN DEF|Sf tANGG^F^N 2OO(}  2OO2

21,940,5 1,72,81,6l6,r

2)
3)

*

T A I I U H
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Trb€l III.t
RINGXASAN PERIQMBANGAN PELAXSANAAN

oPEnASIONAT FISKAT PEMERTNTAT! lmo - 2002 r)
(DrlrD Tr lr|r RlpLh)

2met 2001
PAN %thd PAN % thd

PDB PDB

20mtl
Regli- o/o tbd
sEsi PDB

Pendapaton Negara dan
Hibah
I. Pendapatan Dalam

Negeri
1. Perpajakan

a. Pajak ,Dalam Negeri
b, Paial( Perdagangan

mtcmasional
2. Bukan Paja&

a. Sumbq Daye Alafll
b. Bagian Laba BLJMN
c. PNBP Lainnya

II. Hibah
Belanjs Negara
I. Belauja Pemerintah Pusat

l. Betanjs Rutin
2. B€lanja Penba[gun8n

a. Pembial'aan Rupiah
b, Pembiayaan Proyek

II. Belanja urtuk Daerab
l. Dana Perimbangan
2, Dana Otonomi Khusus

dan Pcnyeimbang
SurpluVDefisit (A - B)
Pombiayaan Anggaran
L Dalam Negeri

l. Perbankan Dalan Negeri
2. Nonpedanlcan D N

IL Luar Negeri
l. Penarikan Pirjaman L N
2. Pembayaran Pokok Utang

Luar Negeri (Amortisasi)

20,7
I I,t
I 1,0

9,1
1 1

0,4
0,9

,)t <

l9, l
t 6  t

2,6
0,9
1,7
3,4
!,4

-1,6
t ,6
0,6

-1,3
1,9
1,0
1,8

-0,8

c.
D.

205,3 20,7 30r,1 20,r

300,6 20,1
1t5,5 t2,4
176,0 I1,8

9,5 0,6
115,1 7,9
85,7 5,9
t,E 0,6

20,6 l J
0,5 0,0

34t,6 23,6
2ffi,5 I t,0
2t8,9 15,1
41,6 2,9
21,4 I,5
20,2 1,4
8l , l  5 ,6

,l 5,6

40,5 -2,8
40,5 2,8
30,2 2,1
-t,2 -0,t
3t,4 22
r0,3 0J
262 r,8

-15,9 -l,l

300: 186

2999 18,6
2flp t3,t
2003 tz{

toJ 0:l
888 5J
6s2 4p
9,t 0,6

13,9 0,9
0,3 00

328,1 20A
229,6 14,3
189,3 I I,E
/t0,3 2,5
21,1 t,7
12,6 0,E
98,5 5,r
94,E 5,9

!,7 02
-27,9 -t,7
27,9 t,7
20,8 r,3
4,5 -{t,3
25,3 |,6
7,t 0J

r9,3 r2

-r22 4,6

20s,3
115,9
r08,9

7,O
89,4
76,3
4,0
9,1

22t,4
lEt,3
t62,5
25,8
t,8

l7,0
33,1
33,t

- 16,1
16, t
5,9

-t3,0
1t,9
t0,2
17,8

-1,6

Memorandum:
Produh Domeattk Brulo 986,j 1.419,1 1.610,0

l) Dis6uaikrn dangan klosifikrsi brlu,
2) Pcriodc I April sampai dEngsn 3 I D.scEbll 2000.
3) Rc-rlisosi srncnlllr sanrpai dcrurd 3 I Dc3snbcr 2002.
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BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2OO3

PENDAHULUAN

Sebagai  p i rant i  kebi jakan f iskal ,  APBN 2003 d isusun dengan
mempcrtimbangkan kondisi ekonorni, sosial, dan politik, yang berkembang
dalam beberapa tahun terakhir, serta berbagai kebijakan yang diperkirakan
akan ditempuh dalam tahun 2003. Selain itu, APBN 2003 juga diwarnai
oleh berbagai tantangan dalam rangka penanggulangan pennasalahan yang
ditimbulkan oleh krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut
tercermin pada pola alokasi belanja negara yang scbagian besar bersifat
tidak bisa dihindarkan (nontlisc retionaryl, sehingga menyebabkan
sempitnya ruang gerak pengelolaan kebijakan fiskal dalam tahun 2003. Di
samping i tu ,  APBN 2003 juga harus mampu mcnanggung beban
pernbiayaan defisit anggaran. Defisit yang direncanakan harus didasarkan
lebih pada kemampuan pernbiayaan dalam negeri, sementara pembiayaan
luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai
pelengkap,

Kebijakan keuangan negara dalam tahun 2003 tetap diarahkan pada upal a
konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang
pemerintah secara cepat dalam jangka menengah, mewujudkan ketahanan
fiskal yang berkelanjutan (71scal sas tainability)dan sekaligus mendukung
proses pemulihan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal dalam birtas
kemampuan keuangan negara. Di samping itu, APBN 2003 diarahkan pula
agar nnmpu memantapkan proses dcsentralisasi fiskal yang herdasarkau
pemerataar) kemarnpuan antar daelah sesuai asas keadilan, khususnya
berkaitan dengan besamya kewenangan yang diterima oleh daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebutr sasaran dalam APBN 2003
diharapkan dapat dicapai melalui berbagai kebijakan yang akan diternpuh,
baik di bidang pendapatau negara, belanja negarar maupun pembiayaan
anggaran. Di bidang pendapatan negara, khususnya di bidang perpajakan,
arah yang akan ditempuh adalah memacu laju peningkatan penenmaan
pajak. tlntuk itu, akan terus dilakukan kebijakan intensifikasi dan
ekstensifikasi perpajakan dan peningkatan pelayanan wajib pajak, antara
lain melalui pemanfaatan tbknologi informasi berbasis komputer. Demikian
pula, berbagai kebijakan lainnya yang telah berhasil mendorong penerimaan
perpajakan pada waktu sebelumnya akan tetap dilanjutkan.

Selanjutnya, di bidang penerimaan negara bukan pajak akan ditempuh
kebijakan pemberantasan penebangan liar (iLlegal logging ), penurunan
jumlah tebangan secara bertahap (soJi landing policy), evaluasi tarif serta
peningkatan pengawasan.

APBN 2003 t l i tusun

dengan memle tt inl

bangkan kortt t isi  eka'

ttonti, sositl, t*ut politik,

serra kebijakatt fiskal
yang telah diteupuh.

Kebijakan kekutlELt,

egd ra  t ahu f i  200a

diarahkart hnt! J

nrcncapai tryt vtsara't

Sasaran AP:t ' \  lahn,

21fr3 dilwupku ttup, '

dicupai nrelalui L,era,.

gat kebijakatr di hit)aru

pe t l depa la r t  t t . l r t t l

belunje neg&rd, ( i . .  '

pemb[ayaan atgga;t
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Di bidang bela ja ne-
gara dilakukan upaya

konsolidasi jiskal untuk

nengendalika dertril

angSarun menulu tet

ciptanya ketaha an

lkkal.

Di bi.leng pengeluat atl

r t t l in akan ditenpuh
penghemattn subsicli,

penurunun beban bunga

uta g, dan perbaikan

kes ei a lteraa n a para tur

pe erintdh.

Anggarun pemban2ynan

akd diprioritoskun

u n t u k l,,e g i a I d n- k e gi a t..m
ya g PenI)ng, 4an

proyek-proyek yang

cepat nenghasilkun.

Alokav anggaran untuk

daerah diupayakan

utltuk penlempurnaan

tbrmula DAU, penye-

diaan DAK non-DR, dan

penyediaan tamhahan

dana penyeinbangyang

beBiJAt dd hoc

Di bidang belanja negara, dalam rangka mendukung upaya konsolidasi fiskal
untuk mengendalikan defisit anggaran menuju terciptanya ketahanan fiskal
yang berkesinambungan, dalam tahun 2003 kebijakan belanja negara akan
diarahkan unhrk meningkatkan efisiensi dan ponghematan pengeluaran
rutin, mempertajam prioritas alokasi pengeluaran pembangunan, serta
memantapkanpelaksanaan desentralisasi fiskal melalui optimalisasi alokasi
belanja bagi daerah.

Di bidang pengeluaran rutin, dalam tahun 2003 antara lain akan ditempuh
langkah-langkah (y' penghematan beban subsidi melalui penyesuaian harga
BBM dan tarif dasar listrik secara bertahap, disertai penyediaan dana
kompensasi sosial bagi masyarakat miskin yang ditampung dalam anggaran
pembangunan; (il) penurunan beban pembayaran bunga utang; serta
(iii) perbalkan kescjahteraan aparatur pemerintah dalam batas-batas
kemampuan fiskal.

Sementara itu, kebijakan alokasi anggaran pembangunan akan diprioritaskan
terutama untuk (i/ kegiatan-kegiatan yang penting dan bersifat mendesak
untuk segera dilaksanakan; (lrJ proyek-proyek yang cepat befungsi dar
menghasilkan manfaat bagi masyarakat, serta berdampak luas dalam
penciptaan kesempatan kerja; sefia (iii) penanggulangan berbagai akibat
bencana alam dan kemsuhan sosial.

Dalam kaitannya dengan alokasi anggaran untuk daerah, akan diupayakan
langkahJangkah (y' penyempurnaan formula perhitungan dana alokasi
umum (DAU); (ii) penyediaan dana alokasi khusus (DAK) di luar dana
reboisasi, khususnyauntuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
sefia prasarana pemerintahan daerah pemekaran tahun 2002; serta (iii)
penyediaan tambahan dana penyeimbang yang bersifat ad hoc untuk
mengantisipasi kebijakan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan,
penyesuaian tunjangan tcnaga kependidikan untuk guru! serta rencana
penambahan pegawai daerah untuk guru, dokter, dan paramedis.

Dalam pada ihr, kebgakan pembiayaan allggarzn dalam tahun 2003 akan
diarahkan pada beberapa kebgakan pcnting, antara lain berupa upaya-upaya:
(r) pencrbitan surat utang negara, (ii) restrukturisasi surat utang dan obligasi
pemerintah, (llf optimalisasi pembiayaan yang bersumber dariprivatisasi dan
penjualan aset BPPN, (lvl pembelian kembali ftuy back) obligasi negara, dan
fvl pengusahaan pinj aman luar negeri guna menutup kekuangan pembiayaan.

Berdasarkan kondisi objektif dan langkahlangkah kebijakan sebagaimana
diuraikan di atas, dalam APBN 2003 anggaran belanja negara dapat
dikendalikan ke tingkat l9,l persen terhadap PDB dari sebesar 20,4 penen
terhadap PDB dalam realisasi APBN 2002, atau hrun 1,5 persen terhadap
PDB. Sementara itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (tar ratio)
dalam realisasi APBN 2002 sama dengan APBN 2003 sekitar l3,l persen.
Dengan demikian, sckalipun rasio penerimaan negara bukan pajak terhadap
PDB nllun 1,3 persen, yaitr-r dari 5,5 persen dalamrealisasi APBN 2002 menjadi
4,2 persen dalam APBN tahun 2003, namun rasio pendapatan negara terhadap
PDB hanya turun 1,5 persen. Kecenderungan ini menyebabkan defisit
anggaran dalam APBN 2003 dapat dikendalikan menjadi 1,8 persen terhadap
PDB, sedikit lebih tinggi dari defisit dalam realisasi APBN tahun 2002 yang
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sebesar [,7 pe6en terhadap PDB, Secara garis besar, APBN 2003 direncanakan
sebasai benkut.

Tabcl IV,l

RINGI(ASAN REALISASI APBN 2()()2 DAN APBN 2OO3
(Dslflm Triliun Rupiah)

2002 ,)

Reali- % drd
sasi PDB

APBN % thd
PDB

A. Pendapatan Negara dan Hibah

I. Perpajakan
2. Bukan Pajak
3. Hibah

B. Belanja Negara
l. Belanja Pemerintah Pusat
2. Belanja Untuk Daerah

C. Defisit Anggaran (A-B)

D, Pembiayaan Anggaran

l. Daiam Negeri
2. Luar Negeri, Neto

300,2
210,9

R R q

0,3

328,1
229,6
o R s

- ) 1  A

?'7 0

20,8
7 , 1

18,6

1 3 ,  1

0,0

20,4

6 , 1

254,2 13,1
82,0 4,2

336,2 t7,3

370,6 19,1

2 s 3 ; 7  1 3 , 1
r  16,9 6,0

- 34t4 - 1,8

34,4 1,8

-  1,7

1,7

1,3 22,5 | ,2
0,4 I1 ,9 0,6

l) Realisasi sementara sampai dengan 3l Desember 2002.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Dalam tahun 2003, pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai
Rp336,2 hiliun, yang berarti mengalarni kenaikan Rp36,0 triliun atau 12,0
persen dari realisasi APBN tahun 2002 yang mencapai Rp300,2 triliun.
Pendapatan negara dan hibah tersebut direncanakan bersumber dari
penerimaan dalam negeri, dimana 75,6 persennya berupa penerimaan
perpajakan dan sisanya sebesar 24,4 persen berupa penerimaan negara bukan
pajak. Bila dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) yang dalam
tahun 2003 diperkirakan mencapai RpI.940,0 triliun, maka penerimaan
dalam negerimenunjukkan rasio yang menurun, yaitu dari 18,6 persen dalam
tahun 2002 menjadi 17,3 persen dalam tahun 2003. Penurunan rasio tersebut
utamanya bersumber dari turunnya rasio penerimaan riegara bukan pajak
dan 5,5 persen dari PDB dalam tahun 2002 menjadi 4,2 persen dalam tahun
2003.

PENERTMAAN PERPAJAKAN

Sebagai komponen penerimaan yang diharapkan menjadi tulang punggung
penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan dalam tahun 2003
diperkirakan mencapai Rp254,2 triliun, yang berarti meningkat Rp43,3
triliun atau 20,5 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2002,

Pewlapatan negara dttn
hibah tahun 2003
diperkirakan mencapoi
Rp336,2 tri l iwt atau
17,1 persen dari PDB

P enerimaan pe rpaj a katl
ta hun 2 003 dipcrki rala n
Rp254,2 triliun alau
13,1 persen dari PDB.
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Sasaran pe eri  aan
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yang mencapai Rp2l0,9 triliun. Sejalan dengan itu, rasionya terhadap PDB
sama yaitu 13,1 persen. Kenaikan nominal penerimaan perpajakan sebesar
20,5 persen dibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2002 tersebut, selain
dipengaruhi oleh perkembangan beberapa variabel ekonomi makro seperti
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan tingkat harga, juga ditentukan
oleh berbagai kebijakan perpajakan yang akan ditempuh dalam tahun 2003.
Jumlah penerimaan perpaj akan tersebut diharapkan mampu membiayai 68,6
perscn dari seluruh belanja negara.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh), yang merupakan komponen
fiama (47,6 persen) penerimaan perpajakan, dalam tahun 2003
direncanakan sebesar Rp120,9 hiliun atau 6,2 persen dari PDB. Darijumlah
tersebut, sekitar 87,8 persen berupapenerimaan PPh nonmigas, dan sekitar
12,2 persen berupa penerimaan PPh migas. Selanjutnya, apabi la
dibandingkan dengan penerimaan PPh dalam realisasi APBN tahun 2002
yang mencapai Rp10l,7 hiliun, atau 6,3 persen dari PDB, maka rencana
penerimaan PPh tahun 2003 tersebut menunjukkan peningkatan Rpl9,2
triliun atau 18.9 persen.

Sejalan dengan itu, sasaran penerimaan PPh nonmigas dalam tahun 2003
direncanakan sebesar Rpl06,1 triliun, atau 5,5 persen dari PDB. Apabila
dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh nonmigas dalam APBN
tahun sebelunnya yarg mencapai Rp84,5 triliun atau 5,2 persen dari PDB,
sasaran penerimaan tersebut menunjukkan kenaikan Rp2l,6 triliun atau
25,6 persen. Tingginya sasaran penerimaan PPh nonmigas tersebut, selain
berkaitan dengan perkembangan ekonomi makro, juga terkait dengan
berbagai kebijakan administratif yang akan ditempuh, seperti (d.)
pengembangan komputerisasi sistem perpajakan khususnya dalam hal
pembayaran, pelaporan pajak, serta konfirmasi faknrr pajak dan surat setoran
pajak (S SP) secara online, (ii) ekstensifikasi wajib paj ak (WP) orang pribadi
melalui pcndaftaran WP bagi orang yang berpenghasilan di atas penghasilan
tidak kena pajak (PTKP), (ilf peningkatan efektivitas pengawasan atas WP
besar untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan, (iv,) peningkatan
kegiatan penagihan pajak, dan (r,/ peningkatan kualiks petugas pajak melalui
intern a I c o n tro I pegaw aL

Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam tahun 2003 juga akan ditempuh
kebijakan @olicy measures)berupa (y' kenaikan tarifPPh atas keuntungan
dari revaluasi aset dari 10 persen menjadi 20 persen yang diperkirakan
menghasilkan penerimaan PPh sekitar RpO,75 triliun, (lr,) penyempumaan
peraturan unfi.rk mencegah penghindaran pajak akibat adanya perbedaan
perlakuan PPh atas pendapatan dari modal (round tripping) yang
diperkirakan menghasilkan penerimaan PPh sekitar Rp0,25 triliun, dan
(iir) pengenaan PPh atas cqpital gain dai' pengalihan hak penambangan
minyak oleh suatu perusahaan minyak kepada perusahaan laimya (farm
in/farm ouil,yang diperkirakan akan menghasilkan penerimaan PPh sekitar
Rp 1,0 triliun.

Sementara itu, sasaran penerimaan PPh migas dalam tahun 2003
direncanakan mencapai Rpl4,8 triliun, atau 0,8 persen dari PDB. Jumlah
tersebut lebih rendah Rp2,4 triliun atau 14,0 persen dibandingkan realisasi
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penerinaan PPh migas dalam tahun 2002 yang mencapai Rpl7,2 triliun
atau l,l persen dari PDB. Lebih rendahrya sasaran penerimaan PPh migas
tersebut terutama disebabkan olch lcbih rendahnya perkiraan produksi

minyak mentah Indonesia dalam tahun 2003 dibandingkan kondisinya dalam

tahun 2002.

diperkirakan sebagai akibat meningkabrya nilai transaksi ekonomi yang

mempakan obyek PPN dan PPnBM, selaras dcngan meningkatnya kegiatan
ekonomi dal berbagai kenaikan hatga utnutn yang tetcermin dari angka
inflasi.

Untuk mendukung tercapainya sasaran penerimaan PPN dan PPnBM,
akan ditempuh beberapa kebijakan administratif di bidang PPN dan

PPnBM, seperti (r./ peningkatan pelayanan seperti pengurusan restltusl

secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (it penagihan

kcmbali PPN yang tertunda, fii, penghitungau kernbali atas pajak masukan
yang tidak dapat dikreditkan, (iv) penelitian kembali atas WP yang

menrperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan, dan (v) pengcnaan PPN
seca.i l"bih efektif atas jasa kena pajak, khususnya jasa-jasa yang terkait
dengan e-commerce.

Selain itu, beberapa kebijakan Qtolicy measures) yang akan ditempuh di

diperkirakan akal menghasilkan sekitar RpO,24 triliun-

Dalarn tahun 2003, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea

Rp9,9 tril iun dalam tahun 2003.

Selain karena pengaruh positif dari perkembangan beberapa variabel
ekonomi makro,  sasaran pener imaan PBB dan BPHTB tersebut

diharapkan tercapai sejalan dengan ditempuhnya berbagai kebijakan dalam

tahun 2003 seperti pengembangan komputerisasi sistem perpajakan, dan

atau 0,8 persen dari
PDB.

Penetimaan PPN dan
PPnBM diturgetkan
Rp80,8 r liun atau 4,2
persen dat,i PDts

Kebijokan edninistt.lliJ

di bidang PPN dan

PPIBM yang akan

ditempuh ddlam tahun

2003.

Policy measures di

bidang PPN yang akan

ditempuh diperkirakan

nenghasilkan tambahan

penerimoan sekitar

Rpl,0 tiliun.

Sasaran penerimaan
PBB dan BPHTB lahun
200j sebesar Rp9,9
triliun olat 0,5 persen
dari PDB.

Kebijakan yang di-

tempuh dalam rangka

meningkolkan penei a-

an PBB dan BPHTB.
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Policy measures di bi-

clang PBB yang akan

ditenpuh tliperkirakan

menghasilkaa peneti-

maan sekitar Rpl,0

Sasaran penerimaan

cukai Rp28,0 tillun atau

1,4 persen dari PDB.

Beberapa kebijakan di

bidang cukai yang akan

dilempuh .lala tahun

2003.

Penerintaan pajak
lainnya ditargetkan
Rp2,2 triliun atau 0,1
persen dari PDB.

Peneritnaen pajak

perdagdngafl  lnler-
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peningkatan kualitas petugas pajak m elahi internal control pegawai. Upaya
intensifikasi obyek PBB yang akan ditempuh diantaranya adalah
pener apan e- go ver nm e n t dalam f atrryla mengoptimalkan penggunaan sisten
manajemen informasi obyek pajak (SISMIOP) dan subsistem
pendukungnya. Selain itu, akan dilakukan penerapan sistem teknologi
lainnya sepeftipayment on line system (POS), pelayanan informasi telepon
(PIT), sistem informasi geografis (SIG), dan aplikasi administrasi BPHTB
dengan mempcrgun akanjaringanframe relay danYSAT. Dalam kaitannya
dengan ekstensifikasi PBB akar ditcmpuh upaya peningkatan coverage
ratio darl assessment sale ratio.

Selain itu, tingginya sasaran penerimaan PBB tersebut terkait pula dengan
akan ditempuhnya kebijakan Qtolicy measures) berupa peningkatan
persentase nilai jual kena pajak (NJKP) dari yang semula ditetapkan
antara 20 persen sampai 40 persen menjadi antara 20 persen sampai
50 persen yang diperkirakan akan menghasilkan penerimaan PBB sekitar
Rp1,0 triliun.

Di bidang cukai, penerimaannya dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai
Rp28,0 triliun atau 1,4 persen dari PDB. Hal ini berarti meningkat
Rp4,7 tr i l iun dibandingkan real isasinya pada APBN tahun 2002
yang mencapai Rp23,3 triliun atau I,4 persen dari PDB. Peningkatan
rencana penerimaan cukai tersebut, selain didorong oleh naiknya
produksi barang kena cukai sejalan dengan perkembangan ekonomi, juga
disebabkan oleh berbagai kebijakan yang akan ditempuh di bidang cukai
dalam tahun 2003.

Berbagai kebijakan tersebut diantaranya adalah perubahan strata industri
rokok yang direncanakan berubah dari tiga strata menjadi dua strata, yaitu
industri kecil dan nonkecil, serta perubahan tarif ad valorern menjadi tarif
semi spesdic yang diperkirakan akan menghasilkan penerimaan cukai sekitar
Rp5,0 triliun. Di samping itu, akan dilakukan pula kebijakan peningkatan
pelayanan dalam rangka penyediaan dan distribusi pita cukai. Juga akan
ditempuh bebcrapa kcbijakan lain yang terkait dengan penegakan hukum
di bidang cukai seperti (rJ pemberantasan peredaran rokok polos, rokok
yang dilekati pita cukai palsu dan rokok yang dilekati dengan pita cukai
bukan haknya, ftf pemantauan secara intensif terhadap harga jual eceran
(HJE) barang kena cukai di peredaran, dan (iiy' pengujian tingkat kepahrhan
terhadap peraturan cukai melalui audit.

Selanjutnya, penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2003 diperkirakan
mencapai Rp2,2 triliun atau 0,1 persen dari PDB. Sasaran tersebut lebih
tinggi RpO,7 triliun atau 46,7 persen dibandingkan dengan realisasi APBN
tahun 2002. Peningkatan penerimaan pajak lainnya tersebut diperkirakan
bersumber dari meningkatnya jumlah dan nilai transaksi yang membutuhkan
bea meterai sejalan dengan perkembangan ekonomi, yang tercermin pada
tingkat perhrmbuhan ekonomi dan naiknya tingkat harga. Di samping itu,
berbagai upayajuga akan dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan,
antara lain melalui ekstensifikasi pengenaan bea materai.

Penerimaan pajak perdagangan intemasional, terdiri dari penerimaan bea
masuk dan pajak/pungutan ekspor, Penerimaan kedua jenis pajak tersebut
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dipengaruhi oleh perkembangan impor dan ekspor, besamya tarii dar nilai
tukar rupiah tcrhadap mata uang asing (dolar Amerika Serikat). Sementara
itu, pada sisi lain nilai impor dan ekspor berhubungan erat dengan
perkembangan kondisi perekonomian, kebijakan kepabeanan seperti
fasilitas pembcbasan bea masuk, dan kebijakan di bidang ekspor_
Berdasarkan berbagai hal yang mempengaruhi terscbut, penerimaan
paJak perdagangan internasional dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai
Rp12,4 triliun atau 0,6 persen dari PDB. Jumlah ini berarti mengalami
peningkatan Rp 1,8 triliun atau 17,0 persen dari realisasi dalam APBN tahun
2002 yang mencapai Rp 10,6 tril iun atau 0,7 persen dari PDB.

Dalam tahun 2003, penerimaan bea masuk yang dipungut berdasarkan
Undang-undang Nomor l0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, direncanakan
sebesar Rp12,0 triliun atau 0,6 persen dari PDB. Jika penerimaan tersebut
dibandingkan dengan kondisinya dalam tahun sebelumnya yang mencapai
Rpl0,4 triliun atau 0,7 persen dari PDB, maka terdapat kenaikan 15,0 pcrsen.
Kenaikan tcrsebut selain disebabkan oleh meningkatnya impor sejalan
dengan perkembangan ekonomi dalanr negeri, juga disebabkan oleh
ditempuhnya berbagai kebrjakan di bidang kepabeanan.

Dalam langka mengoptimalkan penerimaan bea masuk, dalam tahun 2003
akan ditempuh upaya untuk meningkatkan pelgawasan, mempcrlancar arus
barang, mcningkatkan perbaikan tatalaksana impor, menyempurnakan
sistem dan prosedur kepabeanan, serla meningkatkan pelayanan. Selain
i tu ,  da lam kai tannya dengan pengawasan d i tempuh kebi jakan
pemberantasan penyclundupan, penerapan kriteria harga yang wajar
dalam pengujian nilai pabcan, peningkatan kualitas data intelijen untr.rk
akurasi nota hasil intehjen dan nota informasi, seda pelaksanaan audit
kepabeanan.

Sementara itu, penerimaan pajak/pungutan ekspor dalam tahun 2003
direncanakan Rp0,4 triliun atau 0,02 persel dari PDB. Jumlah ini, berarti
RpO,2 tril iun atau 100,0 persen lebih tinggi dari realisasinya dalam APBN
lahun 2002.  Pener imaan pajak/pungutan ckspor  d ipengaruhi  o leh
beberapa variabel penting antara lain nilai tukar rupiah terhadap mata
uang as ing terutama dolar  Amer ika Ser ikat ,  vo lume dan narga
patokan ekspor, tarif, dan kebijakan lail di bidang pajak/pungutan ekspor
dalam tahun bersargkutan. Unfuk mengamankan rencana pcncrimaan pajak/
pungutan ekspor tersebut, akan ditempuh langkah (y' intensifikasi
pemungutan dan penagihan terhadap ekspor t i r  yang menunggak,
lir) peningkatan koordinasi monitoring har,ga intcmasional, (lll) pemantauan
dan pengawasan dalam pembayaran pa. jak lpungutan ekspor ,  ser ta
fiu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan cksportir dalam membayarpajak/
pungutan ekspor.

PENERIMAAN NEGARA EUI<AN PAJAI( (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan negara yang
berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA), penerimaan laba BUMN,
dan penerimaan PNBP lainnya. Selama kisis berlangsung, penerimaan ini

nastonal direncunakan

Rpl2,4 tttliun atdu 0,6
pe$e dari PDB

Rencana pe eritt@a

bea fi.tsuk .lolan lahun
2003 nencapai Rpl2,0

lt iltun dlau 0,6 perset

dati PDB.

Bei-bagdi kebi jakan
yang akan ditenpuh

untuk mengop malkak
penerimadn bea masuk.

Pe erinadn pajak/

pu|gutq.n ekspor
ditencanakan Rp0,4

lriliun atau 0,02 persen

dari PDB.

Target PNBP tahun
2003 direncanakan
sebesar Rp82,0 tiliun

57



Bab IV Anggatan Pendapaton dan Belanja Negara Tahun Anggarun 2003

alau 4,2 persen ter-

hadap PDB.

l'eneritnaan SDA nigas

didasarkan aktr bebe-

Penerinnon SDA ttot-

nt igas nlcl iputi  SDA
pertatnbdng umt!tn,

5D.,1 keh ulanan da

SDA perikonan.

Rebijakan di biddng

SDA pettantbangan

banyak dipengaruhi oleh tingkat harga dan tingkat produksi minyak mentah
Indonesia, serta nilai tukal rlpiah, temtama karena sebagian terbesar dari
jenis pencrimaan ini berasal dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas
alarn (migas). Sementala itu, PNBP yang bcrasal dari bagian laba BUMN
kincrja pcnerimaannya relatif rrellLlrun, terkait dengan melambatnya
aktivitas ekonomi karena dampak krisis, Sedangkan PNBP lailnya, yang
terutama bersumber dari berbagai pungutan atas pelayanan yang diberikan
peme ntalr kepada masyarakat oleh beberapa dcpartemen-/lembaga, relatif
stabil. Dalam tahul 2003, dihalapkan kondisi ekonomi rclatif membaik,
sehingga PNBP di luar SDA akan menjadi lebih baik. Sementara itu,
penerimaan SDA akan dipengaruhi oleh asumsi harga minyak mentah,
produksi, dan nilai tukar rupiah tcrhadap dolar Amerika Serikat yang
diperkirakan akar.r terjadi dalam tahun 2003. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, besarnya PNBP dalam APBN 2003 direncanakan sebesar
Rp82,0 tril iun atau 4,2 pelsen dari PDB.

Pencrimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas) dalam tahun 2003
masih mcrupakan sumber PNBP yang cukup penting, dimana sumbangan
pcncrimaan SDA migas terhadap PNBP mencapai 68,5 persen atau
2,9 pcrscn terhadap PDB, Dalam tahun 2003 rencana penerimaan SDA
migas didasarkan pada bcberapa asumsi yang meliputi f, harga rata-rata
minyak rnentah Indonesia di pasar intcmasional sebesar US$22 per barel,
6, tingkat produksi minyak mentah termasuk kondensat yang mcncapai
1,27juta barel per h ari, dan (iii) rata-rata nilaitukar rupiah sebesar Rp9.000,-
pcr dolar Amerika Serikat. Berdasarkan asumsiasumsi tcrscbut, penerimaan
SDA migas dalam tahun 2003 direncanakan akan liencapai Rp56,2 tril iun,
masing-masing belsumber dar i  pcner imaan SDA minyak burn i
Rp39,9 tril iun (2,1 persen terhadap PDB), dan pcnerimaan SDA gas alam
Rp 16,3 tril iLrn (0,8 persen telhadap PDB).

Penerimaan SDA nonniigas, meliputi penerimaan SDA pcrtambangan
umum, SDA kehutanar.r, dan SDA pelikanan. Dalatn tahun 2003, kcbrjakan
yang ditcmpuh dalam rangka nengoptimalkan penerimaanjenis ini meliputi
(y' melanjutkan upaya penycmpurnaan dan pengefektifan peraturan-
peraturan yang berlaku, (il) nelakukan pengawasan di lapangan, scrta
fill) rnelanjutkan upaya pcndelegasitrn secara bertahap kewenangan pusat
kepada daerah dalam rangka meu.ujudkan otonomi riacrah.

Di bidang penerin.raan SDA perlarnbangan umum, dalam rangka mcngclola
potensi penerimaan negara bukan pajak, Pemerintah tems melakukan
langkah-langkah guna mengoptitralkan penerimaan jenis pertambangan
umum. Berbagai kebrjakan yang diternpuh meliputi (rl merlingkatkan
langkah konservasi dan diversifikasi sumber daya mineral dengan tetap
mempelhatikan kondisi lingkungan, (lf mengoptimalkan produksi dan
penyediaan bahan baku mineral, batubara, dan panas bumi dalam upaya
meningkatkan dcvisa, serta (ill] mengembangkan dan menciptakan nilai
tambah dari belbagaijenis SDA pertambangan umum. Selain itu,juga akan
dilakukan langkah-langkah kegiatan lain, seperti penertibanpefiambangan
tanpa izin (Peti), dan monyediakan informasi yang lengkap dan mudah
diperoleh dalam rangka mewujudkan daya tarik investasi dengan melakukan
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upaya invcnlarisasi dan eksploitast sunrber daya mincral, batubara, ganrbut,
dan bitumcn padat. Berdasarkan berbagai kebijakan lersebut dalarr
tahun 2003, penerimaan SDA pertambangau umum direncauakan mencapai
Rp 1,5 tli l iun atau 0,1 perscn dari PDB, Jumlah tersebut meliputi pencrimaan
iuran tctap (landrent) Rp0,05 tli l iurr, dau pcncrimaan iuran eksplolasi dan
eksploitasi (royai4r) Rp 1,4 tril iun,

Di bidang pcnclrmaan SDA kehutanan, kebijakan yang akan ditempuh
Calanr tahun 2003 disamping diarahka untuk mengoptimalkan pcncrtmaan
dari sektor kehutanan, .1uga ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan
hutan yang lestali, terutama dalam langka mcngurangi laju kerusakatt hutan
yang ceuderung meningkat. Dalam hubungan ini, untuk mengoptilnalkan
pcnerirnaan SDA kehutanan, dan sekaligus dalam rangka menguraugi
dampak ncgatif dari pemanfaatan hutan, berbagai kebijakan yang akan
ditempuh dalanr tahun 2003, antara lain neliputi at) penlberantasan
pcncbarrgan liar, lif penanggulangan kebakaran hulan, ftii) melakukan
resh ukturisasi sektor kchu lanan, (ruJ melakukan rehabilitasi dan konscrl asi
kchulanan, serta fv, melaksanakan pcnguatan desenLralisasi kelrutanan.
Berdasarkan kcbijakan dan langkah-langkah yang akan ditcmpuh tersebut,
pener imaan SDA kehutanan dalam tahuu 2003 d i rencanakan
mcucapai Rp1,3 tril iun atau 0,1 pelsen terhadap PDB. Jumlah tersebut
mcliputi dana reboisasi (DIt) Itp0,9 triliul), provisi sumber daya hutan
(PSDH) Rp() ,4 t r i l iun,  dal  iuran hak pengusahaan hutan ( IHPH)
Rp3,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan talget APBN tahun 2002
sebesar Rp3,0 tril iun atau 0,2 pcrsen dari PDB, penerimaan terscbut
mcngalami penumnan Rp 1,7 triliun atau 56,7 pcrsen. Penurunan tersebut,
nrernpakan implikasi dari penerapan kebijaka:n soft landing (pcngurangan
annual allowable cal secala bertahap). Kebijakan tersebut dipandang
penting dalam rangka mengurangi eksploitasi hutan, schingga mampu
mendukung pemulihan kcmbali (recovery) hutan yang rusak. Di samping
itu, kebijakan ini juga diharapkan akan mendorong pemanfaatan sumbcr
daya hutan yang lebih realistis, sehingga mampu mewujudkan pengelolaan
hutan secara lestari,

Di sektor perikanan, langkah yang akan drtempuh pemerintah di samping
diarahkan untuk mengoptimalkan pcncrimaan negara, juga ditujukan untuk
mcwujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bcrkclanjutan. Untuk
itu, berbagai langkah akan ditempuh dalam tahun 2003, yang meliputiantara
lain /r) mer.ringkatkan pemanfaatan dan pcngclolaan sumber daya ikan pada
wilayab perairan potensial, serta melakukan tasionalisasi upaya tangkap
pada perairan padat tangkap, (ir) melakukan pembiraan mutu hasil
perikanan menuju terwujudnya pengclolaan sumber daya ikan yang
bertanggung jawab, (lly' meningkatkan pengawasan dan pengendalian guua
menjamir pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif,
(iv) mengembangkan sistem dan mekanisme hukum dan kelembagaan
nasional maupun intemasional, serta fv) meningkatkan sistcm informasi
kelautan dan perikanan terpadu (SIKPT). Berdasarkan langkah-langkah
kebijakan tersebut, penerimaan SDA perikanan dalam tahun 2003
direncalakan mencapai RpO,4 triliun.

Penerrtnaan SI) 4

kehulanan mengalanl i
penut'unatL disehultkun

pe erapdn kebijakatl

soJi landhg

Pene r i \ nan  S l ) l

penkanan dIrencanakan
mencapai Rp0,4 Lrilir r
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Dalam tahun anggarafi

2003, Penet intah letus

tte I a kukatt u p aya-up aya
p eni tryl,ata n ki nelj a datl

kesehatan BUMN.

PNBP lai nyo dalan

tahun 2003, direncana-

kan scbesat Rpl2,2

h'iltun.

Realisasi hrbalt akan

dilaporkan dalam

Laporan Senesler dan

APBN Perubahan.

Di bidang penerimaan laba BUMN, dalam tahun 2003 pemerintah bertekad
untuk terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dan
kesehatan BUMN, serta meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata
pengelolaan perusahaan yang baik d an sehat (good corporate governance).
Berdasarkan hal tersebut, maka pencrimaan bagian pemerintah atas laba
BUMN direncanakan sebesar Rpl0,4 triliun atau 0,5 persen dari PDB.
Dengan demikian, dalam tahun 2003 penerimaan bagian pemerintah atas
laba BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 12,7 persen
dari total rencana penerimaan PNBP tahun 2003. Jika dibandingkan
dengan rencana penerimaan dari laba BUMN dalam APBN 2002, maka
target penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN dalam tahun 2003
tersebut sedikit lebih tinggi. Hal tersebut antara lain disebabkan (y' sebagian
dari dividen tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan
investasi, mengingat pada tahun 2002 sebagian besar dividen telah
digunakan untuk menuhrp defisit, (irl berkurangnya kepemilikan saham
Pemerintah pada bcberapa BUMN, seperti pada PT Indo Farma dan
PT Kimia Farma, sehingga dividen bagian Pemerintah menjadi berkurang;
( i i i) b,erkw angny a peny ertaan (s hdre) Pemerintah pada beberapa perusahaan
patungan dan beberapa perusahaan y^ng sxdzh go publtc (Tbk), seperti
PT Sucofindo dan PT Indosat.

Dalam tahun 2003 rencana penerimaan negara bukan pajak lainnya (PNBP
lainnya) direncanakan sebesar Rpl2,2 triliun atau 0,6 persen dafi PDB.
Untuk mencapai target PNBP tersebut, pemerintah terus melanjutkan
berbagai upaya peningkatan jenis penerimaan ini dengan melakukan
peninjauan kembali berbagai tarif pungutan di berbagai departemen/LPND
agar sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian, peningkatan
upaya-upaya penarikan tunggakan, serta peningkatan pengawasan dalam
pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas negara.

FTTBAH

Dalam APBN tahun 2003, penerimaan negara dalam bentuk hibah belum
dapat dipastikan besar pencairannya. Walaupun demikian, diharapkan
selama pelaksanaan APBN tahun 2003 penerimaan negara dalam bentuk
hibah dapat dicairkan sesuai dengan beberapa komitmen yang telah
disepakati oleh negara/lcmbaga donor pada tahun-tahun anggaran
sebelumnya.

Real isasi  penerimaan hibah selama ini  sul i t  untuk diproyeksikan
pencairannya, mengingat hal ini sangat tergantung kepada negara,/lembaga
donor pemberi hibah, terutama terkait dengan waktu pencairan, besamya
nilai hibah, serta pihak yang akan menerima hibah. Dalam hal ini, hibah
yang dicantumkan dalam realisasi APBN terutama merupakan hibah yang
ditedma pemerintah dalam bentuk hrnai (in-cash). Dalam pelaksanaan
APBN tahun 2003 apabila terdapat sejumlah hibah yang diterima oleh
pemerintah, maka realisasi hibah tersebut akan dilaporkan dalam Laporan
Semester maupun dalam APBN Perubahan.
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T&bel IV.2
PENDAPATAN NEGAR{ DAN HIBAII

REALISASI APBN 2()()2 DAN APBN 2()()3
(Dalam Triliun Rupirh)

20Q2 ',

Uraian Reali-
sasl

APBN % thd
PDB

Yo thd
PDB

A Pencrimaan Dalam Negeri

l. Penerimaon Perpajakan

1. Pajak Dalam Negeri
a. Pajak Penghasilan

- Migas
- Nonmigas

b. PPN dan PPnBM
c .  P B B
d. BPHTB
e. Cukai
I'. Pajak Lainnya

2. Pajak Perdagangan
Intemasional
a. Bea Masuk
b. Pajak Ekspor

II. Penerirnaan Negara Bukan Pfljak
1, Sumber Daya AIam
2. Bagian Laba BUMN
3. PNBP Lainnya

B. Hibah

299,8 18,6
270,,9 13,1

200,3 t2,4
tut,1 6,3
1'7,2 l,t
84,5 5,2
65,9 4,1
6,3 0,4
1,6 0,1

23,3 | ,4
t , 5  0 , 1

336,2 77,3

254,2 13,1

241,7 12,5
120,9 6,2
14,8 0,8

106,1 5,5
80,8 4,2
7,5 0,4
2,4 0,1

28,0 t,4
2,2 0,1

10,6
10,4
0,2

88,9

9,8
l 3 , 9

0,3

0,'7
0,6
0,0

4,0
0,6
0,9

0,0

12,4 0,6
t2,0 0,6
0,4 0,0

82,0 4,2
59,4 3,1
10,4 0,5
t2,2 0,6

Jumlah 300,2 18,6 336,2 17,3

l) Realisasi scmentara sampai dengan 3l Desember 2002.

ETELANJA NEGARA

A-nggaran belanja negara tahun 2003 dirancang dalarn kerangka konsolidasi
fiskal, dcngan lebih memfokuskan pade upaya untuk mewujudkan secara
bertahap kesinambungan fiskal, seraya memberikan stimulus fiskal
dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Hal ini dimaksudkan untuk
mendorong terciptanya APBN yang sehat, sesuai dengan arah kebrjakan
fiskal yang digariskan dalam GBHN 1999-2004. Dengan demikian,
disamping memperhitungkan kebutuhan anggaran yang benar-benar
diperlukan, penlusunan anggaran belanja negara tahun 2003 juga harus
memperhatikan secara seksama kapasitas dan potensi sumber-sumber
pendapatan negara, serta kemampuan dalam memobilisasi sumber-sumber
pembiayaan anggaran yang ada, baik saat ini maupun di masa mendatang,
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AnpS4oran belanja uega
ra lahun 2003 du cnca

nakan Rp370,6 triltwl

dlau l9,l pefiet1 terha-

dap PDB

tanpa menimbulkan dampak dan beban yang berlebihan (excess burden)
pada AI'BN tahun-talrun berik'utnya.

Berdasarkan penclaahan terhadap berbagai aspek di atas, volume anggaran
belanja negara dalam APBN tahun 2003 direncanakan melcapai Rp370,6
triliun, atau 19,1 persen dari PDB- Jurnlah ini, secara nominal menunjukkan
peningkatan 13,0 persen bila dibandingkan dengan volume anggaran belanja
negara pada realisasi APBN tahun 2002. Sekalipun derlikian, rasionya
terhadap PDB justru menunjukkan perurunan 1,3 persen bila dibandingkan
dengan rasio anggaran belanja negara terhadap PDB dalam realisasi APBN
tahun 2002 yang sebesar 20,4 pcrsen.

Penurunan rasio anggaran belanja negara terhadap PDB ini sesungguhnya
menunjukkan besarnya tekad pcmerintah dalam mengupayakan konsol idasi
fiskal untuk mengendalikan defisit anggaran mcnuju ke arah tercapainya
ketahanan fiskal yang berkesinambungan. Anggaran belanja negara tahun
2003 tersebut terdiri dari anggaran bclanja pemerintah pusat dan anggaran
belania untuk daerah.

'I abel lV.3

DELANJA NECARA
REALISASI APBN 2OO2 DAN APBN 2()O3

(Dsl,n lr i l iun Ruplah)

2002"
Uraian Reali-

sasl
% thd
PDB

APBN % thd
PDB

I. Belanja Pemerintab Pusat

1. Belanja Rutin

2. Bclanja Pembangunan

a. Pembiayaan Rupiah

b. Pembiayaan Proyek

lI. Belanja Untuk Daerah

l. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

2. Dana Otonomi Khusus

dan Penyeimbang

a. Dana Otonomi Kiusus

b. Dana Penyeimbang

229,6

189,3

40,3

27,7

t2,6

98,5

94,8
7 5  O

69,2
0,6

3,1
t,4

14,3

I 1 , 8
t 5

t , 7
0,8

6,r
5,9
1 ,6
4 1

0,04

0,2
0,1
0 ,1

253,7 13,1

188,6 9,7

6s,1 3A

46,2 2,4

18,9 1,0

116,9 6,0

107,5 s,5

2'7 ,9 |,4

77 ,0 4,0

2,6 0,1

9,4 0,s

1,6 0,1
't,8 0,4

Jumlah 328,1 20,4 19,1370,6

l) Realisasi sementala sampai dengal 3l Desember 2002.
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ANGGARAN BELANJA PEMERTNTAH PUSAT

pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam
dan teknologi tinggi yang stlategis, serta konservasi dan standardisasi
nasional,

Dalam AI'BN tahun 2003, volume anggarall belanja pemerintah pusat

dircncanakan sebesar Rp253,7 tril iun, atau l3,l persen terhadap PDB.
Jumlah ini, secara nominal naik 10,5 persen apabila dibandingkan dengan
volume anggaran belanja pemerintah pusat dalam realisasi APBN tahun

pengeluaran pcmbangunan masih tetap dapat ditingkatkan-

PENGELUARAN RUTIN

Dalam APBN tahun 2003, kebijakan alokasi anggaran belanja rutin

masyarakat golongan kecil dan menengah.

Mengacu kepada arah kebijakan tersebut, alokasi anggaran belanja rutin
dalam APBN tahun 2003 direncanakan sebesar Rp188,6 triliun, atau 9,7
pemen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami penurunan
scbesar 0,rl persen bila dibandingkan dengan volume pengeluaran rutin
dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp189,3 triliun. Begitu
pula, rasionya terhadap PDB mengalami penurunan 2,1 perscn bila
dibandingkan dengan rasio pengeluaran rutin terhadap PDB dalam realiasi
APBN tahun 2002 yang sebesar 11,8 perscn. Penurunan ini terutama
berkaitan dengan menurunnya beban anggaran subsidi, dan berkurangnya
beban kewajiban pembayaran bunga utang secara cukup signifikan.

Anggaran belarja pene-

rinlah pusal tliperlukurt

utttuk pembiayaan pe-

nyelen ggcro a n keg iata n

pemef n ld h4n yallg netl-

jadi kewenangan penle-
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2002.



Substdi daldn APBN
tahun 2003, lurun dari
beban subsidi dalam
rcalisasi APBN tahun
2002, yanE terutamd
dipengeruhi oleh betku-
rangnya beban subsidi
BBM.

Dalam APBN tahun
2003 akun dilakukan
kebijakan penyesuaian
harga BBM dalam
negeri tnenjadi 100
persetl darl ha,Ea pasar
(MOPS + 5 penen)

Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggfian untuk berbagai jenis subsidi
direncanakan Rp25,5 triliun, atau 1,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini,
secara nominal turun 36,3 persen bila dibandingkan dengan beban subsidi
dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp40,0 triliun. Begitupula,
rasionya terhadap PDB turun 1,2 persen bila dibandingkan dengan rasio
beban subsidi terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang
besamya 2,5 persen. Penurunan ini terutama berkaitan dengan berlftuangnya
beban subsidi BBM,

Dari keseluruhan beban subsidi dalam APBN tahun 2003, 51,8 persen
diantaranya akan dialokasikan untuk subsidi BBM, yang jumlahnya
mencapai Rpl3,2 triliun, atau 0,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini,
secara nominal turun 57,7 persen bila dibandingkan dengan beban
subsidi BBM yang dianggarkan dalam realisasi APBN tahun 2002 yang
besamya Rp3l,2 triliun. Sementara itu, rasionya terhadap PDB turun 1,2
persen bila dibandingkan dengan rasio beban anggaran subsidi BBM
terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang besamya 1,9 persen.
Ada dua faktor utama penyebab turunnya beban subsidi BBM dalam APBN
tahun2003. Pertama, pengaruh hrunnya harga minyak mentah intemasional
dari US$24,09 per barel yang diasumsikan dalam realisasi APBN tahun
2002 menjadi US$22,00 per barel dalam APBN tahun 2003, dan perkiraan
menguatnya nilai tukar rupiah dari Rp9.31 1,- menjadi Rp9.000,- per dolar
Amerika Serikat. Kedaa, kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri
menjadi  100 persen dar i  harga pasar (MOPS + 5 persen) dar i
semula 75 persen dari harga pasar pada realisasi APBN tahun 2002.
Kebijakan penyesuaian harga ini berlaku untuk semuajenis BBM, dengan
tetap memperhat ikan kemampuan kelompok masyarakat yang
berpendapatan rendah.

Kebijakan penyesuaian harga BBM ini terpaksa ditempuh dalam
rangka penghematan anggaran negara yang masih sangat terbatas,
mengingat subsidi BBM yang selama ini diberikan dinilai kurang tepat
sasaran. Selain itu, harga BBM yang terlalu rendah akan cenderung
mendorong terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam
pemakaian BBM seperti pemborosan pemakaian, penyelundupan dan
pengoplosan jenis- jenis BBM tertentu,  serta menghambat upaya
diversifi kasi dan konservasi energi.

Kebijakan penyesuaian harga BBM tersebut pada dasamya merupakatl
kelanjutan dari pelaksanaan rencana umum (grand stralegrr,) penghapusan
subsidi BBM pada tahun 2004 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas Tahun 2000-2004.

Dengan langkah kebijakan ini, pengeluaran negara untuk subsidi BBM
dapat dihemat sekitar Rp10,0 triliun, sehingga memberikan ruang gerak
yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada
berbagai kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. Di samping itu,
kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri yang lebih s€suai
dengan nilai ekonomisnya itu diharapkan akan dapat meningkatkan
efisiensi perekonomian. Hal ini diharapkan akan terjadi, karena tingkat
harga yang lebih sesuai dengan kondisi pasar akan mendorong
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pemakaian BBM secara lebih hemat, rasional dan efisien. Selain itu, kebijakan
ini juga ditujukan untLrk memnimalkan terjadinya pemborosan dan praktek-
praktek penyelundupan dan pengoplosan BBM, mendukung upaya diversifrkasi
energi, serLa meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya alam.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk subsidi non-BBM dalam APBN tahun
2003 direncanakan sebesar Rp12,3 triliun, atau 0,6 persen terhadap PDB.
Jumlah ini, secara nominal tebih tinggi 39,0 persen dari alokasi subsidi
non-BBM dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp8,8 triliun.
Namun demikian, secara relatif, rasionya terhadap PDB lebih tinggi
0,1perscn bila dibandingkan dengan rasio anggaran subsidi non-BBM
terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang mencapai 0,5 persen.
Kenaikan ini terutama berkaitan dengan naiknya beban subsidi bunga kedit
program dan subsidi lainnya,

Dalam APBN tahLrn 2003, alokasi anggaran rurtuk subsidi bunga kqlitprogrdrn
direncanakan Rp 1,7 hiliun, atau 0, I persen dan PDB. Jurnlah ini, secara nominal
naik cukup tinggi dari realisasi beban subsidi bunga kedit program dalam
APBN lahun 2002 yang sebesar RpO,2 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan
untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas beban subsidi bunga berbagai
skim kredit p(ogram, sebagai konsekuensi atas kebijakan Pemerintah
yang menetapkan suku bmga yang lebih rendah dari tingkat bunga pasar.
Subsidi bunga dimaksud diberikan, baik atas kedit yang pendanaannya berasal
dari eks-kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBD dan pencairan surat utang
pemerintah sebagai penggariti pengembalian KLBI, yang drkelola oleh tiga
badan usaha milik negara (BUMN), yaitu PT Permodalan Nasional Madani
@NM), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia @RI),
maupul yang berasal daribank-bank umum yang ikutserta dalam penyediaan
kedit ketahanan pangan (KKP).

Demikian pula, alokasi anggaran untuk subsidi lishik dalam APBN talun 2003
direncanakan sebesar Rp4,5 triliun, atau 0,? persen terhadap PDB. Jumlah ini
secara nominal naik 9,8 persen dan realisasi beban subsidi listrik dalam APBN
tahun 2002 yang sebesar Rp4,l triliun. Kenaikan beban subsidi ini terutama
disebabkan oleh rencana dilalarkannya revaluasi asset PT PLN pada tahun
2003. Subsidi ini hanya akan diperuntukkan bagi pelanggan listrik tertentu
yang menjadi sasaran subsidi, diantaranya kelompok sosial, rumah tangga,
bisnis dan industri dengzm penggunaan daya listrik di bawah90O volt ampere.
Subsidi diberikan dalam bentuk penetapan tarifdasar Iistrik (TDL) di bawah
biaya produksinya bagi kelompok tersebut, sehingga akan lebih mencerminkan
keadilan dan pemerataan.

Dalam upaya untuk mengurangi beban subsidi listdk, maka sejalan dengan
arah kebijakan penghapusan subsidi pada tahun 2004 sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Propenas, dalam APBN tahun 2003 akan ditempuh kebijakan penyesuaian
TDL secara bertahap ftta-ruta 6 persen setiap triwulan. Implementasi
kebijakan ini akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan,
sehingga TDL benar-benar mencerminkan harga ekonomisnya. Dengan
langkah kebijakan ini, pengeluaran negara untuk subsidi listrik diharapkan
dapat dihernat sekitar Rpl,l triliun.

Anggaran subsidi non-

BBM dq lam APBN
tahun 2003 diren-

canakan Rpl2,3 tiliun

dlau 0,6 perse ter-

hadap PDB.

Dalam APBN tahun
2003 elokasi anggaran
ntuk subsidi buttg.t

bedit program direaca-
nakat Rpl,7 tili n.

Subsidi listrik sebesar
Rp4,5 niliun diberikan
kepado kelompok pe-
langgan llstrlk adlara
lain kelompok sosial,
rumah tangga, b[snis
dan industri di bdwah
900 volt ampere.
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Sebagian dari hasil penghematan anggaran subsidi energi tersebut akan
digunakan secara langsung untuk membantu mengurangi beban kelompok
masyarakat kurang mampu yallg terkena dampak penyesuaian harga BBIU
dan TDL, melalui penyediaan dana kompensasi sosial (DKS) yang
ditan.rpung dalam anggaran pembangunan.

Selain ih.r, Pemerintah juga masih akan tetap menyediakan subsidi pangan
yang ditujukan untuk menjamin distribusi dan ketersediaan beras
dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Langkah ini
dilakukan melalui program beras untuk masyarakat miskin (Raskin).
Progran ini berupa penyediaan beras murah bagi penduduk miskin
yang mekanismenya dilakukan melalui operasi pasar khusus (OPK) beras.
Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran yang direncanakan untuk
prograrn Raskin berjumlah Rp4,7 triliun, atau 0,2 persen dari PDB. Selain
itu,juga dicadangkan anggaran subsidi pangan sebesar Rp133,9 miliar yang
ditampung dalam dana cadangan umum, dan pencairannya menunggu data
jumlah penduduk miskin penerima manfaat per Kabupaten/kota. Junilah
ini diharapkan mampu menjangkau sekitar 9,2 juta kelumga miskin. Masing-
masing keluarga yang menjadi target subsidi tersebut akan menerima 20
kilogram beras per bulan selama 12 bulan. Selain sebagai program yang
bersifat reguler, sebagian dari program ini merupakan salah satu bentuk
kompensasi langsung kepada niasyarakat kurang mampu yang terkena
dampak kenaikan harga BBM dan TDL.

Pos pengeluaran subsidi non-BBM dalam APBN tahun 2003 juga menampung
beban subsidi lainnya yang direncanakan sekitar Rp 1 ,4 triliun, atau 0, I persen
dari PDB. Jumlah ini, sccara nominal mengalami peningkatan yang cukup
tinggi dari beban subsidi lainnya yang ditampung dalam realisasi APBN tahun
2002 yang sebesar Rp0,05 trilirur. Hal ini terutama karena dalam APBN tahun
2003 mendatang, perlu ditampung subsidi pupuk yang besamya diperkirakan
sekitar Rp I ,3 triliun. Beban subsidi ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya
kebijakan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk bagi petani dengan harga
jual pupuk yang lebih teiangkau oleh daya beli petani.

Sementara itu, alokasi anggaran yang direncanakan untuk memenuhi
beban kewajiban pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2003
diperkirakan mencapai Rp82,0 triliun, atau 4,2 persen dari PDB. Jumlah
ini, secara nominal mengalami penurunan 8,8 persen bila dibandingkan
dengan beban bunga utang yang dianggarkan dalam realisasi APBN tahun
2002 yang sebesar Rp89,9 triliun, Demikian pula, rasionya terhadap PDB
mengalami penumnan 1,4 persen bila dibandingkan dengan rasio beban
bungautang terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar
5 ,6 persen. Dari keseluruhan beban bunga utang dalam tahun 2003 tersebut,
sekitar 67 persen diperunhrkkan bagi pembayaran bunga utang dalam negeri,
sedangkan sekitar 33 persen lainnya diperunnrkkan bagi pembayaran bunga
utang luar negeri.

Dalam APBN tahun 2003 , alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang
dalam negeri diperkirakan mencapai Rp55,2 hiliun, atau 2,8 persen dari
PDB. Jumlah ini, secara nominal turun 14,4 persen dari beban anggaran
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pembayaran bunga utang dalam negeri dalam realisasi APBN tahun 2002
yang sebesar Rp64,5 triliun. Begitupula, rasionya terhadap PDB mengalami
penurunan I,2 persen bila dibandingkan dengan rasio pembayaran bunga
utang dalam negeri terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang
sebesar 4,0 persen. Perkiraan pembayaran brurga utang dalam negeri tersebut
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pencapaian kebijakan
pengurangan Jum|ah (outstanding) utang dalam negeri yang dilakukan
dalam tahun 2002 melalui dana hasil penjualan aset negara di BPPN
dan hasil privatisasi BUMN. Kedza, efektivitas beberapa langkah kebijakan
(policy measures) pengelolaan utang dalam negeri yang akan dilakukan
dalam tahun 2003, Kebijakan ini antara lain meliputi rencana penerbitan
T-bill dan T-bond yangjumlahnya mencapai Rp7,7 triliun, serta pembelian
kembali (buy back) obligasi negara. Ketlga, penurunan suku bunga SBI 3
bulan dan rata-rata 15,24 persenper tahun yang diasumsikan dalam realisasi
APBN tahun 2002 menjadi rata-rata 13,0 persen per tahun yang diasumsikan
dalam APBN tahun 2003.

Sementara itu, alokasi anggaran untukpembayaran bungauLang luar negeri
dalam APBN tahun 2003 diperkirakan sebesar Rp26,8 triliun atau 1,4 persen
dari PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami kenaikan 5,5 persen bila
dibandingkan dengan alokasi anggaran yang direncanakan untuk
pembayaran bunga utang luar negeri dalam realisasi APBN tahun 2002
yang besarnya Rp25,4 triliun. Begitu pula, rasionya terhadap PDB
turun 0,2 persen bila dibandingkan dengan rasio pembayaran bunga utang
luar negeri terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar
1,6 persen. Penurunan beban pembayaran bunga utang luar negefi tersebut
antara lain disebabkan (y' perkiraan lebih rendahnya suku bunga
internasional, terutama London Interbank Offered Rate (LIBOR), (ii)
perkiraan menguatnya nilai tukar rupiah dari Rp9.3 I l,- per dolar AS dalam
realisasi APBN tahun 2002 menjadi Rp9.000,- per dolar AS dalam APBN
tahun 2003, serta (iii) dampak penjadwalan kembali pembayaran pokok
dan bunga utang luar negeri dari hasil perundingan Paris Club III.
Pembayaran bunga utang luar negeri tersebut berasal dari beberapa jenis
pinjaman, antara lain bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, kedit
komersial, dan leasing. Dari hasil Parrs Club III, diperoleh penundaan
pembayaran (rescheduling) bunga utang luar negeri sekitar Rp6,5 hiliun
atau ekuivalen US $723 jlta. Rescheduling bunga utang luar negeri tersebut
dicatat pada sisi pembiayaan luar neg err (financing),bersama-sama dengan
rescheduling cicllan pokok utang luar negeri.

Selanjutnya, untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam
APBN tahun 2003 dialokasikan anggaran untuk operasional dan
pemeliharaan, yang ditampung dalam belanja pegawai dan belanja barang.
Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran untuk belanja pegawai pusat
direncanakan Rp50,2 triliun, atau 2,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini,
secara nominal naik 26,4 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran
untuk belanja pegawai pusat yang direncanakan dalam realisasi APBN tahun
2002 yang sebesar Rp39,7 triliun. Demikian pula, rasionya terhadap PDB

tiliun, atau 2,8 pe$en

dai PDB.
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angaronu&gritM
pensiuE

m}Qt persen bila dibandingkan dengan rasio belanja pegawai terhadap
PIB dahn r€alisasi APBN hhur 2002 yang sebemr 2,5 persen. Peningkatan
bttan bel,anja pegawai dalarn APBN tahun 2003 tersebut terutama berkaitan
.lewnr naihya alokasi mggaran untuk gaji dan pensiun, serta uang makan
dm huk paEk.

Ilalm APBN tahrm 2003, alakasi anggaran untuk gaji dan pensiun
diracanakan Rp4l,4 triliun, atau 2,1 persen dari PDB. Jumlah ini,
scra norninal naik 281 persen bila dibandingkal dengan alokasi anggaran
grji &'n p€nsilm dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp32,3
tilirn- Begitu pnla, rasionya terhadap PDB meningkat 0,1 persen bila
diMingke d€ngm rasio anq€aran gaji dan pensiun terhadap PDB dalam
rcelilasi AFBN labrm 2fi)2 yang sebesar 2,0 persen. Peningkatan anggaran
gpji dan peosiun ini disebabkan oleh beberapa faktor. Perlama,
Abomaq"a lambahan mBgaran untuk menampung rencana kenaikan
gaji pegawai negeri sipil, anggota TNVPolri dan pensiunan sebesar rata-
rala l0 persen; kenaikm trmjangan tenaga kependidikan untuk guru sebesar
50 persen; dan pcnyesuaian bcberapa tunjangan fungsional lainnya yang
selma ini belum dinaikkm. Kedua, danya rencana penambahan pegawai
ncgeri sipit pusat yang bdu khususnya guru, tenaga mediVparamedis, dan
alr+eda TNIlPolri selcitar 5E nibu orang. Kenia, diperlukannya tambahan
n'ugum untuk menarnprmg kenaikan pangkaf/golongan dan kenaikan gaji
l*.ftrlz (acress). Keempr, adanya perubahan sianng pembayaran pensiun
elfral perubahan skala gaji pokok yang dibiayai dari APBN dan PT Taspen.

Shmcrtda it!4 &Im APBN 2003, alokasi anggaran untuk tunjangan b€ras
dircfcamakm RpI,6 tilirm atau 0,I persen teftadap PDB. Jurnlah ini, secara
minal naik 14,3 persen dari beban anggaran tunjangan beras dalam
reatrisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rpl,4 triliun. Peningkatan
allggsan ini tenrtarna berkaitan dengan adanya rcncana kenaikan harga
beras sebagai dasar perhitungan besarnya tunjangan beras.

Dalm AIBI{ 2fi}3, alokasi anggafim uutuk uang makan dan lauk pauk
dir€mcilakm Rp3J triliun, atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini,
eEsara nosinal nar]( 29,6 perse,r dari beban anggaran uang makan dan lauk
pauk daliam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp2,7 triliun.
Pedng&atarD mggaEn ini t€rutama berkaitan dengan adanya renoana
gmyesnaiao bemmya uang makan dan lauk pauk bagi anggota TNI dan
Pohi sekitar 20 perse4 yaitu dari Rp 12.500,- menjadi Rp 15.000,- per orang
per- hari.

Dalanr pada itu, rasio anggaran untuk lainlain belanja pegawai dalam
negeri daa belanja pegawai luar negeri terhadap PDB hampir tidak
nEnqalani perubahan bila dibandingkan dengan rasio masing-masing
*orymen pcngeluom tersebut terhadap PDB dalarn realisasi APBN tahun
ffXY2, yailu nosing-masing sekitar 0,1 persen. Dalam APBN tahun 2003,
alolasi mggammtuk lain-lain belanja pegaryai dalam negori dan belanja
pegre.ai hd dgcri a6ing-masing dircncanakan RP2,2 triliun dan
RplSfilim-
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Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran untuk belanja barang
direncanakan sebesar Rp 15,4 triliun, atau 0,8 persen dari PDB. Jumlah ini,
secara nominal naik 22,2 persen dari beban anggaran belanja barang dalam
realisasi APBN tahun 2002 sebesar Rp12,6 triliun. Sebagian besar (sekitar
92 persen) dari anggaran belanja barang tersebut digunakan untuk belanja
barang dalam negeri, sedangkan sisanya (sekitar 8 persen) digr'rrakan untuk
belanja barang luar negeri.

Dalam APBN tahun 2003, alokasi belanja barang dalam negeri direncanakan
Rpl4,2 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal
naik 20,3 persen dari beban anggaran belanja barang dalam negeri dalam
realisasi APBN tahun 2002. Kenaikan alokasi anggaran belanja barang
dalam negeri tersebut akan digunakan antara lain unhrk menampung rencana
kenaikan biaya perjalanan dinas pada seluruh departemen/LPND, pengadaan
sarana kerja, biaya langganan daya dan jasa, serta memenuhi biaya
pemeliharaan berbagai aset negara dan hasil pembangunan.

Semcntara itu, alokasi anggaran belanja barang luar negeri dalam
APBN tahun 2003 direncanakan Rpl,2 hiliun atau 0,1 persen terhadap PDB.
Jumlah ini, secara nominal naik 50 persen dari beban anggaran belanja
barang luar negeri dalam realisasi APBN tahun 2002, Alokasi anggaran
tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung kegiatan opcraslonal
kedutaan besar dan kantor-kantor perwakilan pemerintah RI di berbagai
negara sahabat.

Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggatan untuk pengeluaran rutin lainnya
dircncanakan Rpl5,5 triliun, atau 0,8 persen dari PDB. Jumlah ini, secara
norninal naik 118,3 persen dari alokasi pengeluaran rutin lainnya dalam
realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp7,l triliun. Begihr pula, rasionya
terhadap PDB mengalami peningkatan 0,4 persen bila dibandingkan dengan
rasio anggaran pengeluaran rutin lainnya terhadap PDB dalarn realisasi
APBN tahun 2A02 yang sebesar 0,4 persen. Pelingkatan beban anggaran
ini antara lain disebabkan, pertama, menampung biaya persiapan
penyelenggaraan Pemilu 2004 sekitar Rp2,3 triliun. Xedtra, kenaikan dana
cadangan umum/tanggap darurat dari Rp3,2 hiliun dalam realisasi APBN
tahun 2002 menjadi Rp8,3 triliun dalam APBN tahun 2003. Adapun
anggaran pengeluaran rutin lainnya antara lain menampung pengembalian
dana reboisasi (untuk pelaksanaan reboisasi), pembayaran jasa surveyor,
pembayaran tunggakan dan klaim pihak ketiga, biaya perawatan beras
Bulog, tunjangan kesehatan veteran nontuvet, cadangan tunjangan beras'
bebas porto/jasa pos dan giro, dan kontribusi pemerintah pada PT Askes.
Sementara itu, dana cadangan umum/tanggap darurat akan digunakan
untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang berada diluar perkiraan
normal, seperti bencana alam, kerusuhan, dan tidak tercapainya rencana
tindak dengan implementasi seperti yang direncanakan dalam APBN
tahun 2003.

Gambaran yang lebih rinci mengenai rencana anggatan belanla rutin dalam
tahun anggatan 2003, disajikan dalam Tabel IV.4.
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Tabel IV.4

PENGELUARAN RUTIN,
REALISASI APBN 2002 dln APBN 2003

(Dolon Trluutr Ruphh)

2002'l
Reali- % thd
sasi PDB

APBN % thd
PDB

L

2 .

3 .

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Pembayaran Bunga Utang
a, Dalam Negeri
b. Luar Negeri

39,7

12,6

89,9

50,2
l 5  4

82,0

2,6

0,8
A )

, {

0,8

4,0
1,6
? {

1,9
0,5

0,4

55,2 2,8
26,8 1,4

, 5 5  l 1

t3,z 0,7
tz,3 0,6

15,5 0,8

64,5
' ) \  L

40,0

8,8

1 l

4. Subsidi
a. BBM
b. Non-BBM

5. Pengeluaran Rutin Lainnya

Jumlah

l) Realisasi sementara sarnpai dengan 3l Desember 2002,

PENGEL UARAN PEMBANG UNA N

Anggaran belanja pembangunan pemerintah pusat diarahkan untuk
memenuhi dua kebutuhan. Pertama, sesuai dengan semangat otonomi
daerah, pengeluaran pembangunan yang dikelola pemerintah pusat
digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung
jawab dan wewenang pemerintah ptsat. Kedua, anggaran pembangunan
yang dikelola oleh pemerintah pusat juga digunakan untuk pemerataan
pernbangunan antardaerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang secara gradual akan ditingkatkan proporsinya, khususnya
dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini,
alokasi dana yang dikelola pemerintah pusat ditujukan untuk mengisi
kesenjangan berbagai proyek yang dilaksanakan di berbagai daerah,
khususnya daerah yang potensi fiskalnya lebih rendah, supaya secara
bertahap dicapai keserasian tingkat kesojahtoraan antarwilayah dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Dalam tahun 2003, alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan
ditetapkan mencapai Rp65,l triliun, atau 3,4 persen terhadap PDB. Jumlah
ini, secara nominal menunjukkan peningkaian'61,5 persen bila dibandingkan
dengan realisasi anggaran pembangunan tahun 2002. Sedangkan secara
relatif, rasionya terhadap PDB menunjukkan peningkatan 0,9 persen bila
dibandingkan dengan rasio realisasi pengeluaran pembangunan torhadap
PDB dalam tahun 2002 yang sebesar 2,5 persen. Sumber pembiayaan untuk
memenuhi kebutuhan pengeluaran pembangunan tahun 2003 tersobut

9,1188,611,81E9J

Angaran pembangunan
yang dikelola peme-
intah pusat diarchl@n
untuk memenuhi dua
kebutuhan.

Pengehuran pembangu-
nan dalam tahun 2003
ditetapkan 3,4 persen
terha.lap PDB.
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direncanakan berasal dari pembiayaan rupiah 7 1,0 persen dan dari pinjaman
proyek 29,0 persen.

Alokasi anggaran pembangunan yang bersumber dari pembiayaan rupiah
dalam APBN tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp46,2 triliun, atau sekitar
2,4 persen terhadap PDB, Jumlah ini, secara nominal meningkat 66,8 persen
dari realisasi anggaran pembangunan rupiah (murni) tahun 2002 yang
berjumlah Rp27,7 triliun. Sementara ihr, secara relatif, rasionya terhadap
PDB meningkat 0,7 persen bila dibandingkan dengan rasio pembiayaan
rupiah terhadap PDB tahun 2002 yang sebesar 1,7 persen.

Pcningkatan alokasi pembiayaan rupiah yang cukup besar tersebut dimaksudkan
selain untuk memberikan stimulus fiskal yang lebih besar bagi perekonomian
Indonesia" juga sekaligus untuk mengimbangi turunnya investasi swasta sebagai
akibat dari tragedi Bali Oktober 2002. Stimulus fiskal tersebut akan
diprioritaskan penggunaannya bagi pembaagrman infirashuktur dan penanganan
scktor-seklor ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta
peningkatan pertahanan dan keamanan dalam negcn.

Bagian terbesar dari alokasi anggaran pembangunan rupiah (mumi) dalam
APBN 2003, yaitu 98,9 persen atau mencapai Rp45,7 triliun akan digunakan
untuk membiayai pelaksanaan proyek-proyek yang dikelola oleh
departemen/lembaga di berbagai sektor yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan
departemer/lembaga tahun 2002, jumlah ini menunjukkan peningkatan 67,0
persen. Alokasi pembiayaan departemen/lembaga tahun 2003 tersebut
mencakup pula dana keperluan pengungsi sebesar Rpl,9 triliun, yang akan
ditampung di bidang kesejahteraan sosial Rp0,9 triliun, kesehatan Rp0,1
triliun, pendidikan RpO,2 tnliun, prasarana permukiman RpO,4 triliun, serta
tenaga kerja dan transmigrasi Rp0,3 triliun,

Di samping itu, dalam tahun 2003juga dialokasikan dana kompensasi sosial
bagi program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi (PPD-
PSE) Rp3,9 triliun atau 0,2 persen lerhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal,
mengalami peningkatan 34,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi
anggaran untuk dana kompensasi sosial tahun 2002. Sedangkan, rasionya
terhadap PDB sebesar 0,2 persen, atau sama dengan rasio dana PPD-PSE
terhadap PDB tahun 2002 yang juga sebesar 0,2 persen. Pengalokasian
anggaran bagi dana kompensasi sosial tersebut dimaksudkan untuk
memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang terkena dampak
langsung dari kebijakan pengurangan subsidi energi, Anggaran tersebut
mencakup dana kompensasi sosial untuk bidang pendidikan Rp1,9 triliun,
kesehatan dan kesejahteraan sosial Rp 1,1 triliun, pangan (OPK beras untuk
masyarakat miskin) RpO,5 triliun yang akan ditampung dalam pengeluaran
rutin, transportasi Rp0,l9 triliun, air bersih Rp0,25 triliun, kredit miko
RpO,l5 tr i l iun, pemberdayaan masyarakat pesis ir  RpO,l2 t r i l iun,
penanggulangan pengangguran RpO, I triliun, pengadaan alat kontrasepsi
Rp0,l triliun, dan monitoring dan evaluasi UPM (Unit Pengaduan
Masyarakat) RpO,075 hiliun.

Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan yang bersumber dari
pinjaman proyek dalam APBN 2003 ditetapkan Rp18,9 triliun, atau sekitar

Anggqlat pembiayaan
rupiah ditetapkan
Rp46,2 t/ i l iun, qtsu

sekitar 2,4 petsen
terhadap PDB.

Kebijaka pemberian
stimulus Jiskal dalam
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ngunan 2003.
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Rp18,9 triliun, atau 1,0
persen terhadap PDB.
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kasi pengeluar.tn pen-

bangunan tahun 200j

Alokasi pengeluaran

petnba gunanjuga akan

diupoyakan untuk nrcn-

d k ng petlcapaian

prioritas penbangufian

nasionol tahun 2003.
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garan belanja pefi-
bangunan cukup besar
dalam tahun 2003

1,0 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami kenaikan
50,0 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan yang
bersumber dari pinjaman proyek tahun 2002 yang sebesar Rp 12,6 triliun,
Begitupula, rasionya terhadap PDB meningkat 0,2 persen bila dibandingkan
dengan rasio pirlaman proyek terhadap PDB tahun 2002 yang sebesar 0,8
persen.

Memperhatikan ketersediaan anggaran pembangunan yang masih relatif
terbatas, kebijakan alokasi anggaran pembangunan tahun 2003 akan
diprioritaskan terutama unhrk hal-hal sebagai berikut. Pertama, kegiatan-
kegiatan yang penting dan bersifat mendesak unhrk segera dilaksanakan
dalam tahun 2003. Kedua, proyek-proyek yang mempunyai dampak luas
dalanr upaya per)ciptaan dan peningkatan kesempatan kerja. Ketiga,
melanjutkan penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan, sehingga
dapat segera nremberikan manfaat bagi masyarakat luas- Keempat,prcyek-
proyek yang dapat dengan cepat berfungsi dan menghasilkan manfaat bagi
masy arakat. Kelima, penciptaan keseimbangan pembangunan antardacrah,
Keenam, penycdiaan biaya operasional dan peneliharaan bagi berbagai
prasarana dan sarana umum yang telah ada, sehingga dapat terus berfungsi
dengan baik. Ketujuh, penyediaan dana pendamping bagi pelaksanaan
proyek-proyek berpinjaman luar negeri yang sedang belalan, sehingga dapat
memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan penyerapan dana
pinjanan Iuar negeri yang sudah ada dalam pipeline. Kedelapan,
penanggulangan berbagai akibat terjadinya bencana alam dan kerusuhan
sosial.

Kebrjakan alokasi anggaran pembangunan tersebut diharapkan akan dapat
mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2003,
yang meliputi: pertama, peningkatan penanggulangar kemiskinan dan
jarninan ketahanan pangan. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya
mantsia. Ketiga, pemantapan stabilitas ekonomi dan kerangan. Keenpat,
percepatan restrukturisasi utang dan privatisasi perusaha an negara- Kelima,
perluasan kesempatankela. Keenam, peningkatan penegakan hukum dan
sistem peradilan yang transparan dan konsisten. Ketujuh, peningkatan
pembangunan daerah melalui otonomi daerah dan pemberdayaan
nrasyarakat. Kedelapan, persiapan pelaksanaan Pemilu 2004 yang lebih
demokratis. Kesembilan, pemantapan persatuan dan kesatuan, serta
ketertiban umum. Kesepuluh, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana dasar penunjang pembangunan ekonomi. Kes ebelas, penerapan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Dalam implementasinya,
kebijakan tersebut akan ditempuh dalam bentuk intervensi anggaran di
berbagai sektor.

Berdasarkan arah kebijakan dan skala prioritas nasional sebagaimana
diuraikan di atas, dalam tahun 2003 terdapat sektor-sektor yang mendapat
alokasi anggaran belanj a pembangunan cukup besar. Sektor-sektor tersebut
antaralatn adalah (i) sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan
olahraga; (ir) sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
(llr) sektor transpoftasi, meteorologi dan geofisika; (lv) sektor pertahanan
dan keamanan; serta (v) sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan
pemberdayaan perempuan.
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Dalam APBN tahun 2003, sektor pendidikan, kebudayaan lasional, pemuda
dan olahraga ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan
Rp15.058,1 miliar. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan
sebesar 41,1 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran sektor ini
tahun 2002, Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk
subsektor pendidikan Rp 14.138,8 miliar, subsektor pendidikau luar sekolah
Rp634,6 miliar, subsektor kebudayaan nasional Rpl13,7 miliar, serta
subsektor pemuda dan olah raga Rp 171,0 miliar,

Di subsektor pendidikal, alokasi anggaran pembangunan akan diarahkan
tcrutama untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan, khususnya dalam rangka melanjutkan upaya
penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, Kegiatan
pokok yang akan dilaksanakan dalam tahun 2003 antara lain meliputi
rehabilitasi, revitalisasi, dan regrouping SD-MI, penambahan ruang kelas
baru, trnit sekolah baru, pembangunan satuan pendidikan khusus seperti
SD Satu Guru dan SLTP/MTs Terbuka, serta pemberian beasiswa kepada
siswa yang berasal dari keluarga kurang manipu. Di samping itu, dalam
upaya peningkatan pcmerataan pendidikan, anggaran pembangunan akan
digunakan antara lain untuk upaya penghapusan buta aksara, terutama bagi
kelompok usia produktif dan pendidikan bagi anak usia dini. Sementara
itu, dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan untuk
semua jalur, jenis dan jcnjang pendidikan, anggaran pembangunan akan
digunakan antara lain untuk penyernpurnaan k-urikulum, pen)rusunan standar
pelayanan minimal, pengadaan guru kontrak dalam rangka mengatasi
kekurangan guru di daerah, serta peningkatan kualitas guru dan tenaga
kependidikan lainnya, Hal yang terakhil ini akan diternpuh dcngan
memberikan bcrbagai pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesej ahteraan,
penyediaan buku pelajaran, alat peraga dan pendidikan lainnya, serta
pengembangan pendidikan kecakapan lni&:p (life skill education).
Di sarnping itu, anggaran pembangunan subsektor pendidikan juga akan
digunakan untuk memantapkan desentralisasi pendidikan dan pengelolaan
pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat melalui pengembangan
Dewan Pendidikan di tingkat kabupaterVkota dan komite sekolah di unit
pendidikan, menyediakan dana bantuan dalam bentuk hibah atau imbal
swadaya kepada kabupaten/kota dan uni t -uni t  pendidtkan,  ser ta
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menbangun pendidikan
nasional.

Di subsektor kebudayaan nasional, alokasi anggaran pembangunan akan
digunakan antara lain untuk meningkatkan apresiasi budaya dan n.rerekatkan
persatuan bangsa melalui pranata-pranata sosial yang ada di masyarakat,
serta penyuluhau kesadaran sejarah dan budaya di kalangan generast muda.
Selain itu, anggaran subsektor inijuga akan dialokasikan untuk pelestarian
peninggalan sejarah, purbakala, dan cagar budaya; pemberian bantuan
operasional bagi museum-museum negafa dan fasiliras kebudayaan di
daerah; serta pengembangal penasyarakatan perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat,
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Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp4.730,9 miliar.
Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 67,2 persen bila
dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk sektor tersebut tahun 2002.
Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor
pertanian Rp3.300,1 miliar, subsektor kehutanan Rpl94,3 miliar, serta
subsektor kelautan dan perikanan Rp1.236,5 miliar.

Di subsektor pertanian, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan
terutama untuk penyediaan dan pencadangan bahan pangan, khususnya
dalam upaya penyediaan kebutuhan pokok unhrk keluarga miskin. Selain
ihr, dalam rangka pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, alokasi
anggaran pembangunan sektor tersebut juga akan diarahkan untuk
mendukung kegiatan pengembangan agribisnis bagi masyarakat pedesaan
dan masyarakat sekitar hutan, terutama hutan konservasi, serta kegiatan
pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan, dan pengembangan
sumber daya perikanan bagi masyarakat nelayan.

Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, anggaran pembangunan
subsektol pertanian akan digunakan antara lain untuk penyediaan kecukupan
pangan masyarakat, pengembBngan usaha bisnis pangan yang kompetitii
pengembangan kelembagaan pangan yang dibangun dari masyarakat, serta
penanggulangan kemiskinan.

Di subsektor kehutanan, alokasi anggaran pembangunan akan diarahkan
terutama untuk pembcrantasan penebangan liar (illegal logging),
penanggulangan kebakaran hutan, pengendalian konservasi kawasan hutan,
restrukturisasi industri dan kelcmbagaan kehutanan, rehabilitasi hutan dan
lahan kitis, konservasi kawasan lindung, desentralisasi pengelolaan hutan,
serta pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan. Di samping itu, anggaran
pembangunan subsektor ini juga akan dialokasikan untuk pembangunan
hutan tananan, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, dan agroforestry,
pengembangan wanawisata, serla peningkatan efi siensi dalam pembalakan.
Selanjutnya alokasi anggaran pembangunan subsektor ini juga akan
dimanfaatkal untuk pengembangan Iptek sumber daya hutan, peningkatan
profesionalisme sumber daya manusia, fasilitasi penyuluhan kehutanan,
peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran peratuan kehutanan,
serta perencanaan pembangunan kehutanan nasional.

Sementara itu, di subsektor kelautan dan perikanan, alokasi anggaran
pembangunan akan diprioritaskan untuk (y' meningkatkan pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan per ikanan;
(lr) pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
(iii) pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidayaan ikan melalui
peningkatan kegiatan ekonomi produktif yang ierkait langsung dengan
kehidupannya. Di samping itu, anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan
untuk f, pengembangan plasarana dan sarana penangkapan ikan;
(lr) pengembangan balai dan stasiun karantina ikan; serta (iii) pelaksanaan
riset dan rekayasa teknologi kelautan dan perikanan. Demikian pula,
anggaran pembangunan subsektor kelautan dan perikanan juga akan
digunakan untuk (y' pengembangan sistem informasi kelautan dan perikanan
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bagi dunia usaha, daerah dan masyarakat; (lf peningkatan sumber daya
manusia dan penguatan kelembagaan baik di pusat dan di daerah melalui
pendidikan dan pelatihan; selta (ilr) pengkajian kebijakan kelautan.

Dalam rangka menjamin ketahanan pangan, pembangunan bidang
pertanian akan d idukung dengan penbangunan b idang pengai ran.
Berkaitan dengan itu, dalam tahun 2003 sektor pengairan ditetapkan
memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp4.763,6 miliar, Jumlah ini,
secara nominal mcngalami peningkatar sekitar 66,4 persen apabila
dibandingkan dengan realisasi anggaran pcmbangunan sektor pengairan
tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk
subsektor pengembangan dan pengelolaan pengairan Rp2.l8l,8 miliar, serta
subsektor pengembangan dan pengelolaar sumber-sumber air Rp2,581,8
miliar.

Alokasi pengeluaran pembangunan sektor pengairan akan digunakan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan pokok, yang mcliputi: {rJ pemeliharaan dan
rehabi l i tas i  jar ingan i r igas i / rawa pr imer,  sekunder dan waduk;
(lr) pengembangan jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan
prasarana pengendalian banjir; (il, pernbangunanjaringan irigasi baru pada
areal sawah tadah hujan, dan areal yang telah tersedia air irigasinya sebagai
hasil dari pembangunan sebelumnya; scrta (iv) pelaksanaan kegiatan-
kegiatan pengelolaan sumber-sumber air.

Selanjutnya,  untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan
pemelihfiaan sarana dan prasarana dasar penunjang pembangunan ekonomi,
sektor transportasi, meteorologi dan geofisika ditetapkan memperoleh
alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp9.052,1 miliar. Jumlah inr secara
nominal meningkat 77,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi
anggaran pembangunan untuk sektor transportasi, meteorologi dan geofisika
tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk
subsektor prasarana jalan Rp4.593,7 miliar, subsektor transportasi darat
Rp1.889,2 miliar, subsektor transpofiasi laut Rp1.306,5 miliar, subsektor
transportasi udara Rp I . I 75,2 miliar, sefta subsektor meteorologi, geolisika,
pencarian dan penyelamatan Rp87,5 miliar.

Alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi, meteorologi, dan
geofisika akan digunakan antara lain untuk: (, nempefiahankan tingkat
pelayanan untuk memenuhi standar teknis pelayanan transportasi, baik
tingkat kcsclamatan, kelancaran, keny.lmananr serta peningkaun jangkauan
pelal anan transportasi secara efisien dn meruta; (ii) melanjutkan program
rcformasi sektor transportasi, terutama untuk meningkatkan akuntabilitas
kelembagaan, peraturan dan pendanaan, termasuk pendanaan yang
bersumber daripinjaman luar negeri; (iiy' peningkatan kapasitas prasarana
transportasi yang diprioritaskan untuk daerah-daerah yang permintaan jasa
transportasjnya meningkat, tanpa mengorbankan upaya pemeliharaan dan
operasi sarana dan prasarana transpofiasi, agar dapat memberikan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan dan keselamatan transportasi; serta
(iv) upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi kepada
masyarakat mclalui penyediaan kcbutuhan subsidi hansportasi perintis di
wilavah temencil.

Anggaran pembangunan

sektor pengalrdn di-

letaplcan Rp4,763,6

Prioritds penggunqan

pengeluaran pemba-

ngunan sektor pe-

ngairan,

Anggaran pembangunan

seklor transporlasi,

meteorologi dan geo-

fisika ditetapkqn

Rp9.052,1 niliar.

Priofitas penggunaarl

pengeluaran pembo

ng\non sektor trsns-

portq,s i, me! eo rol ogi d dh

geoJisika.

7:.



llrtb 1V Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarq Tahun Anggaran 2003

4 t t gga nl I t Pe H Da I )gun 4 n

:tektor pertahanan dan

kcontanan ditetapk0n

llpT 191 | nutiar

Prioritas pctlggunaon

Peltgetuat at l  pentDa-

ngunun suDseKlot per

Ptiot itas penggu aa

pengeluaran pemba-

ngullutt subsektor ke-

Anggdrdn pemDa gutlat1

sektor kesejahleraan

sosial, kesehata , dan

pentherdayaan perem-

puan ditetapka/l

fu6.594,0 niliar.

Prioritas penggufidan

pengeluaran pemba-

ngunan subsektor ke-

sejahteraan sosial.

Dalam APBN tahun 2003, sektor pertahanan dan keamanan ditetapkan
memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp7.191,1 miliar.
Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor
per lahanan dan keamanan tahun 2002,jumlah ini, secara nominal mengalami
peningkatan sekitar 170,7 persen. Anggaran tersebut akan dialokasikan
masing-masing untuk subsektor pertahanan Rp5. I66,5 miliar, dan subsektor
keamanan Rp2.024,6 miliar.

Di subsektor petahanan, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan
terutama untuk meningkatkan kemampuan TNI dalam upaya
mempedahankan kedaulatan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia Q,'JKRI). Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam tahun
2003 meliputi antara lain ft pen),usunan dan penyempumaan piranti lunak
untuk pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan TNI seperti
penjabaran UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
lii) pembangunan personil, baik untuk mempertahankan kekuatan yang
menumn akibal penyusutan, maupun dalam rangka mengisi formasi;
fif pembangunan materiil, yang diutamakan untuk pemeliharaan materiil
yang sudah ada guna mewujudkan kesiapan operasional satuan; serta
(lul pembangunan fasilitas melalui peningkatan kelayakan fasilitas
pangkaladperkantoran, lembaga pendidikan, serta fasilitas peralatan dan
penduk'ung lainnya.

Di subsektor keamanan, alokasi anggaran pembangunan akan dimanfaatkan
antara lain untuk f, meningkatkan penyelenggaraan fungsi-fungsi
operasional dan fungsi pembinaan Polri dalam pelaksanaan tugas;
(lr,) menata sikap mental dan perilaku Pohi; (iii) melanjutkan pembangunan
kekuatan Polri secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan personil,
materiil, dan fasilitas yang memadai; (lv) meningkatkan upaya penegakan
hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana; (v) meningkatkan
kerjasama dalam memerangi terorisme; (vi) mencegah, menindak, dan
menyelesaikan kasus-kasus fansrrdtiond.l crime; serta(vry' mempersiapkan
pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2004.

Selanjutnya, sektor kesejahteraan sosialr kesehatan, dan pemberdayaan
perempuan ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan
sebesar Rp6.594,0 miliar. Jumlah ini, secara nominal, mengalami
peningkatan sekitar 27,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi
anggaran pembangunan sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan
pemberdayaan perempuan tahun 2002. Anggaran ini akan dialokasikan
masing-masing untuk subsektor kesejahteraan sosial Rp 1.732,4 miliar,
subsektor kesehatan Rp4.800,3 miliar, dan subsektor pemberdayaan
perempuan Rp6l ,3 miliar.

Di subsektor kesejahteraan sosial, alokasi anggiuan pembangunan akan
diarahkan terutama untuk meningkatkan pelayanan kesej ahteraan sosial bagi
penduduk miskin, anak terlantar, anakjalanan, lanjut usia, penyandang cacat,
tuna sosial, serta korban bencana alam dan bencana sosial. Hal ini akan
dilakukan melalui peningkatan profesionalisme, perluasan pelayanan
kesejahteraan sosial, dan peningkatan peran aktif masyarakat.
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Di subsektor kesehatan, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan
antara lain untuk meningkatkan mutu dan j angkauan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan, terutama bagi penduduk miskin. Kegiatan pokok yang
akan dilalrukan dalam tahun 2003 meliputi antara lain peningkatan dalam
bidng (i) pemberantasan penyakit, baik menular maupun tidak menular,
dan imunisasi; (ii) caktpan dan mutu pelayanan kesehatan dasar;
(iii) marrajemer pelayanan kesehatan rujukan; (iv) pengintegrasian
pelayanan rumah sakit dalam sistem kesehatan kabupate kota; serta
(v) penl,uluhan gizi masyarakat. Di samping itu, anggaran pembangunan
subsektor inijuga akan digunakan untuk penanggulangan masalah gizi pada
balita; kekurangan energi kronik pada usia subur termasuk ibu hamil dan
ibu nifas; anemia gizi besi, terutama pada ibu hamil; gangguan akibat kurang

progam kesehatan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,
perhatian juga semakin ditingkatkan terhadap sektor kependudukan dan
keluarga, sektor agamar serta sektor ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam APBN tahun 2003, seltor kependudukan dan keluarga ditetapkan
memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp450,9 miliar.
Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor
kependudukan dan keluarga tahun 2002, jumlah ini, secara nominal

advokasi, serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB bagi
masyarakat.

Sementara itu, sektor agama ditetapkan memperoleh alokasi anggaran
pembangunan Rpl33,5 miliar. Jumlah ini, secara nominal, mengalami
peningkatan sekitar 9,6 persen bila dibandingtan dengan realisasi anggaran
pembangunan sektor agama tahun 2002. Anggaran tersebut akan
dialokasikan masing-masing untuk subsektor pelayanan kehidupan
beragama Rp75,4 miliar, dan subsektor pembinaan pendidikan agama
Rp58,l miliar.

Alokasi anggaran pembangunan sektor agama akan digunakan antara lain
untuk (, melingkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama
dalam melaksanakan ibadah; /ir,l meningkatkan partisipasi masyarakat
dalampenyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama;
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(dry' meningkatkan pemahaman dan pengalnalan ajaran agama bagi setiap
individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggan negam; fr, memperkuat
dasar-dasar kerukunan hidrrp inter dan antar umat beragama; serta
(v,) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan hadisional keagamaan.

Dalam APBN hhun 2003, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ditetapkan
memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rpl.I123 miliar. Apabila
dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor ilmu
pengetahuan dan teknologi tahun 2002, jumlah ini, secara nominal
mengalami peningkatan sekitar 82,1 persen. Anggaran tersebut akan
dialokasikan masing-masing untuk subsektor pelayanan dan pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi Rp2l6,2 miliar, subseltor penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Rp379,8 miliar, subsektor
kelembagaan, prasarana dan sarana ilmu pongetahuan dan teknologi fu208,9
miliar, serta subsektor statistik Rp307,5 miliar.

Alokasi anggaran pembangunan sektor ilmu pengotahuan dan t€Linologi
akan digunakan terutama tntttk: Pertama, meningkatkan peranan dan
pengembangan Iptek dalam mendorong kegiatan dunia usaha, dan
mempedelas aturan main antar para pelaku Iptek, termasuk dunia usaha.
Hal ini akan dilakukan melalui program peningkatan lptek dunia usaha
dan program diseminasi informasi teknologi. Kedua, meningkatkan fokus
dan kualitas penelitian dan pengembangan, meningkatkan pr.mata, $arana
dan prasarana lptek, serta meningkatkan kapasitas sumber daya Iptek. Hal
ini akan dilakukan melalui program penelitian, peningkatan kapasitas dan
pengembangan kemampuan sumber daya lptek, serta progxam peningkatan
kemandirian dan keunggulan lptek.

Dalam upaya pemantapan kestabilan kzuangan dan okonomi, kebijakan
alokasi anggaran pembangunanjuga akan difokuskan pada beberapa sektor,
diantaranya sektor industri, sektor perdagangan, pengembangan usaha
nasional, keuangan, dan koperasi, serta sektor pariwisata, pos,
telekomunikasi dan informatika,

Sektor industri, dalam APBN tahun 2003 ditetapkan memperoleh alokasi
anggaran pembanglnan Rp1.068,1 miliar. Apabila dibandingkan dengaa
realisasi anggaran pembangunan sektor industi tahun 2002, jumlah ini,
secara nominal lebih tinggi sekitar 242,2 persen.

Pada sektor industri, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan
terutama untuk revitalisasi dan pengembangan hdustri yang mondorong
pemulihan perolehan devisa dan penyerapan tenaga k€rja. Hal ini akan
dilakukan antara lain melalui pemulihan kinet'a sektor produksi andalan
ekspor nonmigas, pengembangan industri berdaya saing tinggi yang
memanfaatkan sumber daya alam dan sumbet daya manusia lokal, serta
pengkajian kelayakan dan rintisan fasilitasi pembiayaan alternatif untuk
menunjang investasi di sektor industri manufaktur. Di samping itu, anggaran
pembangunan sektor ini juga akan digunakan untuk pengembangan industri
pendukung (szpporting indusry), pen ta njaringan kemitaan industi kecil,
serta penataan sistem dan penguatan kelembagaan standardisasi dan
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kemetrologian dalam mendukung akeditasi dan sertifikasi barang danjasa.
Selain itu, sebagian besar anggaran sektor ini akan digunakan untuk
peningkatan kapasitas produksi pupuk urea dalam mendukung ketahanan
pangan.

Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi,
dalam APBN tahun 2003 ditetapkan memperoleh alokasi anggaran
pembangunan sebesar Rp1,597,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan
realisasi anggaran pembangunan sektor perdagangan, pengembangan usaha
nasional, keuangan, dan koperasi lahun 2002, jumlah ini, secara nominal
mengalami peningkatan sekitar 55,6 persen. Anggaran tersebut akan
dialokasikan masing-masing untuk subsektor perdagangan dalam negeri
Rp98,0 miliar, subsektor perdagangan luar negeri Rp264,0 miliar, subsektor
pengembangan usaha nasional Rpl25,5 miliar, subsektor keuangan Itp 104,0
miliar, serta subsektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
Rp1.005,5 miliar.

Dalam rangka mendukung peningkatan ekspor, alokasi anggaran sektor ini
akan ditujukan antara lain untuk (rJ peningkatan kemampuan delegasi
perdagangan; (ii) penataan kelembagaan ekspor dalam negeri dan
pembukaan kantor promosi di beberapa negara,/kawasan tujuan ekspor
utama; (iir) penyelarasan dan penyederhanaan prosedur dan fasilitasi ekspor;
serta fvJ pembentukan kantor perwakilan pengembangan ekspor di beberapa
wilayah/negara potensial.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi, dengan
anggaran pembangunan tersebut akan dilaksanakan: (y' sosialisasi dan uji
coba pedoman pelaksanaan implementasi sistem distribusi barang dan jasa;
( i r , )  pengembangan dan per luasan pusat distr ibusi  regional;
(li;) implementasi kegiatan percontohan sistem tanda resi gudang
(warehouse receipl systen,WRS) di beberapa daerah; serta ftv) pengkajian
penyempumaan UU No. 32 Tahun I997 tentang Perdagangan Be{angka
Komoditi dalam rangka merespon kebttuhan dunia usaha dan peningkatan
efisiensi distribusi.

Sementara itu, dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan
menengah (UKM) dan koperasi, anggaran pembangunan sektor ini akan
digunakan untuk (r) penyederhanaan perijinan dan retribusi dalam rangka
meningkatkan kesempatan dan kelancaran usaha; ftt peningkatan akses
UKM dan koperasi terhadap sumber-sumber permodalan; (iii) peng)aIan
basis produksi dan j aringan pemasaran; serta (iv) peningkatan kemampuan
dan daya saing pengusaha kecil menengah (PKM) dan koperasi.

Sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika dalam APBN tahun
2003 ditetapkan memperoleh alokasi angggaran pembangunan Rp437,6
miliar. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 101,7
persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor
pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika tahun 2002. Anggaran
tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pariwisata
Rp244,9 miliir, serta subsektor pos, telekomunikasi dan infomatika
Rp192.7 miliar.
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Di sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatil4 alokasi anggaran
pembangunan akan digunakan terutama untuk memantapkan strategi
pemasaran, terrnasuk penyelenggaraan promosi pariwisata di dalam dan di
luar negeri secara lebih efisien dan efektif; pengembangan produk wisata
yang berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan; serta penguatan
kelembagaan dan sumber daya manusia. Di samping itu, alokasi anggar?n
pembangunan sektor tersebut juga akan diarahkan untuk mendukung
pelaksanaan progam pengembangan jasa pos dan giro, khususnya guna
penyusunan kebijakan pemerintah yang berkaitan dongan RUU Pos.
Demikian pula, alokasi anggaran pembangunan sektor tersebut juga akan
digunakan untuk pengembangan jasa telekomunikasi, terutama dalam
rangka pengadaan dan rehabilitasi perangkat pengukuran spectrum
frekwensi radio, serta pembangunan dan modemisasi manajemen perUinan
frekwensi radio.

Dalam APBN tahun 2003, sektor pertambangan dan energi ditetapkan
memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp3.183,5 miliar.
Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan untuk s€ktor
perhmbangan dan energi tahun 2002, jumlah ini, secara nominal mengalami
peningkatan sekitar 105,2.persen. Anggaran tersebut akan dialokasikan
masing-masing untuk subsektor pertambangan Rpl3l,0 miliar, dan
subsektor energi Rp3.052,5 miliar.

Di subsektor pertambangan, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan
untuk peningkatan usaha pertambangan rakyat terpadu dsn portambangan
skala kecil, peningkatan pemanfaatan mineral dan kandungan lokal, seda
penyediaan data daa informasi pertambangan dalam rangka maningkatkan
kemampuan investasi, serta konservasi sumber daya alam.

Di subsektor energi, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan
terutama untuk melanjutkan kegiatan pembangunan kelistrikan secara
nasional, dongan totBp memprioritaskaa pro8ram kelistikan podosaan,
Boborapa kegilian pokok yang akan dilalaanakan dalam tahun 2003 antara
lain meliputi pembangunan pembangkit tenaga listrilq jaringan transmisi
dan distibusi, dan gardu indu( sertri diversifikasi pornanfaatan energi untuk
rumah tangga melalui porluasan cakupan dan jangkauan pelayanan.

Sementara itu, sektor perumahan dan pednukiman dalam APBN tahun 2003
ditotapkan memperoleh alokasi anggaran pombangunan Rp 1,853,5 miliar.
Apabila dibandingkan dbngan realisasi anggaran pembangunan untuk seldor
perumahan dan permukiman tahun 2002, jumlah ini, secara nominal
mengalami peningkatan sekitar 69,8 persen. Arggaran tersebut akan
dialokasikan masing-masing untuk subsektor perumahan Rp836,l miliar,
dan subsellor permukiman Rpl.017,4 miliar.

Alokasi anggman pembangunan sektor perum+han dan permukiman akan
diarahkan pemanfaatannya terutama untuk femenuhan dan perbaikan
pelayanan kebutuhan dasar prasarana/safana perumahan dan permukiman
di perkotaan dan perdesaan, seperti air bersih, drainase, dan sarftasi. S€lain
itu, alokasi anggaran pembangunan soktor ini juga akan digunakan untuk
meningkatkan kualitas lingkungan kawasan kumuh, kawasan stategis,
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kawasan cagar budaya, desa nelayan, dan desa tradisional. Demikian pula,
anggaran pembangunan sektor ini juga akan digunakan untuk pemberian
fasilitas pembangunan dan kepemilikan rumah sederhana dan sangat
sederhana, serta rumah susun sederhana sewa, melalui pengembangan sistem
pembiayaan pembangunan dan kepemilikan rumah, serta mekanisme subsidi
bagi masyarakat berpenghasilan rendah,

Dalam APBN tahun 2003, sektor tenaga kerja ditetapkan memperoleh
alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp347,7 miliar. Jumlah ini, secara
nominal mengalami peningkatan sekitar 102,4 persen bila dibandingkan
dengan realisasi anggaran pembangunan untuk sektor tenaga kerja tahun
2002. Dalam rangka memperluas kesempatan kerja, alokasi anggaran
pembangunan sektor tenaga kerja akan digunakan terutama untuk
mendukung pelaksanaan tiga program utama. Pertama program perluasan
dan pengembangan kesempatan ke{a. Kedua, program peningkatan kualitas
dan produktivitas tenaga kerja. Ketiga, program perlindungan dan
pengembangan lembaga tenaga kerja,

Di samping itu, untuk menjaga kesinambungan program-pro$am yang
selama ini telah dilaksanakan, perhatian yang sama tetap diberikan kepada
sektor-sektor lainnya yang bersifat non-ekonomi, seperti sektor hukum,
sektor politik dalam negeri, hubungan luar negeri, informasi dan komunikasi,
serta sektor aparatur negara dan pengawasan.

Dalam APBN tahun 2003 sektor hukum ditetapkan memperoleh alokasi
anggaran pembangunan Rp1.020,5 niliar. Jumlah ini, secara nominal
mengalami peningkatan sekitar 79,1 persen bila dibandingkan dengan
realisasi anggaran pembangunan sektor hukum tahun 2002. Anggaran
tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pembinaan
hukum nasional Rp46,2 miliar, dan subsektor pembinaan aparatur hukum
Rp974,3 miliar.

Alokasi anggaran pembangunan sektor hukum tersebut akan digunakan
antara lain untuk 1, meningkatkan penyelesaian tunggakan perkara kasasi
dan peninjauan kembali (PK), serta perencanaan, pengendalian dan
pengalihan organisasi dalam sistem administrasi; (lil meningkatkan
kapasitas sistem informasi, termasuk rancang bangun manajemen sistem
informasi secara terintegrasi; (lil) meningkatkan penegakan hukum; serta
(rv) melanjutkan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan penuntasan KKN dan HAM. Selain itu, anggaran
pembangunan sektor hukum juga akan digunakan untuk (y' rehabilitasi
berbagai lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan (Rutan), dan rumah
penyimpanan barang sitaan negara (Rubasan); /ir) melakukan penegakan
dan pelayanan hukum di bidang keimigrasian; (lir) pembangunan Kajati
dan Kajari baru, termasuk pengadaan kendaraan tahanan Kejaksaan di
daerah; serta (lu) pembangunan sarana dan prasarana fisik di bidang hukum,
terutama di daerah konflik.

Sementara itu, sektorpolitik dalam negeri, hubungan luar negeri, informasi
dan komunikasi, dalam APBN tahun 2003 ditetapkan memperoleh alokasi
anggaran pembangunan Rp326,7 miliar. Jumlah ini, secara nominal
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mengalami peningkatan 212,3 persen bila dibandingkan dengan realisasi
anggarun pembangunan untuk sektor tersebut tahun 2002. Anggaran tersebut
dialokasikan masing-masing untuk subsektor politik dalam negeri Rp3 5,0
miliar, subsektor hubungan luar negeri Rp4l,3 miliar, sefia subsektor
informasi dan komunikasi Rp250,4 miliar.

Alokasi anggaran pembangunan sektor ini akan digunakan terutama untuk
(y' mendorong proses penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan,
peraturan-peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya, dalam rangka
mendukung pelaksanaan Pemilu 2004 yang lebih demokrat is;
1iy' mendorong peningkatan budaya dan etika politik yang lebih demokatis;
(lir) mendorong upaya-upaya diplomasi dalam rangka mempertahankan
Negara Kesahran RI, mendukung pemulihan ekonomi, dan memperbaiki
citra Indonesia di dunia internasionali serta fivJ mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam APBN tahun 2003 , sektor aparatur negara dan pengawasan ditetapkan
memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp2.719,3 miliar. Jumlah ini,
secara nominal mengalamipeningkatan sekitar 146,4 persen bila dibandingkan
dengan realisasi anggaran pembangunan sektor aparahr negara dan pengawasan
tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk
subsektor aparatur negara Rp2.656,5 miliar, serta subsektor pendayagunaan
sistem dan polaksanaan pengawasan Rp62,8 miliar.

Alokasi anggaran pembangunan sektor apfiatur negara dan pengawasan
akan digunakan terutama untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan
aparatur negara, meningkatkan evaluasi kinerja aparatur pemerintah, dan
melakukan tindak lanjut pelaksanaan hasil pengawasan. Selain itu, anggaran
pembangunan sektor inijuga akan digunakan untuk melakrrkan penyusunan
sistem informasi pendayagunaan apatatur negara, melakukan kajian
kebi jakan dalam rangka peningkatan kual i tas pelayanan publ ik,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan
pelatihan aparatur negara, serta membangun budaya kerja aparatur negara
sehingga dapat terlaksana pemerintahan yang bersih dan bertanggung j awab
(good governance).

Dalam APBN tahun 2003, sektor pembangunan daerah ditetapkan
memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp2.978,7 miliar. Apabila
dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan untuk sektor
pembangunan daerah tahun 2002, jumlah ini, secara nominal mengalami
penurunan sekitar 1 1,4 persen. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-
masing untuk subsektor otonomi daerah Rp182,9 mi l iar ,  serta
subsektor pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat
Rp2.795,8 miliar.

Alokasi anggaran pembangunan sektor pembangunan daerah akan
digunakan antara lain untuk mernpercepat pelaksanaan kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah, meningkatkan dan mengembangkan
potensi wilayah, serta memberdayakan masyarakat, yang keseluruhannya
ditujukan untuk mempercepat pengembangan daerah. Percepatan
pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan dilakukan
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melalui peningkatan dan pengenbangan kapasitas daerah, yang mcliputi
aparat, kelembagaan dan keuangan, serla penerapan prinsip-plinsip tata
pemcrintahan yang baik. Selain itu, juga akan dilakukan upaya penerbitan
dan penyempumaan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai
pendukung pclaksanaan kebijakan desenhalisasi dan otonomi daerah,
temasuk sosialisasinya. Dalam rangka rrensinelgikan kepentingan dacrah
dan nasional, akan dilakukan evaluasi secara kourplehensif terhadap
pclaksanaan kebijakan desenttalisasi dan otonomi daerah, agar pennasalahan
yang muncul dapat dipecahkan lebih dini sebelum pcrmasalahan tersebut
menjadi kompleks.

Selain ifu, alokasi anggaran pembangunan sektor pcmbangunan daerahjuga
akan d igunakan untuk pcmbangunan t ransmigras i  dengan sasaran:
(rl tcrsedianya pelnukirran transmigrasi untuk petani dan bumh tani,
termasuk pengungsi yang tidak meuriliki lahan; (ii) terbangunnya jejaring
dalam pengcmbangan usaha ekonomi; filrJ teLlaksananya bantuan stin.rulan
rntuk pengembangan berusaha; sefla (lvl telsedianya I'asilitas usaha berbasis
potensi lokal, Adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam tahun
2003 antara lain meliputi /r) penempatan sekitar 29.000 KK transmigrasi
baru pada 133 UPT; dan (il) pembinaan terhadap transmigrasi yang sudah
ada sebanyak 167.571 KK di 452 UPT .

Sementara itu, dalam upaya pengembangan wilayah khusus dan tefiinggal,
anggaran pembangunan akan digunakan untuk pcningkatan Kerjasrm:r
Ekonomi Sub-sub Regional (KESR); pengembangan stratcgi, sislem
informasi, sumber daya manusia, dan kerjasan.ra antarpelaku di kawasan-
kawasan cepat tumbuh; peningkatan penyediaan dan pelayanan sarana dan
prasarana di pintr.r masuk perbatasan; serta pengembangan ekonomi lokal
di sepanjang daerah perbatasan. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan
penanganan khusus daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Maluku,
anggaran penbangunan sektor ini akan digunakan untuk rehabilitasi
prasarana dan sarana permukiman, pcndidikan, kesehatan, ekonomi, agama,
pcrkantoran pcmerintah, serta peningkatan pcnerapan Undang-undang
Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-undang
Otonomi Khusus Papua.

Selanjutnya, sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan tata ruang
datam APBN tahun 2003 ditetapkan mempcroleh alokasi anggaran
pembangunan Rp5 10,6 miliar. Jumlah ini, se cara nominal mengalami
peningkatan sekitar 34,8 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran
untuk sektor sumber daya alam dal lingkungan hidup, dan tata ruang dalam
tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk
subsektor sumbcr daya alam dan lingkungan hidup Rp382,0 miliar, serta
subsektor tata ruang dan pertanahan Rp128,6 miliar.

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan, alokasi anggaran pembangunan sektor sumber daya alam
dan lingkungan hidup, dan tata ruang akan diprioritaskan untuk perbaikan
dan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup,
serta penyadaran masyafakat akan arti pentingnya lingkungan hidup yang
akan dilakukan melalui penyebarluasan infomrasi dan perbaikan sistem

I lpdyu pe bangunen

oanSnugtasL

IJpata pengetnbangan

wilayah khusus dun

lerti ggaL

Anggaran penbangunan

sektor sumber daya

a[ant dan lingkungan

hidup, dan t(rta rua g

dttetapkan Rp5 10,6

Prior as penggullddn

penge lua ran  penba

ngunan seklor sumbet

dala alant tlat

lingkungan hitlup, dan

aata ru448.

83

Bab IV Anggaran Pendaparan dan Belanja Ncgara Tahun Anggttran )00J



Kebijaksanaan perim-

hangdtr keuangan

a n ta f a p &tat dun daerall

di lakukan dengan

nengikuti penbagiah

Ke\renangan (money

lolbwt junction)

Tuj ua n kebi a kun.les en-

talisasi fskal atlalalt

men go re l.,si ke t impa ng-

an bdik secara vertical

mauputl horizonld!, ser-
ta neni ngka tka n kua li Ia,,
pelayanan publik dan
pa isipasi masyarakut.

Anggarctr belanja

doer!h tahun 2 003

ditetapkdn Rp1l6,9

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

instrtusi lingkungan hidup. Sementara itu, dalam rangka mendukung
program penataan ruang, alokasi anggaran pembangunan sektor ini juga
akan digunakan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan di bidang penataan ruang; penJrusunan rencana tata ruang untuk
kawasan andalan, kawasan teftentu, kawasan khusus, dan pulau besar; serta
pemantapan kelelnbagaan dan peningkatan kapasitas aparat daerah dalam
pengelolaan tata ruang,

ANGGARAN EJELANJA UNTUI( DAERAI{

Alokasi anggaran belanja untuk daerah pada dasarnya merupakan
pencerminan dari kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam
mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sesuai

sumber-sumber penerimaan yang ada,

Kebijakan desentralisasi fiskal, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999
dan UU Nomor 25 Tahun 1999, pada dasarnya bertujuan untuk
(y '  menyelaraskan dengan kebi jakan ketahanan f iskal  yang
berkesinambungan (fis cal s us tuinablli4,J dalam konteks kebijakan ekonomi
mako; (ii) memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah (vertical imbalance); (iii) mengoreksi ketimpangan antardaerah
dalam kemampuan keuangan (horizontal imbalance), (iv) meningkatkan
akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja
pemerintah daerah; (v) meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat; serta (vi) mcningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengambrlan keputusan di sektor publik (demokratisasi),

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal tersebut, alokasi anggaran belanja untuk daerah, cenderung mengalami
pcningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin besarnya
kewenangan yang diserahkan kepada daerah. Dalam tahun 2003, alokasi
anggaran belanja untuk claerah ditetapkan sebcsar Rp 1 16,9 triliun atau 6,0
persen tcrhadap PDB. Jumlah ini secara nominal meningkat 18,6 persen
dari alokasi anggaran belanja untuk daerah dalam tahun 2002. Lebih
tingginya alokasi anggaran belanja untuk daerah tersebut telutama berkaitan
deugal lebih tingginya penerimaan perpajakan, yang membawa konsekuensi
pada lebih tingginya dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi umum (DAU).
Dari jumlah tcrscbut, sebagian besar, yaitu sckitar 92 persen merupakan
alokasi untuk dana perimbangan, sedangkan sisanya sekitar 8 persen
merupakan alokasi untuk dana otonomi khusus dan penyeimbang.
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DANA PERIMBANGAN

Dana perimbangan, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun
1999 merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka
pelaksanaan azas desentralisasi. Kebijakan dana perimbangan dalam
tahun 2003 diarahkan pada ft penyernpurnaan mckanisrne penetapan
alokasi dan penyaluran dana bagi hasil, terutama yang berasal dari
sumber daya a lam (SDA),  ( l l )  penyempurnaan formula DAU,
(lli) peningkatan peranan DAK, khususnya DAK non-DR secara selcktif
dan bertahap dalam rangka peningkatan keterkaitan antara APBN dan APBD
dalam mencapai tujuan dan komitmcn nasional, serta (iv) perbaikan
pelaksanaan otonomi daerah dengan tetap mempcrhatikan ketahanan
fiskal yang berkesinambungan (fiscal sustdinability). Dalam tahun 2003,
alokasi dana perimbangan ditetapkan scbcsar Rpl07,5 trilirm, atau 5,5 pelsen
terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan rasio dana perimbangan
terhadap PDB dalam tahun 2002, rasio dana perimbangan terhadap PDB
dalam tahun 2003 tidak mengalami perubahan. Namun demikian, Jumlah
ini secara nominal meningkat 13,4 perscn dari realisasi dana perimbangau
dalam tahun 2002. Dana perimbangan tcrdiri dari dana bagi hasil (DBH),
dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

DANA BAGI HASIL

Dana bagi hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-
sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah,
yang besarnya drtetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Secara garis besar, DBH terbagi atas DBH perpajakan, dan
DBH sumber daya alam (SDA). Sumber-sumber penerimaan perpajakan
yang dibagihasilkan meliputi pajak penghasilan (PPh) pasal 2l dan
pasal25129 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea
perolchan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-
sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas
alam, pertambangan umum, kehuxanan, dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor I l5 Tahun 2000, bagian daerah
dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25129 orang pribadi
ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaarmya. Dua puluh
persen bagian daerah tersebut, terdiri dari 8 persen bagian propinsi, dan
12 persen bagian kabupaten/kota. Pengalokasian bagian peneriniaan
pemerintah daerah kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diatur
berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor
jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktot-faktor lainnya yang relevan
dalam rangka pemerataan. Sementara itu, sesuai dcngan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, bagiar daerah dari PBB ditetapkan
90 persen, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang merupakan bagian
pemerintah pusat, juga selurubnya sudah dikembalikan kepada daerah.
Dari bagian daerah sebesar 90 persen tersebut, 10 persennya merupakan
upah pungut, yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat.
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka bagian pemerintah daerah dari
penerimaan PBB diperkirakan mencapai 95,7 persen, Sementara itu, bagian
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daerah dari penerimaan BPHTB, berdasarkan Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan sisanya sebesar
20 persen yang merupakan bagian pemerintah pusat, seluruhnya akan
tlikembalikan ke daerah. Dalam Undang-undang tersebut juga diatur
mengenai besamya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi
dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan 15 persen dan
30 persen dari penerimaannya setelah dikurangi komponen pajak.
Namun demikian, dengan diberlakukannya otonomi khusus bagi propinsi

masing sebesar 80 Persen.

Dalam tahun 2003, alokasi DBH ditetapkan sebesar Rp27,9 triliun atau 1,4

dari DBH minyak bumi Rp5,6 triliun, DBH gas alam Rp5,5 niliun' DBH
pertambangan umum Rp 1,2 triliun, DBH kehutanan Rp0,3 triliun' dan DBH
perikanan RpO,4 triliun.

DANA ALOKAST UMUM

(DAK DR).

Alokasi DAU diharapkan dapat menciptakan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah berdasarkan pertimbangan bahwa potensi fiskal
dan ke-butuhan fiskal dari masing-masing daerah berbeda' Dengan kata

Tahm 2001.

Dalam formulaliscal gap, kebutuhan DAU suatu daerah diturtulian atas dasar
kebutuhan daerah (fs cal needs) dmpotensi daerah(fscal capaci4'). Kebutuhan
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daerah dicerminkan oleh variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan
geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok
masyarakat niskin. Adapun potensi daerah dicermiukan oleh variabel
penerimaan daerah seperti potensi indushi, potensi sumber daya alam (SDA),
potensi sunber daya malusia (SDM) dzur produk domestik regional bruto
(PDRB). Penyempumaan formula DAU pada tahun 2003 akan dilakukan
dergan (a) meningkatkan akurasi dan verifikasi data, 1b) memperbesar peranan
formula untuk memperkeci l  kesenjangan f iskal  antardaerah,  dan
(cJ mengupayakan agat tidak ada daerah yang mcncrirna DAU lebih rendah
dari DAU tahun 2002 ditambah dengan dana penyelmbang.

Berdasarkan penerimaan dalam negeri bersih sebesar Rp308,0 tnliun, maka
besamya DAU dalam tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp77,0 triliun atau 4,0
pcrsen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal memrrjukkan peningkatan
I1,3 persen bila dibandingkan dengan rcalisasi DAU dalam tahun 2002.
I'eningkatan ini berkaitan dengan lebih tingginya penerimaan dalam negcri
bcrsih dalam tahun 2003 dibandingkan dengan realisasi penerimaarr dalam
negeli bersih dalam tahun 2002.

DANA ALot(AsI I(HUsus

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun l999jo PP Nomor 104 Tahun 2000
sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001, dana
alokasi khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk
membiayai kebutuhan khusus dengan mempelhatikan tersedianya dana
dalam APBN. Kebutuhan khusus tersebut adalah /y' kebutuhan yang tidak
dapat diperkirakan dengan mcnggunakan rumus alokasi umum, dan/atau
(i l) kebutuhan yang mempakan kornitmen atau prioritas nasional, dan/atau
{ilr) kcbutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh
daerah penghasil. DAK ditujukan untuk mcngisi kesenjangan penyediaan
kebuhrhan pelayanan dasar sosial yang menjadi kewenangan daerah sesuai
dengan peraturan yang berlaku, khususnya bagi daerah yang kemampuan
hskalnya rendah, sehingga secara bertahap keserasian tingkat pelayanan
publik di berbagai wilayah dapat tercapai. Kebutuhan-kebutuhan DAK
tersebut pada dasamya dibedakan atas DAK non-dana reboisasi (non-DR)
dan DAK DR.

DAK non-DR merupakan dana yang disediakan kepada daerah yang bersifat
matching grant.Ilal ini berarti bahwa, untuk mendapatkan alokasi DAK
non-DR, daerah mempunyai  kewaj iban u l tuk nenyediakan dana
pendamping sekurang-kurangnya l0 pcrscn dari nilai kegiatan yang akan
dibiayai dengan DAK non-DR, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, yang telah diubah dengan PP Nomor
84 Tahun 2001.

Agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan yang dibiayai melalui
DAK non-DR dan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran pembangunan,
maka kcgiatar yang dapat dibiayai mclalui DAK non-DR adalah kegiatan-
kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :
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DAK ion-DR tahutl

2 00 3 d i le lapka n sebesar
Rp2,3 }iliun, yang di-

pt nrilarkan untuk men-
dukung penyediaan su-

tana clan prasarano di

bidang pencl idika ,
kesehatan dan ififra-

struktur, se a prdsa-

runa pemeintah daerah
pemekaran tahun 2003.

Besarnya DAK DR
dalah tahun 2003
dit e tap ksn Rp1, 3 Mliun.

(i) kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, dan/atau peningkatan, dan/
atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan
umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik
penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal; dan

(ii) kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang
bermanfaat bagi masyarakat dalam keadaan tertenhr.

Dengan memperhatikan keterbatasan sumber-sumber keuangan negara, dalam
APBN tahun 2003 DAK non-DR diietapkan sebesa.r Rp2,3 tnliun, atau 0,1
persen terhadap PDB, Prioritas alokasiDAK non-DR diberikan urtuk Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sesuai dengan UU Nomor l8 Tahun 2001
tcntang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Propinsi
Papua sesuai dcngan UU Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Provinsi Papua.

Sesuai dengan kesepakatan antara Pemenntah dengan DPR, prioritas alokasi
DAK non-DR dalam tahun 2003 tersebul akan lebih diarahkan untuk
mendukung upaya penyediaan dan pemelihanan sarana dan prasaftna yang
menyangkut pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infi:astruktur
yang menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah. Selain daripada itu, DAK
non-DR juga diarahkan unhrk mendukung pembiayaan prasarana pemerintahan
daerah pemekaran baru tahun 2002.

Alokasi DAK non-DR untuk bidang pendidikan ditetapkan sebesar Rp0,6
triliun, yang akan dialokasikan unhrk merehabilitasi dan atau revitalisasi 6.947
gedung SD,MI yang kondisinya rusak total, yang tersebar di 287 kotal
kabupaten. Sementara itu, alokasi DAK non-DR unhrk bidang kesehatan
ditetapkan sebesar Rp0,4 triliun, yang akan dialokasikan untuk pengadaan
Puskesmas Keliling beserta peralatamya, dan/atau perbaikan fisik Puskesmas
ncgeri, dan/atau meningkatkan fisik PUSTU menjadi Puskesmas, dan/atrau
meningkatkan fisik PUSK menj adi PUSK Perawat, yang tersebar di 287 kota/
kabupaten. Sedangkan alokasi DAK non-DR di bidang infrastrukhr ditetapkan
sebesar Rpl,2 triliun. Jumlah ini akan dialokasikan untuk (y' mempertahankan
tingkat pelayanan transpodasi sehingga mampu menunjang pertumbuhan
ekonomi, dan (ir) rnendukung program ketahanan pangan. Dalam rangka
mempertahankan pelayanan transportasi akan dialokasikan dana sebesar RpO,8
triliun, yang diperunhrkkan bagi pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan
propinsi sepanjang 51.33 3 km, yang tersebar di 291 kota/kabupaten. Sementara
itu, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan akan dialokasikan
dana sebesar Rp0,4 triliun, yang diperuntukkan bagi pemeliharaan serta
rehabilitasi area ingasi seluas 458.888 hektar, yang tetsebar di 214 kotal
kabupaten. Sedangkan untuk menduL:ung pembiayaan prasarana pemerintahan
daetah pernekaran bam tahun 2002 sebanyak 22 kota.,kabupaten akan
dialokasikan dana sebesar Rp88,0 miliar.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo PP Nomor 104 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 200 I , besamya DAK
DR ditetapkan 40 persen dari penerimaan dana reboisasi. Dalam kedua
peraturan tersebut dinyatakan, bahwa DAK DR digunakan unhrk membiayai
kegiatan reboisasi dan penghijauan. Dalam tahun 2003, DAK DRditetapkan
sebesar RpO,3 triliun, Jumlah ini, secara nominal menunjukkan penurunan
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sekitar 45 persen dibandingkan dengan realisasi DAK DR dalam tahun
2002 yang mencapai Rp0,6 triliun. Pcnurunan tersebut berkaitan dengan
lebih rendahnya penerimaan DR dalam tahun 2003 dibandingkan dengan
realisasi penerimaan DR dalam tahun 2002.

DANA OToNaMI I(HUsus DAN PENYEIMBANG

Kebi jakan dana otonomi khusus dimaksudkan untuk membiayai
pelaksanaan otonomi khusus suatr daerah. Sementara itu, dana penyeimbang
disediakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan dana yang diterima
daerah sebagai akibat lebih rendahnya DAU yang diterima daerah pada
tahun 2003 dibandingkan dengan DAU yang diterima daerah pada tahun
2002 ditambah dana penyeimbang.

Dalamtahun 2003, alokasi danaoionomi khusus dan penyeimbang ditetapkan
sebesar Rp9,4 triliun alau 0,5 penen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal
menunjukkan pcningkatan sekitar I 50 persen bila dibandingkan dengan realisasi
dana otonomi khusus dan penyeimbang dalam tahun 2002. Demikian juga,
rasionya terhadap PDB mengalami peningkatan 0,3 persen bila dibandingkan
dengan rasio dana otonomi khusus dan penyeimbang terhadap PDB dalam
tahun 2002 yang sebesar 0,2 persen. Peningkatan ini terutama berkaitan dengan
meningkatnya alokasi anggaran untuk dana penyeimbang.

DANA OToNaMI I(HUsUs

Seperti halnya dalam tahwr 2002, alokasi dana otonomi khusus tahun 2003
hanya disediakan untuk Propinsi Papua, yangbesamya setara dengan 2 persen
darijumlah DAU, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2l Tahun
2001. Berdasarkan alokasi DAU tahun 2003 sebesar Rp77,0 triliun, maka
alokasi anggaran unhrk dana otonomikhusus yang akan diterimapropinsi Papua
dalam tahun 2003 ditetapkan sebesar Rpl,6 hiliun, atau 0,1 persen terhadap
PDB. Jumlah ini, secaranominal menunjukkanpeningkatan sebesar [ 1,4 persen
apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran dana otonomi khusus dalam
tahun 2002, Peningkatan ini berkaitan dengan lebih tingginya DAU dalam
tahun 2003 dibandingkan dengar.r DAU dalam tahun 2002.

DANA PENYETMBANG

Dana penyeimbang tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp7,8 triliun atau 0,4
persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan
lebih dari 2 kali lipat bila dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk
dana penyeimbang dalam tahun 2002. Demikian pula, rasionya terhadap
PDB mengalami peningkatan 0,3 persen bila dibandingkan dengan rasio
dana penyeimbang terhadap PDB dalam tahun 2002 yang sebesar 0,1 persen.
Peningkatan alokasi danapenyeimbang yang cukup besar tersebut terutama
berkaitan dengan antisipasi terhadap rencana pemerintah unhJk memberikan

Dana olonomi khusus
clan penyeimbung tahun
2003 ditetapkan rcbesar
Rp9,4 tili n.

Dana otonofi[ khusus

tdhun 2003 ditetapkah

sebesar Rpl,6 tiliun.

Dcna penlvimbang di-
sediakan untuk mengan-
tisipasi turu nya DAU
lahun 2003 di beberapa
daerah, menampung
adanya kenaikan gajl,
tu jangan kependidika
unak guru, dan adanya
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tambahan pegawai di kenaikan gaji pegawai negeri sipil, penyesuaian tunjangan tenaga
kependidikan untuk guru, serta mengantisipasi rencana penambahan
pegawai daerah sekitar 50 ribu orang. Kebijakan ini bersifat adfioc dalam
rangka membantu daerah dalam masa transisi. Kedepan, keseluruhan
langkah penyesuaian kebi jakan pemerintah pusat hanya akan
diakomodasikan melalui mekanisme dana perimbangan, sejalan dengan
penyerahan kewenangan dan pengalihan personel, peralatan, pembiayaan
dan dokumen (P3D) ke daerah. Selain itu, alokasi dana penyeimbang tahun
2003 juga digunakan oleh daerah-daerah tertentu yang sangat memerlukan
untuk menampung kekurangan DAU yang diterima daerah tahun 2003,
sehingga tidak lebih rendah dibandingkan dengan DAU yang diterima
daerah tahun 2002 ditambah dana penyeimbang.

Trbel IV.5
ANGGARAN BELANJA UNTUK DAER{H,

RIALISASI2002 dan APBN 2003
(Dalam Trillun Ruplrh)

2002 D

Uraian
2003

Reali-
sasl

%thd
PDB

APBN % thd
PDB

I. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil

l. Pajak
i. PPh Perorangan
ii. Pajak Bumi dan Bangunan
iii. Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan
2. Sumber Daya Alam

i. Minyak Bumi
ii. Gas AIam
iii. Pertambangan Umum
iv. Kehutanan
v, Perikanan

b. Dana Alokasi Umum
L Propinsi
2. Kabupaten

c, Dana Alokasi Khusus
L Dana Reboisasi
2. Non-dana Reboisasi

II. Dana Otonomi Khusus dan
Penyeimbang
a, Dana Otonomi Khusus
b. Dana Penyeimbang

94,8
25r0
12,0
4,1

t ,7
13,0
6,4

0,6
0,6
0,1

69,2
6 q

62,3

5,9
1,6
0,7
0,2
0,4

107,5
21,9
t4,9

1 ' )

t,4
0,8
0,3
0,4

0 ,1
0,8
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
4,3
0,4
1 S

2,4 0,1
13,0 0,7
5,6 0,3
5,5 0,3
| ,2 0,1
0,3 0,0
0,4 0,0

77,0 4,0
7,7 0,4

0,6 0,0
0,6 0,0

3,7 0,2
1,4 0,1
2,3 0, 1

2,6 0,1
0,3 0,0
2,3 0,1

9,4 0,5
1,6 0,1
7,8 0,4

Jumlah 98,5
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I(ESEIMEANGA N UMUM DAN DEFTSIT APBN

Dengan adanya perbaikan ekonomi dan kondisi keamanan dalam negeri yang
semakin kondusif, maka defisit APBN 2003 direncanakan sek.itar 1,8 peBen
dari PDB. Hal ini berdasarkan atas perhitungan pendapatan negara dan hibah
yang mencapai Rp336,2 triliun atau 17,3 persen dari PDB dan belanja negara
yang mencapai Rp370,6 triliun atau l9,l persen dari PDB. Dad segi rasio
terhadap PDB, defisit tersebut lebih besar dibandingkan dengan defisit dalam
realisasi APBN tahun 2002 yang diperkirakan mencapai 1,7 persen dari PDB.

PEMBTA YAA N DEFTS IT A NG GA RA N

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan ekonomi mako dan
faktor-faktor lain yang berpengaruh, pembiayaan anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN) dalam tahun 2003 diperkirakan masih menghadapi
tantangan yang cukup berat. Beratnya tantangan tersebut tercermin dari
kebutuhan pembiayaan neto yang direncanakan mencapai Rp34,4 hiliun
atau 1,8 persen terhadap PDB.

Terjadinya defisit tersebut tidak dapat dihindari mengingat meningkahya
belanja negara untuk mendukung rencana kenaikan gaji pegawai negeri
sipil (PNS), masih tingginya pembayaran bunga utang pemerintah baik
utang dalam negeri maupun utang luar negeri, serta meningkatrya alokasi
belanja daerah,

Untuk menutupi defisit APBN 2003 sebesar 1,8 persen dari PDB tersebut
dipandang perlu untuk menempuh kebijakan yang dapat memungkinkan
peningkatan pemanfaatan sumber-zumber pembiayaan dari dalam negeri anara
lain pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri, sumber
pembiayaan nonperbankan dalam negeri yang berasal dari hasil privatisasi
BUMN, mempercepat penjualan aset program resrukhrdsasi perbankan dan
pene$itan surat utang negara. Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari
luar negeri dipandang masih dibuhrhkan, karena pembiayaan dalam negeri
belum dapat memenuhi kebutuhan defisit anggaran.

Dalam tahun 2003, pembiayaan dalam negeri yang bersumber dari peftankan
dalam negeri akan bersrmber dari penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran
(SILPA) yang terakumulasi dari tahun-tahun anggaran sebelumnya" Dalarn
APBN 2003 direncanakan penggunaan SILPA sebesar Rp8,5 filiun atau 0,4
persen terhadap PDB. Dana tersebut direncanakan seluruhnya akan digunakan
unhrk secara berlahap mengurangi jumlah utang dalam negeri. Hal tersebut
antara lain dimaksudkanjuga untuk mengurangi beban dan resiko pembialaan
tahun-tahun anggaran yang akan datang.

Dalam tahun 2003, pembiayaan nonperbankan dalam negeri diharapkan dapat
lebih ditingkattan sshingga ketergantmgan terhadap pernbiayam luar negeri
dapat dikuangi. Pembiayaan yang bercumber dari nonperbankan dalam negeri
tersebut direncanakan sebesar Rpl4,0 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB.
Rendahnya pembiayaan yang bersumbei dari nonperbankan dalam negoi ini
sebagai akibat dffi rsnoarra p€rnbelian kembali obligasi negara dan
pokok surat utang yang jatuh tempo dalam tahun 2003 .

Delisit APBN 2003
dltenconskLn sebesat
1,8 persen terhadap
PDB,

Defitit anggaran
sebesar Rp34,4 tiuan
diharapkan dapat
dibiayai dart pembis-
yaan dalam negei dan
pembiqtaan luar negeri
(4elo)

Dalan APBN 2003
di'encanoknn akan dl-
gwakan SILPA sebesor
Rp8,5 triliun unu* ne-
ngwangi jutnlah utang
dalun negeri,
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Privatisosi direnca-
nakan akan dilqnjutkan
pada APBN 2003 de-
ngan larget sebesal

l losi l  penjuala asel

lt ogt ant restruklutisasi

perbankan direnca

nokon sehesar Rpl8.0

tt tltun LtlLtu 0,9 peEen

!erltadap PDB

Pembiayaan dari sural

ulang negara (t leto)

direncanakan negati f

Rpl2,0 triliun

Pembiayaan yang

bersumber ddri  luar

negerl ( eto) direnca-

nakan mencapai Rpl l ,9
triliun atau 0,6 persen

terhadap PDB.

Sebagai salah satu komponen utama dalan pembiayaan yang bersumber dan
nonperbankan dalam negeri, program privatisasi untuk tahun 2003 akan terus
dilanjutkan melalui metode penjualan stategis (strategic rale) dan mclalui
pasar modal. Beberapa BUMN yang akan diprivatisasi dalam tahun 2003
di san]ping merupakan kclanjutan dari program privatisasi tahun 2002 yang
belum sclesai, juga merupakan plogram baru, antara lain meliputi privatisasi
PT Bank Rakyat hdonesia, PT Angkasa Pura I (Bandata Ngurah Rai), PT
Adhi Karya, dan PT Pcmbangunan Perumahan. Dariproses privatisasi tersebut
direncanakan dapat diperoleh dana tunai sebesar Rp8,0 triliun.

Kon.rponen larn dalam pembiayaan nonperbankan dalam negeri, yaitu yang
bersumber dari hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan
direncanakan sebesar Rp I 8,0 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Jumlah
tersebut berasal dari (i) asset managemenl investment (AMI) yang merupakan
penyclesaian kewajiban pemegzurg saham dan penjualan aset yang diserahkan
oleh petnegang saham, 0r) asset managetnent credit (AMC) yang berupa
peljualan portofolio kcdit dan aset perusahaan yang direstrukturisasi, dan
(iii) bank restructuringunit (BP'U) yalg berasal dari divestasi atas penyertaan
modal pemcrintah pada bank yang direkapitalisasi, Sementara iht, untuk
memperoleh hasil yang optimal, penjualan aset-aset yang dikuasai oleh BPPN
akan diprioritaskan pada aselaset yang tidak bermasalah hukum dan
mempunyai nilai jual tinggi. Dalam rangka mencapai target sasaran dalam
tahun 2003 akan dilakukan beberapa kebijakan antara lain divestasi Bank
Intemasional Indonesia (BIl) dan bank lain hasil merger. Hal yang sama akan
dilakukan pada Bank Nraga dan Bank Danamon atas sisa kepemilikan
pemerintah pada kedua hank tersebut.

Sementara itu, pada tahun 2003 pembiayaan dalam negeri yang bersumber
dari surat utang negara (neto) diperkirakan masih negatif yaitu sekitar
negatif Rp l2,0 t liun atau 0,6 persen terhadap PDB. Hal ini berkaitan dengan
rencana pembelian kembali obligasi negara sekitar Rpl3,6 tril iun dan
pembayaran pokok surat utang dan obligasi negara yang jatuh tempo sekitar

Rp6,1 tnliun. Sedangkan surat utang negara yang diterbitkan pada tahrm 2003

direncanakan sekitar Rp7,7 triliun, sehingga pembiayaan dalam negeri dari
surat utang negara (neto) direncanakan negatif Rp l2'0 triliun.

Pembiayaan defisit anggaran yang berasal dari luar negeri (neto) pada
tahun 2003 direncanakan sebesar Rpl1,9 triliun (US$ 1,3 miliar)' Jumlah
tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan APBN 2002 sebesar Rp7, i
triliun (US$ 0,78 miliar). Hal ini berkaitan dengan rendahnya rencana
penarikan pinjaman, serta masih tingginya pembayaran cicilan pokok
yang jatuh tempo dalam tahun 2003. Pada tahun 2003 pencairan pinjaman

direncanakan sebesar Rp29,2 tril iun (US$3,25 miliar), yang berasal

rlrnitk Water Sector Loan,Industrial Competitiveness and SME D*elopment
(ICSMED), Corporate Governance and Reform of SOE's dan Financial
Governance and Social Security Reform. Sementara itu, sebesar
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Rp5,0 triliun (US$ 0,55 miliar) pinjaman program baru diharapkan akan
dapat diperoleh dari donor dalam forum pertemuan Carsultalive Group on
Indonesia (CGI\.

Selanjutnya pinjaman proyek dalam APBN 2003 terutama berasal
dari pinjaman yang telah disepakari dengan donor yang direncanakan
akan dicairkan dalam tahun 2003. Pinjaman tersebut bercumber dari ll'orld
Bank, Asian Development Bank (ADB), Japan Bank for International
Cooperdt ion (JBIC),  Mult i lateral ,  Bi lateral ,  dan Fasi l i tas Kredi t
Ekspor (FKE). Sementara itu, kewajiban pembayaran cicilan pokok atas
pinjaman yang telah jatuh tempo direncanakan sebesar Rpl7,3 triliun
(US$1,9 rniliar). Jumlah tersebut telah memperhitungkan penundaan
pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar
Rp20,5 triliun (US$2,3 miliar), dan penundaan pembayaran bunga utang
luar negeri sebesar Rp6,5 triliun (US$0,7 miliar) sebagai hasil kesepakatan
dengan donor dalamfor,lm Pais CluD 111. Perbandingan pembiayaan defisit
anggaran dalam realisasi APBN 2002 dengan APBN 2003 dapat diikuti
oada Tabel IV.6.

Tabel Iv,6

PEMBIAYAAN DEFISIT
REALISASI APBN 2OO2I'AN APBN 2OOJ

(Itrl.m Trlllun Rupl.h)

Uraian
2002

Reali- % thd
sasi PDB

APBN o/o thd
PDB

I. Pemblayaan Dalam Negerl

l. Perbarlkan Dalam Negeri

2. Nonperbankan Dalam Negeri

II. Pembiayarn Luff Negeri

l. Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

a. Pinjaman Program

b. Pinjaman Proyek

2. Pembayaran Cicilan Pokok

Utang Luar Negeri

a. Jatuh Tempo

b. Penjadwalan kembali

20,8
-4,5

t <  1

7,1
r o  1

7,0
1' '  1

-t2,2

-43,3

3 l , l

1,3

0,3
1,6

0,4
I t

0,4

0,8

-0,8

t ,9

22,5
t q ' )

14,0

ll,9
29,2

10,3

18,9

44,3
27,0

t,2

0l

0,7

0,6

n {

1,0

-0,9
- t ?

tA

1,834,41,727,9

') Borswnb.. dfii pcngsurEar dan. akumulari Si6a L€bih P.tnbioyaln Angg.ran (SILPA) yang
disimpan di Bank Indon€sia dolam bentuk SAL.
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Lampiran I

Lampiran 1

RINCIAN PEIIERIMAAN PERPAJAKAN, REALISASI APBN 2OO2 DAF{ APBN 2OO3
@alam Miliar Ruplah)

U r a i a n Realisasl
APBN 2OO2

APBN
2003

7o A thd.
APBN

( r ) ( 2 ) (3 ) ( 4 )

Pajak Dalam Negeri

L Pajak Penghasilan (PPh)
1. PPh Migas

a. PPh Minyak Bumi
b. PPh Gas Alam

2. PPh Nonmigas
a. PPhPasal2l
b, PPhPasal22

b,l. PPhPasal22 Nonimpor
b.2. PPh Pasal 22 Impor

c. PPh Pasal23
d,. PPhPasal25129

d.l. PPh Pasal25/29 Pribasr
d.2, PPh Pasal25/29 Badan

e. PPh Pasal26
f PPh Finaldan Fiskal Luar Negeri

IL Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Paj trk Penj ualan atas Barang M€wah
@PN/PPnBM)

lll PajakBumi dan Bangunan (PBB) dan Bee
Perolehan IIak atas Tanah dan Bangunan
(BPrrrB)
I. PBB

V Pajaklainnya

Paj ak Perdagangan Internasional
I Bea Masuk

IL PajaldpungutanEkspor

200.t26,2
701.675,9
77.275,3

6.9n,0
10.6133

84.460,6
203s7,6
7.428,7
2.486,0
4.94',7

t0.2243
1? R55 ?

2.6992
31.1565
4.383,0
8.211"3

65.855,3

7.98s,4
6.356,5
t.628,9

23,34t,4
t.468,2

70.629,3
10.399,1

230,2

24t.742,4
t20.924,8
14.775,8

4.744,5
10.0313

t06.149,0
2s.082A
8.214,4
l.Ez6,8
6.287 S

15.M5,0
39.670,8
L 168,2

38,502,6
4.2%9

13.043,4

E0.789,9

9.925,3
7.93,6
z.40t,7

27,645,6
2.156,8

12.397,8
11.960,3

437,5

20,7
18,9

- 14,2
- 28,1

25,7
232
10,6

J ) \

n2
5 5 n

172

2is
) l

sq8

,'t 1

24,3
18,4
47,4
18,4
46,9

76,6
15,0

90,1

JTJMI,{I 210.955,5 254.t40,2 20,5



Lampiran 2

I-ampiran ?

RINCIAN PENI'RIMAAN BUKAN PAJAK R-EALISASI APBN 2OO2 DAN APBN 2OO3
(Dalam Miliar Rupiah)

U r a i a n
Realisasi

APBN 2()O2
APBN

2003
% a thd.

APBN 2OO2

( t ) (2) ( l) (4)

Penelimaan SDA

1.  SDA Migns

i. Minyak Burni

ii. Gas Alam

2.  SDA Non Migas

i. Pertambangan Umum
- Iulan tetap
- Iuran Eksplorasi dan ekspoloitasi (Royalti)

ii. Kehutanan
- Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH)
- Provisi sumber daya hutan (PSDH)
- Dana reboisasi

iii, Perikanan

Bagian Laba BUMN

PNBP lainnya

L Pendapatan Penjualan

2. Pendapatan Sewa

3. Pendapatan Jasa

4. Pendapatan Rutin Luar Negerr

5. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan

6. PendapatanPendidikan

7. Pendapatan Pelunasan Piutang

8. PendapatanLain-lain

9. Pengembalian PNBP

B.

C.

65.218,7

60 .011 ,0

47.68s,9

IZ.3Z5, l

5.207,7
1.850,0

120,6
| .129,4

3.154,7
28,5

800,0

2.326,2

203,0

9.760,2

13 .9s1 ,1
134,8

3.013,3

4M,0

31,7
762,3

4.295,3

5.896,I

(667,6)

59.395,5

56.195,0

39.910,5

16.284,5

3.200,s
1.482,6

4 \ 1

1.436,9

1.267,9

?q{ 5

868,9
450,0

10.414,2

72.205,6

947,6
l l  (

2.538,8
171 4

20,0
1.505,2
7.000,0

9,0

_ 00,0
_ t6,3

? ? l

- 00,0
-  t q  q

-  62,1
- 16,9

-R1 7

-  50,6
- 6 J  6

t21,7

6,7

- tz,s
603,0
_ /.< 0

- 17,4

-36,7
q1 4

63,0
- 99,8

8,9

JUMLAH 88.930,0 82.015,3 - 7r8



Lttrttl,irtu 3

l,arnpilan 3

PENERIN'L{ N DAN PENCELUAILAN-
REKENING DANA INVESTASI (RDD, REALISASI APBN 2OO2 DAN APBN 2t}()3

(Dalam Ntiliar Rupiah)

U r f l i a
Rcal isas i

APBN 2()O2

APBN
2003

% A rhd.
APBN 2OO2

( r ) (2 ) (3 ) \4)

Pencri l raa n

I .  Penerimaan Pinjaman RDI
a. Pokok
b. Bunga
c. Biaya Komitmen/denda

II .  Penerimaan Pinjarnan Rekening
Penrcr intah Daerah (RPD)
a. Pokok
b, tsunga
c Biaya Komihlen/denda

I I I . Penarikan Tunggakin Piniaman Daerah
Melalui Pemotongan DAU

IV. Penerimaan Pinjaman Subsidiary Loan
Agreement (SLA)
a. Pokok
b. Bunga
c. Biaya Komitmen/denda

Pcngeluaran

I. Pengeluaran RDI
u. psmle1lan/pencairan Pinjaman RDI
b. Pencairan Jasa Bank SLA

II. Pengeluaran RPD

A .

B.

6 .333 ,1

1.482,1
1 .148 ,0

333,1
1,0

89,3
4t,9
47,l
0,4

4.761,7
? oar 4
2.660,3

10,0

2.232,9

2.143,6
2,048,8

9,|,8

8903

7 .941,s

t .541,4
r . 193 ,9

346,5
1,0

92,9
43,5
49,0
0!

6.307,2
2.775,1
3.5ZI,7

10,4

941,5

848,6
ts0,o
98,6

92,9

25,4

4 ,0
4,0
4,0
0,0

4,0
4,0
4 i

0,0

? t  <

37,1
1 ) 4

4,0

57,8

60,4
-63,4

4,4

4 '0

Su rplus disetar ke APBN 4.zss$ ) 7.000,0 d3,0

* ' t  Tcmra.uk  Rp lo5 . l  m ' l ia r lnng langsung d iseror  ke  BLt ' * I  meta lu i  DJA.

96



LamPiran 4

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN, REALISASI APBN 2()O2 DAN APBN 2OO3
(Dalam Miliflr Rupiah)

U r a i a n Rcalisasi
APBN 2OO2

APBN
2 003

% A thd .
APBN 2OO2

( r ) ( l l (  l l ( 4 )

I

Belanja Pegawai

l- Gaji dan Pensiun

2 Tunjangan Beras

3. Uang Makan/Lauk Pauk

4, Lain-lain Belanja Pegawai Dalam Negeri

5. Belanja Pegawai Luar Negeri

Belanja Barang

L DalamNegeri

2. Luar Negeri

PembayaranBunga Utang

l. Dalam Negeri

2. Luar Negeri

Subsidi

I. BBM

2. Non-BBM

a, Pangan

b. Listtk

c. Bunga Kredil Program

d. Lainnya

Pengetuaran Rutin Lainnya ")

M

39.76 6,8

323M.2

1.393.0

2.106,7

2.300,9

L062,0

12.s11,2

r 1.8003

770,8

89.861,7

&A6r,3

2s.406,4

40.006,3

3 1 . 1 6 I  , 7

8.844,6

4.5 07,4

4.  102.7

1 8  3 , 7

5 0,8

7.102,5

50.240,6

41.436,6

1.574.9

3.459,1

2.230,1

1.539,3

1s.421,1

14.236,3

1.190,8

81.975,?

55.180,2

26.79s,0

2 s.46s,3

13.210.0

t2255,3

4 696,9

4 . 5  t  9 , 0

I 6 4 4 , 4

1 . 3 9 5 , 0

15.47 6.,r

26,3

28,1

t 3 . l

27.8

-.1.1

44,9

7 1  1

20,6

.s4.5

-8,8

- 14,1

5.5

-JO.J

-51_6

18,6

1,2

10,  I

795,2

2 646, I

117,9

JTJML{II 189.3r4,5 188.584,3 -0,4

q1

*) Unluk APBN 2003 lermasuk dana cadangan umunvtarggap darurat Rp8.239,6 miliar



Lampiran 5

Lampiran 5

PENGELUARAN RUTIN BERDASARI(AN SEKTOR DAI\ SUBSEKTOR.

REALISASI APBN 2OO2 DAN APBN 2OO3
(Dalam Miliar Rupiah)

Kode
U r r l a n Realisasi

APBN 2()O2
APBN
2n02

% a Thd.
APBN ! l)O2

( L ) ( 2 ) ( l ) ( 4 ) (s )

02
02.1
02.2
02.3
03
03. I
01.2

0 4
04. l
05

05.1
05.2
05.3
05.4
05,5
0 6
06 I
06.2
06.3
C)6.4
06.5

r)7
07 I
i1.2
0 8
08. I
08.2
09
01.l
w.2

l 0

0 l
0 1 , l

10,1
)0.2

Sektor Industri
Subsektor Industri

Selrtor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Subsektor Pertanian
Subsektor Kehutanan
Subsektor Kelautan dan Perikanan

Sektor Pengairan
Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan
SubsektolPengembangan dan Pengelolaan Sumber-
sumber Alr
Sektor Tenaga Kerja
Subsektor Tenaga Kerla

Sektor Perdagangrn, Pengcmbangarr Usaha Nasional,
Keuangan, dan Koperasi
SLrbsektor Pcrdugungan Dal.rrn )Jcgeri
Subsektor Perdagangan Luar Ncgeri
Subsektor Pengcmbangan Usaha Nasional
Subsektor Keuangan
SLrbscktorKoperasi dan Usalra lVIikro. Kecil dan l\4enengah

Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika
Subsektor Plasarana Jalan
SrLbscktor Transpoltasi Darat
Subsektor Tlansportasi Laut
Subsektor Trarrspoltasi Udara
Subsektol Nleteorologi, Geollsika, Pencalian dan
Penyclamatan

Sektor Pertambangan dan Encrgi
Subsektor Perlambangan
Subsektor Lnclgi

Sektor Parirvisata.Pos,Tclckornunikasidan tnlbrmatika
Subsektor Paliwisata
Subsektor Pos. felekonrunikas i dan Infolmatika

Scktor Pembanguuarr Daerqlr
Subsektor Otonomi Daerah
Subsektor Pcn gcnrbangan Wilayah dan Pembcrdayaan
Masyarakat

Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
danTata Ruang
Subsektor Sumber Daya Alarn dan Lingkungan Hrdup
Subsektof Tata RlLang dau Pcrtanahan

22,9
1 ) O

967,9
2984
@22

27,4
26,6

0,8
116,9
176,9

154,654!3
8,8

722

154.532,8
q,5

426,s
t7,6
q,9

2t0,7
18,6

78:l
383,3
36f,4
16,9

128,6
57,7
109
48,4
4 5 5

? o

506,3
12,8

4q1 5

1,0
197,3
t97 3

'tt 1
\1 '1

955,7
1d1) {

581,1
u l
34,2
1',1,

146.984,0
I I , l
u,6

146.837,6
50,7

519,1
22,0
l S t

268,0
100,8

93,1
366,0
349,9
l6,l

209,0
74,9

134,1
90,4

33,1

569,9
152

554,7

42,8
a ) L
-1,3
14,l
-9,5
) 4q

24,8
24,8

, s o

r  1,5
| {

-5,0
26,1
t72

-5,0
1 \ )

27,7
? s o

- 1 1  q

272
282

183
-{,5

a'7

62,5
29,8
89,1

86,8
, s o

Lcr'.t,4

12,6
18,8
1 ) A



Lampiran 5

Lampiran 5 0anjutan)

No to r
Kode

U r a l a D ReslisrBl
APBN 2OO2

APBN
2003

v. L thd.
APBN 2O02

( l ) (z ) (3 ) ( 4 ) (5 )

l l

l  l . l
1 .2
I 1 . 3
I  1 .4

t 2
12.1

1 3

t 3 . l
t3.2
13.3
1 4
l4. l
t4.2
T I

15.  I
15.2
l 6
16.1

16.2

16,3

t6.4
t 7
t7. l
t7.2
1 8
l8. l
18.2

l 9

19.l
19.2
19.3
20
20.1
20.2

SektorPendidikan,KebudayaanNasional,Pemuda
dan Olah Raga
Subscktor Pendidikan
Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
Subsektor Kebudayaan Nasional
Subsektor Pemuda dan Olah Raga
Sektor Kependudukan dan Kcluarga
Subsektor Kepeududukan dan Keluarga
Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatau, dan
Pembcrdayaan Perempuan
Subsektor Kesejahteraan Sosial
Subsektor Kesehatan
Subsektor Pemberdayaan Pelempuan
Scktor Pcrumahan dan Permukiman
Subsektor Perumahan
Subscktor Pemtukiman
Sektor Agama
Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
SubsektorPembinaan Pendidikan Agama
Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Subscktor Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Subsektor Kelcmbagaan, Prasarana dan Sarana
llmu Pengetahuan dan Teknologi
Subsektor Statistik
Scktor Hukum
Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
Subsektor Pembinaan Aparahr Hukum
Sektor Aparatur Negara d0n Peogswasan
Subsektor Aparatur Negfia
Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan
Sektor PolitikDglam Negerl, Hubungan Luar
Negeri, Informesi dan Komunikasi
Subsektor Politik Dalam Negeri
Subsekior Hubungan Luar Negeri
Subsektor Informasi dan Komunikasi
Sektor Peftrhanon dan Keamanan
Subsektor Pertahanan
Subsektor Keamanan

4.699,r
4.t&,1

4r8A
88,s
23,r

677,9
67r9

321,4
5q5

26t,?

44,1
0,r0
449

1.289,0
t < l  o

r.037,1
603,1

) l

418,5

.,., I

160,1
1.425,0
1.227,l
tn,9

5.610,5
5.217,7

392,8

1.934,0
868

l.8l lJ
35,8

15.373,9
9.8748
5 400 |

5.377,7
4.7t3,6

537,l
mA
36,6

55,1
0,t2
55,0

r.606,6
3134

I ?O1 t

755,8

3p

qt10

27,6
2U2'

r.76r,6
1 5f7' l

)14 \

5.960,1
5.451,0

494'1

3.139,8
93,8

l anl 1
471

78.76r,4
12.021,9
6.739,5

805,9
805,9

402,0
77,0

32s,0

14,4
t l ,

281
) l

302
19,9
r9,9

25,0
20,0
x9
24,6
uA
)tr1
25,3

259

25,0

62,3
79

65,8
193
22,0
zrJ
ns

25,r
291
24,1

) 49
'253

23$
245
18,4
6,2
4.1

J U M L A  H 189.314,5188,584,3 -0,4



Lampiran 6

Lampiran 6
PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN

SEKTOR DAN SUBSOKTOR, REALISASI APBN 2O(}2 DAN APBN 2O()3
(Dalam Millar Rupiah)

\onror
Kode Sektor/Subsektor

Reallsa8i APBN 2002 APBN 2OO3

Rupiah
Pinremrn
Proyek Jumloh Rupish

Plnlaman
Proyek Juml.h

(r) {2) (!) (5) (6) o) (3)

01
0  L . l

04
04.1

02

O ? L
0 2 z
0 2 3

03
03 I

0 3 2

05 I
05_2
0 5 1
0 5 4
0 5 5

06

0 6 . 1
062
06.3
06,4
06.5

08 I
08.2

09
0 9 1
09,2

05

07
0 7 |
0 1 2

08

l0

l 0 . L

')o 2

SEKTOR INDUSTRI
Subsektor Industri

SEKTOR PtrRTANIAN, XtrHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Subsektof Kchuratran
SubsekLar Kelau$n dan Perikanan

SEXTOR PENCAIR{N
Su bsehro. Pengembangon dan
P€ng€lolaan Pcngairan
Subsektor Pengembanstrn dsn Pengelolaan

Sf,KTOR TENAGA KERJA
Srbscktor Tenaga Kerja

StrKTOR PI]RI}AGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAI,, KEUANGAN,
I}AN KOPER{SI
Subscktor Perdaganem DaLam Negeri
Subsektor Perdagangan Luar Ncgcri
Subscktor lengembr gan Usaha NasionaL

Subscklor KDpensi dm Us.rha Miko,

SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOCI
DAN Gf,OFISIKA
Subscktor PEsanna Jalan
S! bseklor Transportasi Darar
Srbseklor Translon{xi Laul
Subsektor Trsnsportasi Udam
Subsektor Mel€orclogi, Gcofisika, Pcr)carian dan

SI'KTOR PERTAMBANGAN DAN ENIRGI
SubsekLor Pertambangan
SLtbseklor Enefgi

SEKTOR PARIWISATA, POS,
TELEKOMTJNIKASI, DAN INFORTI4ATTICA

Subseklor Pos, Telckon)unika.si dan Infonnatika

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
Subsekror OtoDomi Daerah
Subsektor Pcngcrnlargan wilayah dan
Penberdayann Masyamkst

SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG
Subscklor Sumbe. Daya Alam dan Lidgkungan
Uidup
Subseklor Tata RuanB dan Penenahan

r60,7
t60,7

2.126,8
r .406,9

58,4
661,5

r.604,0

914,8

689,2

634,9

2.E43,8
|  .47 7,3

465,9
326,3
134,4

7 t9,2
37,4

6 E 1 , 8

101,6

29,3

166,2
t66,2

652,6

223,8

149,4

904,4
48,9
94,1

90,0

702,6
560,6

t0,6
l l l , 4

1.259,3

649,8

4 1 ,  L

2.261,4
878,8
32t,2
l E l , 2
686,2

832,4

115,4
,0

104,4

2,648,0
1,265,3

1,382,7

3,8
41,3

15I,4
t 5 1 , 4

609,5

5,6

122,1

10,2
70,8

at2,l
312 ,1

2.829,4
| 96',1,5

69,0
792,9

2.863J

r.564,6

1.298,7

1.0265
48,9
94, l
46,1

160,8

676,0

5,111,2
2.356,1

'787,)

707,5
I 020,6

239,9

1.551,6
3t ,4

r J l 4 , 2

2r1,n

133,7

3.360J
1.325,0

2 015,3

318,9

263,2
I t5,7

r7r,8
) 7 t , 8

392,s

3.63E,?
2 463,0

t22,',1
1 0 5 3 , 0

2.490,0

I 440,0

I 050,0

r,s97,0
98,0

264,0

104,0

t 0 0 5 , 5

5,216,6
3 298,6

930,3
5 1 6 , 0
465,0

66,',]

1-453,5
L 3 L , O

r,077,2
142,8

934,4

388,1

262,6
125,5

323,5

281,5
231 ,5
56,0

t.092,2
837,1
1 t , 6

1E3,5

2.273,6

? 4 r , 8

I  5 3 1 , 8

74,2

1.295,1
958,9
790,5
710,2

2n,8

1.730,0

1.730,(r

150,1
1 3 , 4

136,7

1,901,5
40,1

I 8 6 1 , 4

I 1 9 , 4
I , l

675,6
675,6

4.730,9
I  300,1

194,3
| 236,5

4.763,6

2  1 8 1 , 8

? . 5 8 1 , 8

347,7
347,7

1.597,0
98,0

264,0
125,5
104,0

I 005,5

9.052,1

I  889,2
1,306,5
1.175,2

87,5

3,1E3,5
l 3  t , 0

1.052,5

437,6
244,9
t92,7

2,918,7
182,9

2.195,8

5r0,6

1,068,1
t .068,r

382,0
128,6

100



Larnpiran 6 (lanjutan)

\omor
Kode

Scktor/Subscktor
Rcalisasi APBN 2002 APBN 2OO3

Rrpiah Rupiflh

(r) (r) 0l (3)

l l

l | l
2

l t l
l t +

t 2

t 2  |
13

l : 1 . I
[ 2
13 3
I4

l 8 l
l 8  2

l 9

l 6 . l

14  I
142

15  l
t5.2

l 6

r62

163

1 6 4
17
t'7. l
t 11

t8

19  I
1 9 2
t 9 l

20

20.1
20.2

SEKTOR PENDIDIKd]\i, KEBUD.\YAA\
N,{,\ION,{I. PEMUDA DA.\" OLAH RA(;A
SLrbseklo. I'endidikan
Subsehor Pcrrdidikar Luir Sekol
Subschor Kebud yMn Nosronrl
SLrbslklor l,ennrd.a d.an Olrh llngfl

SEKTOIT KEPENDUDUKAi\ DAN
KELUARCA
Subscktor KcpcndLduk1n dm Kcluarga

SEKIOR KL\E"I AH II]RAAIi SOEIAI.
KESEHATAN, DAN PEi\II]ERDAYAA:\i
PERE}IPUAN
Subsektor KLrjcjahlenau Sosial
Subsektor KL\chrtnn
SLrbseklor Pen$crday an I'crcnrpuan

SI]KI OR PERI J]!IAHAN DA\
PERilIT]KIMAN
Subseklor Perunun i
SLrbscklor Pcrmrkinlllr

SEKTOR ACAJ\IA
Subsektor Pchyauan tuhidrLpan B€r aganu
Subseklof Pcnrbindan l)endidikan Agarna

SEKTOR ILMU PE}"CD,IAHUAN D]\N
TEKI(OL(X;I
Subsektc,r Pelayanarr dan Pcntnfharan llnnl
PengelalNan dm Tcknologi
SubsEldor Pcnelilian da Pe|gen$ ngdr
Iliu Pcngetahuan dan Tchrologi
Sub,scktor Kelembaga$, Pr.rsar.rlu ddr stu ona
Ilnnr Pengehhuen dan Tcknologi
Sut6ekor Statisrik

SEKToRIIUKUNI
Subsekor Pembinaan HLrknnr Nasio,ral
Subsckor Pembinaan Ap ratur Hukum

SEKTOR APAMTUR NEGAI'A DA\
PENGAIVASAN
Subsclftr Apaftfdr \ega$
Subsehor Pendryaguna.an Sislem dtur
Pelaksanaan Pengawr6En

SEKTOR POUTIK DAL{}I NEGERI,
HUBLhCAN LUAR NEGERI,
INFORMASI DAN KOMUNIKCSI
Subsekor Polilik D,i,nn r''eged
Subsekor Huhurgar t-uar Negerr
Subsekor Inlonnasi dnn Komunikasi

SEKIOR PERTAHANAN
DAN KEAMANAN
Subsektor P€.l!}ane.l
SLrbseklor Keanl1nan

8.887,1
8 ,+ [ . 7

ld3..r
+.5
85.1

248.4
t{lr.t

1.85t,0
| 509.9
2 I r 1 . l

914,8

6 t!r .5

1.10.9

206.9

896,6
867.0

29.6

95,2

55,7

84r.0
98,9

560,1
20,8

519,5

86,1
l5, l
l t , 5

r..0019
| 452,0
549.9

r,784,4
1.t48,9

281
6,5
0,1

90,3

53 , t

2.4

2 t . 4
t. l
s$

t,333J
62,1

I 211,2

t71,0
82,6
94,4

766

76.6

9.4)
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Lampiran 7

l) Bersumber dari penggunaan dana akunulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang disiDpar di Bank Indonesia
dalam bentuk SAL,

2) BPPN akan rnelalukan asset to bond swap Rp8,0 triliun sehingga s€luruh target BPPN adalah Rp26,0 triliun.

Lampiran 7

RINCIAN PEMBIAYAAN DEF'ISIT ANGGARA.N, REALISASI APBN 2OO2 DAN APBN 2OO3
(Dalam Miliar Rupiah)

U r a i a n
Reallsasi

APBN 2OO2

APBN
2003

% A thd.

APBN 2()O2

( 1 ) (2) (3) (4)

Pembiayaan Dalem Negcri

1. Perbankan Dalam Negeri

a. Sisa tebih Pembayaran hggaran (SILPA)

i. SILPA Tahun Be{alan

ii. SILPA Tahuntahun Sebelumnya

b. KrediVPinjaman Sektor Perbankan

2. Nonperbankan Dalam Negeri

a, Privatisasi
b. Penjualan Aset Program Restrukhrrisasi

Perbankan
c. Surat Utang Negara (neto)

i. Penerbitan

ii. Pembayaran Pokok

iii.Pembelian Kembali

Pembiayaan Luar Negeri (neto)

1. Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

a. Pinjaman Program
b. Pinjaman Proyek

2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN

a. Jatuh Tempo

b. Penjadwalan Kembali

i. Pokok

ii. Bunga

20.822,3
-4,451,8
-4,45 1,8
-4.45 1,8

75.274,1

7.664,9

19.548,6
-1.939,4

1 .991 ,  t
- 3.930,s

7.12t,7

19,380,4
7 .042,3

12.33  8 ,1
-12.258,7
-43.327,8

31.069, l
24.523,7

ti 545 4

22.4s0,r
8.500,0 

''

8.500,0

8.500,0

13.950,1

8.000,0

18,000,0 
'?)

- t2.049,9

7,700,0
- 6.  t65,5
-13.584,4

17.986,2

29.250,0

10.3 50,0

18.900,0
-77.263,,8

-44.279,1

27.0ts,3
20.508,3
6.507,0

7,8
-290,9
-?qo 0

- 100

- 44,8

4,4

-7 ,9

52t,3

286,'7
5K {)

68,3

s0,9
47,0
5 1  ?

40,8
) t

- 13,0
- t6 ,4
-0,6

JUMLAH 27.944,0 34,436,3 23?



Lampiran 8

Menimbang : a.

Mengingat :  l .

2.

b.

TJNDANG-TJNDA}IG REPUBLIK IF{DOMSIA

NOMOR 29 TAIIIJN 2OO2

TENTAFIG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHT]N ANGGARAN2OO3

DENGAN RAHMAT TT]HA}I YATIG MAIIA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
merupakan pelaksanaan dari dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan
Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003 sobagai penjabaran
dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 yang
merupakan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 -

2004, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terakhir dalam dan
luar negeri;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
yang disusun berdasarkan anggaran defisit, perlrr ditulup dengan sumber-
sumber pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
merupakan renoana kerja pemerintahan negara, yang berlaku selama 12 (dua
belas) bulan sejak I Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, dalam
rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan tahun-tahun
sebelumnya, serta pelaksanaan desentralisasi fiskal;

bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang
perlu diatur sisa lebih pernbiayaan .anggaran dan sisa kredit anggaran
proyek-proyek dalam anggaran pembangunan tahun anggaran 2003;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
perlu ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (l) dan
ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945
beserta perubahannya;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
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Dengan persetujuan

DEWAI|I PERWAKILA}I RAKYAT REPT]BLIK INDONESIA.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ui\DAl{G-UNDAI{c TENTAI{G ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.

3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitffi,et,
Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 196g (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan trmbaran
Negara Nomor 2860);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848)l

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan
Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

6. Undang-undang Nomor l8 Tahun 2001 tentang Otonoml Khusus Bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;

Z Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua.

Pasal I

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengal :

1. Pondapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang
berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, ierta
penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak
dalam negeri dan pajak perdagangan intemasional.

3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai bamng dan jasa dan pajak
penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan, oukai, dan pajak lainnya.

4. Pajak perdagangan intemasional adalah semua penerimaan negara yang
berasal dari bea masuk dan pajalc/pungutan ekspor.
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5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima
negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian
pemerintah atas laba badan usaha milik negara, dan penerimaan negara
bukan pajak lainnya.

6, Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan
pemerintah luar negeri.

7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja
pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.

8. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran negara untuk
rnembiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

9. Pengeluaran rutin -adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai
tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah
pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran bunga atas
utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.

l0-Iengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk
membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran
belanja pemerintah pusat.

11. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai
dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyeimbang.

12, Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan
kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi
umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

13. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan
sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, serta bagian daerah atas pajak penghasilan pas l25129 orang
pribadi dan pajaL penghasilan pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor l7 Tahun 12000 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

14. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan
kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antardaerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.

15. Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan
kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus,
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah.

16. Dana otonomi khusus dan penyeimbang adalah dana yang dialokasikan
untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi

17. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek
pembangunan pada akhh tahun anggaran.

18. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi
pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.

19. Sektor adalah kumpulan subselilor.

20. Subsektor adalah kumpulan program.

21. Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk
menutup defisit belanja negara baik yang bersumber dari pembiayaan
dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri bersih.

22. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari
perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi,
penjualan surat utang negara, dan penjualan aset perbankan dalam rangka
program reshukturisasi.

23. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari
penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program
dan pinjaman proyelg dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok
utang/pinjaman luar negeri.

24. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri
dalam bentuk pangan dan bukan pangan, serta pinjaman yang dapat
dirupiahkan.

25. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang
digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

(l) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 yang
memuat pendapatan dan belanja negara merupakan pelaksanaan dari dan
satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rencana pembangunan
Tahunan (Repeta) Tahun 2003.

-(2) Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) menjadi Lampiran Undang-undang ini.
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Pasal 3

(l) Anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2003 diperoleh
dari sumber-sumber :
a. Penerimaanperpajakan;
b. Penerimaan negara bukan pajak;
c. Penerimaan hibah.

(2) Penerimaan perpajakal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp254.140.200.000.000,00 (dua ratus lima puluh
empat triliun seratus empat puluh miliar dua ratus juta rupiah).

(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
huruf b direnoanakan sebesar Rp82.015.327.000.000,00 (delapan puluh
dua triliun lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2003
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayt (3), dan ayat (4) dlrencanakan
sebesar Rp336.155.527.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun
seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 4

(l) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
terdiri dari :
a. Pajak dalam negeri;
b. Pajak perdagangan internasional.

(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
huruf a direncanakan sebesar Rp241.742.400.000.000,00 (dua ratus empat
puluh satu triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus juta
rupiah).

(3) Penerimaan pajak perdagangan intemasional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l) huruf b direncanakan sebesar Rp12.397.800.000.000,00
(dua belas triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus juta
rupiah).

(4) Rincian ponerimaan perpajakan tahun anggaran 2003 sebagaimana
dimaksud dalam ayat Q) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat
ini.

Pasal 5

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) terdiri dari :
a. Penerimaan sumber daya alam;
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(4)

(s)

b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negam;
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp59.395.500.000.000,00 (lima puluh sembilan
triliun tiga rarus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana
dirnaksud dalam ay^t (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 10.414.249.000.000,00 (sepuluh triliun empat ratus empat belas miliar
dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.205.578.000.000,00 (dua beias
hiliun dua ratus lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
Rincian penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2003 sebagaimana
dimaksud dalam ayat Q), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam
penjelasan ayat ini.

Pasal 6

(1) Anggaran belanja negara tahun anggaran 2003 terdiri dari :
a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
b. Anggaran belanja untuk daerah.

(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
huruf a direncanakan sebesar Rp253.714.075.000.000,00 (dua ratus lima
puluh tiga triliun tujuh ratus empat belas niiliar tujuh puluh lima juta
rupiah).

(3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
huruf b direncanakan sebesar Fipl 16.87 7.704.567.000,00 (seratus enam
belas triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta
lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2003 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar
Rp370.591.779.567.000,00 (tiga ratus tujuh puluh triliun lima ratus
sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus
enam puluh tujuh ribu rupiah),

Pasal 7

(1) Anggaran bolanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (l) hurufa terdiri dari :
a. Pengeluaran rutin;
b. Pengeluaran pembangunan,
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(2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf a
direncanakan sebesar RpI88.584.275.000.000,00 (seratus delapan puluh
delapan hiliun lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh
lima juta rupiah).

(3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf b
direncanakan sebesar Rp65.129.800.000.000,00 (enam puluh lima triliun
seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

(4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tahun anggaran
2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor
dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 8

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran
rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan dibahas
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisa,hkan dari
undang-undang ini.

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran
rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) hurufb terdiri dari :
a. Dana perimbangan;
b. Dana otonomi khusus dan penyeimbang.

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf a
direncanakan sebesar Rp107.490.527.080.000,00 (seratus tujuh triliun
empat ratus sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan
puluh ribu rupiah).

Dana otonomi khusus dan penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat
( l ) huruf b direncanakan sebesar Rp9.387 .17 7 .487 .000,00 (sembilan triliun
tiga ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat
ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal l0

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a
terdiri dari :

(1 )

(2)

(3)

(1 )

(2)

(3)
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a. Dana bagi hasil;
b. Dana alokasi umum;
c. Dana alokasi khusus.

(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf a
direncanakan sebesar Rp27.895.943.600.000,00 (dua puluh tujuh triliun
delapan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus elnpat puluh tiga
juta enam ratus ribu ruPiah).

(3) Dala alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp76.978.005. 850.000,00 (tujuh puhrh enarn triliun
sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima juta delapan ratus lima
puluh ribu rupiah),

(4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o
direncanakan sebesar Rp2,616.577.630.000,00 (dua triliun enam ratus
enam belas miliar lima ratus tnjuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh
ribu rupiah).

(5) Pernbagian iebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Petnerintah Pusat dan Daerah.

Pasal l l

(l) Dana otonomi khusus dan penyeimbang sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) hurufb terdiri dari :

a. Dana otonomi khusus;

b. Dana penyeimbang.

(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 1.539.560.1 17.000,00 (satu triliun lima ratus tiga
puluh sembilan miliar lirna tatus enam pulLrh juta seratus tujuh belas ribu
rupiah).

(3) Dana penyeimbang sebagaitnana dimaksLrd dalarn ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp7. 847.6 I 7,370.000,00 (tujuh triliun delapan ratus
enipat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh
ribu rupiah), yang terdiri dari dana penyeimbang untuk kekurangan dana
alokasi umum bagi beberapa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
butir (12) sebesar Rp2.262.435.000.000 (dua triliun dua ratus enam puluh
dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan dana bantuan
adhoc untuk kenaikan gaji sebesar Rp5.5 85.182.370.000,00 (linta triliun
lima ratus delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta tiga
ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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Pasal 12

(1) Dengan jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran
2003 sebesar Rp336.155.527.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun
seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari jumlah
anggaran belarla negara sebesar Rp370.5 91.779.567.000,00 (tiga ratus
tujuh puluh hiliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh
puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), nraka dalam tahun anggaran 2003
terdapat defisit anggaran sebesar Rp34.436.252.567.000,00 (tiga puluh
empat triliun empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua
juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari
pembiayaan defi sit anggaran.

(2) Pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari
sumber-sumber :

a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp22.450.052.567.000,00 (dua puluh
dua triliun empat ratus lima puluh miliar lima puluh dua juta lima ratus
enam puluh tujuh ribu rupiah);

b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rpl 1.986.200.000.000,00
(sebelas triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus juta
rupiah).

(3) Rincian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan
dalam penjelasan ayat ini.

Pasal l3

(1) Pada pertengahan tahun anggaran 2003, Pemerintah menyusun laporan
semester I mensenai :

Realisasi pendapatan negara dan hibah;
Realisasi pengeluaran rutin;
Realisasi pengeluaran pembangunan;
Realisasi anggaran belanja untuk daerah;
Realisasi oembiavaan defisit.

Dalam laporan sebagainana dimaksud dalam ayat (l) Pemerintah
men)rsun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pada akhir bulan
Juli 2003, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan
Pemerintah.

b.

A

(2)
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(4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan

perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan

Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2003.

Pasal 14

(1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada pengeluaran pembangunan tahun

anggaran 2003 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek,

dipindahkan ke tahun anggaran 2004 menjadi kredit anggaran tahun

anggaran 2004.

(2) Pemindahan sisa kedit anggaran proyek-proyek sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah'

(3) Realisasi dari pemindahan sisa kedit anggaran proyek-proyek yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

aya!- (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan

Pemeriksa Keuangan paling lambat pada akhir triwulan I tahun anggaran

2004.

Pasal 15

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2003 ditampung pada
pembiayaan dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangan
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 16

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 berdaserkan
perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) untuk mendapatkan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum tahun anggaran 2003 berakhir.

Pasal 17

(1) Setelah tahun anggaran 2003 berakhir, Pemerintah membuat perhifungan

anggaran negara mengenai pelaksanaan anggaran tahun anggaran yang

bersangkutan.

(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan
Anggaran Negara setelah perhitungan anggaran negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran 2003 berakhir,
untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

t12
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Pasal 18

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia
(Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860), yang bertentangan dengan bentuk,
susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2003.

Agar setiap orang meFgetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

trd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANGKESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHI]N 2OO2 NOMOR 136
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PENJELASAN

ATAS

U}IDANG-UNDAIIG REPUBLIK I]\IDONESIA

NOMOR 29 TAHUN2OO2

TENTANG

ANGGARAN PEIIDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2(}O3

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003 disusun sebagai
pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai yang digariskan dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 -2004, APBN Tahun Anggaran 2003 berfungsi pula
sebagai implementasi Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) sektor pemerintah, yang
merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program
Pembangunan Nasional (Propenas). Selain itu, sebagai kelanjutan dari kebijakan fiskal
tahun anggaran sebelumnya, penlusunan APBN Tahun Anggaran 2003 juga
mempertimbangkan kinerja perekonomian tahun-tahun sebelumnya, dan prospek ekonomi
Indonesia tahun 2003.

Pelaksanaan APBN, di samping berkaitan erat dengan kinerja ekonomi nasional dan
kondisi sosial politik dalam negeri, juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia.
Setelah mengalami perbaikan yang cukup berarti dalam tahun 2000, kinerja ekonomi
Indonesia dalam tahun 2001 menunjukkan penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh
melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya inflasi, dan meningkatnya suku bunga
sertifikat Bank Indonesia (sBI) 3 bulan. Laju pertumbuhan ekonomi yang dalam tahun
2000 mencapai 4,9 persen, melambat rnenjadi 3,3 persen dalam tahun 2001. Inflasi
meningkat dari 9,4 persen dalam tahun 2000, menjadi 12,6 persen dalam tahun 2001.
Tingkat suku bunga SBI 3 bulan dalam tahun 2001 mencapai rcta+atd 16,4 persen, lebih
tinggi dari yang dicapai dalam tahun 2000 yang mencapai rata-rata 12,3 persen.
Memburuknya faktor eksternal yang ditandai oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi
dunia dan menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia secara signifikan, juga
telah memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor dan impor. Ekspor bukan minyak dan
gas alam (nonmigas) yang tumbuh sebesar 22,9 persen dalam tahun 2000 yaitu mencapai
US$47,8 miliar, turun 8,6 persen dalam tahun 2001 menjadi US$43,7 miliar. Imior
nonmigas yang tumbuh 35,5 persen dalam tahun 2000 yaitu mencapai US$27,5 miliar,
turun 7,3 persen dalam tahun 2001 menjadi US$25,5 miliar.
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Relatif stabilnya nilai tukar rupiah, cukup terkendalinya tingkat inflasi, serta semakin
menurunnya suku bunga SBI 3 bulan dalam paruh pertama tahun 2002, memberikan
pengaruh positif terhadap perkembangan berbagai besaran APBN 2002. Sementara itu,
nilai ekspor yang cenderung menunjukkan penurtlnan sejak semester II tahun 2000,
sejak Januari tahun 2002 cenderung nenunjukkan peningkatan. Selain itu, Iangkah-
langkah strategis yang ditempuh demi terjaganya ketahanan fiskal, seperti pelaksanaan
kebijakan pengurangan subsidi dan penerapan disiplin dalam alokasi belanja negara,
rnemberikan pengaruh positif terhadap upaya pengendalian defisit dalam batas yang aman

Membaiknya kondisi politik dan keamanan sejak pertengahan tahLrn 2001 dan rnembaiknya
berbagai indikator ekonomi makro sejak akhir tahun 2001, diharapkan dapat memberikan
dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional dalam tahun 2002, sehingga
sasaran pertunrbuhan ekonomi dalam tahun 2002 sebesar 4 persen diharapkan dapat
tercapai.

Membaikrrya beberapa indikator ekonomi, dan semakin kondusifnya situasi politik, sosial
dan keamanan di dalam negeri dalam tahun 2002, diharapkan dapat memberikan pengaruh
positifterhadap perkembangan ekonomi Indonesia dalam tahun 2003. Sementara itu di sisi
eksternal, pertumbuhan ekononii dunia dan volume perdagangan dunia dalam tahun 2003
diperkirakan akan lebih kuat dibandingkan dengan tahun 2002. Peiekonomian tiga negara
tujuan ekspor utama Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa diperkirakan
akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dalarn tahun 2003, sehingga diharapkan
dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kinerja ekspor dan investasi
Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi positif terhadap
prospek ekonomi Indonesia tahun 2003,

Sesuai dengan arah kebijakan di bidang ekonomi dalan GBFIN 1999 - 2004, kebijakan
fiskal dalam tahun 2003 diarahkan untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja
negara, dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran;
pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap; peningkatan penerimaan
pajak progresif yang adil dan jujur; serta penghematan anggaran belanja negara. Sejalan
dengan arah kebijakan tersebut, kebijakan keuangan negara dalam tahun 2003
dititikberatkan pada :

l .

z.
3.

A

Melanjutkan upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang
pemerintah secara cepat dalam jangka menengah;

Mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan Uiscal sustainability);

Mengupayakan pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan
negara, guna mendukung proses pemulihan ekonomi;

Memantapkan proses desentralisasi, dengan tetap mengupayakan pemerataan
kemarnpuan keuangan antardaerah, yang sesuai asas keadilan dan sepadan dengan
besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah, dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, di bidang perpajakan antara lain
ditempuh kebijakan pemantapan dan perbaikan adminishasi perpajakan, intensifikasi
perpajakan, ekstensifikasi perpajakan serta penyempumaan kebijakan perpajakan (rar
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policy reJbrm); penyiapan data base dan pengembangan jaringan d,ata secara on-line
dengan instansi lain; serta kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan dari
revaluasi aset dari 10 persen menjadi 20 persen. Selain itu, juga dilakukan
penyempurnaan peraturan untuk mencegah penghindaran pajak, akibat adanya perbedaan
perlakuan PPh atas pendapatan dari modal (round tripping); pengenaan PPh atas capital
gtin dari pengalihan hak pertambangan minyak oleh perusahaan minyak (farm tn/farm
orl); pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) atas jalan tol; pencabutan
pembebasan PPN atas beberapa jenis barang strategis; peningkatan persentase nilai jual
kena pajak G.UKP) pajak bumi dan bangunan (PBB); perubahan strata industri rokok yang
semula tiga strata menjadi dua strata, yaitu industri kecil dan nonkecil, serta perubahan
pengenaan tarifcukai dari ad valorem menjadi semi spesifik.

Di bidang kepabeanan, akan ditempuh kebijakan reformasi di berbagai bidang yang
meliputi fasilitasi perdagangan; pemberantasan penyelundupan dan underinvoicing;
peningkatan integritas pegawai dan koordinasi antarpihak-pihak terkait; pengkajian
terhadap kemungkinan diberlakukannya sistem pemeriksaan pra pengapalan atas barang
inpor Qreshipment inspection) secara selektif; serta penerapan r4anajemen resiko
transaksi impor (MRTI) dengan menggunakan surveyor independen.

Di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akan ditempuh kebijakan yang
meliputi peninlauan dan penyempurnaan peraturan PNBP; evaluasi jenis dan tarif PNBP
yang berlaku; peningkatan pengawasan pemungutan, penyetoran, dan penggunaan PNBP;
serta penanggulangan penambangan tanpa ijin, penebangan hutan secara Iiar (illegal
Iogging) dan pencurian tkan (illegal fishing). Selain itu, untuk mendukung pemulihan
kembali (recovery) hutan yang rusak serta untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara
lestari, akan ditempuh kebijakan sa/ Ianding, yaitu pengurangan kegiatan eksploitasi hutan
(annual allowable cur) secara bertahap.

Di bidang hibah akan diambil langkahJangkah agar hibah yang diterima oleh
departemen/lcmbaga pemerintah nondepartemen (LPND) dapat dilaporkan, sehingga akan
memudahkan pengawasan penggunaannya.

Untuk mendukung penerapan kebijakan iiskal yang berkelanjutan, kebtjakan belanja
negara dalam tahun 2003 diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas
alokasi pengeluaran rutin, penajaman prioritas pengeluaran pembangunan guna
mendukung stilnulus fiskal, serta penyempurnaan alokasi dana perimbangan dalam rangka
pemantapan proses desentralisasi.

Di bidang pengeluaran rutin, kebijakan belanja negara dalam tahun 2003 diarahkan pada
upaya rnemperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintah dan anggota TNI/Polri dalam batas-
batas kemampuan keuangan negara; mengurangi beban pembayaran bunga utang dalam
negeri melalui upaya mengurangi jumlah pokok utang dalam negeri; menurunkan beban
subsidi rnelalui langkah-langkah penyempurnaan sistem dan mekanisme penyesuaian harga
bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri dan tarifdasar listrik (TDL) secara bertahap, dan
disesuaikan dengan kemampuan masyarakat; mengarahkan pemberian subsidi secara
sangat selektif dan tepat sasaran; sefia mengalihkan alokasi anggaran subsidi ke berbagai
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proglam-program sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatal kesejahteraan
masyarakat.

Mengacu kepada amanat GBHN 1999 - 2004 yang dijabarkan dalam Propenas dan
Repeta 2003, serta memperhatikan kondisi objektif, prioritas anggaran belanja
pembangunan dalam tahun anggaran 2003 akan dititikberatkan pada upaya mening-
katkan penanggulangan kemiskinan dan menjamin ketahanan pangan; meningkatkan
kualitas sumber daya manusia; memantapkan stabilitas ekonomi dan keuangan;
memperoepat restrukturisasi utang perusahaan dan privatisasi perusahaan negara;
memperluas kesempatan kerja; serta meningkatkan penegakan hukum dan sistem peradilan
yang transparan, adil dan konsisten. Selain itu, anggaran belalja pembangunan juga
diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui otonomi daerah dan
pemberdayaan masyarakat; mempersiapkan Pdmilu yang demokatis; memantapkan
persatuan, kesatuan dan ketertiban umum; membangun dan memelihara sarana dan
prasarana dasar penunjang pembangunan ekoaomi; serta meningkatkan penerapan pdnsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan.

Di bidang dana perimbangan, kebijakan alokasi anggaran belanja tersebut diarahkan pada
upaya penyempurnaan mekanisme penetapan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil,
terutama yang berasal dari sumber daya alam (SDA); penyempumaan formula dana alokasi
umum (DAU) dengan tetap mengacu pada konsep kesenjangan fiskal, di mana penentuan
alokasi DAU suatu daerah didasarkan atas kebutuhan fiskal daerah (f;scal neefl dan
potensi fiskal daeralt (fiscal capactty); penetapan alokasi dana alokasi khusus @AK)
secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai pemantauan dan
evaluasi pelaksanaannya; serta penyempumzvm pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk
mempertahankan kesinambungan fi skal Uiscal sustainability).

Di samping dialokasikan melalui dana perimbangan, anggaran belanja untuk daerah juga

dialokasikan untuk menarnpung dana otonomi khusus dan penyeimbang. Alokasi dana
otonomi khusus dan penyeimbang dalam tahun anggaran 2003, selain diarahkan untuk
menampung kebutuhan daerah sebagai akibat dari pemberian otonomi khusus pada daerah
tertentu, juga diarahkan untuk menampung kenaikan belanja pegawai daerah sejalan
dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat berupa kenaikan gaji pokok dan
tunjangan tenaga kependidikan bagi guru, serta penambahan tenaga guru, dokter, dan
paramedis.

Lebih rendahnya perkiraan pendapatan negara dan hibah dibanding dengan perkiraan
kebut'.rhan belanja negara" mengakibatkan terjadinya defisit anggaran dalam APBN Tahun
Anggaran 2003. Untuk itu, diperlukan pembiayaan, baik yang bsrasal dari dalam negeri
maupun luar negeri. Namun, sejalan dengan upaya menciptakan kebijakan fiskal yang
sehat, dalam tahun 2003 rasio pembiayaaa defisit anggaran terhadap PDB direncanakan
lebih rendah dibanding dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB dalam tahun anggaran
2002.

Di sisi pembiayaan dalam negeri, dalam tahun angg aran 2003, sebagian dari akumulasi sisa
lebih pembiayaan anggaran (SILPA) akan digunakan untuk mengurangi posisi utang dalam
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negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi b€ban dan resiko anggaran atas utang
dalam negeri pada tahun-tahun anggaran mendatang. Sementara itu, kebijakan privatisasi
BUMN ditempuh langkah-langkah yang meliputi pemilihan metoda dan penentuan
waktu privatisasi yang tepat, baik untuk kepentingan BUMN maupun kepentingan negara
secara lebih luas; serta mempertimbangkan kondisi pasar dan kebijakan regulasi sekloral.
Di bidang penjualan aset program restrukturisasi perbankan (asset recovery) akan
ditempuh langkah-langkah kebijakan seperti mengupayakan hasil penjualan yang optimal,
termasuk langkah-langkah restrukturisasi NPL (non performing /oan); memberikan
kesempatan yang sama dengan cara-cara yang terbuka, dalam rangka memelihara integritas
proses penjualan; mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, transparan, dan akuntabel
dalam proses penjualan; serta mempercepat pengembalian aset-aset BppN kepada sektor
swasta.

Di bidang pembiayaan yang bersumber dari surat utang negara ditempuh langkah-langkah,
antara lain mengurangi stock utang akibat dari penerbitan obligasi untuk program
rekapitalisasi perbankan; membiayai kembali (refinancing) utang dalam negeri melalui
mekanisme pasar dengan mengembangkan instrumen obligasi jangka panjang maupun
jangka pendek yang sesuai dengan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya;
mengurangi beban pembayaran pokok utang dalam negeri dengan melakuktu-r
restrukturisasi surat utang kepada Bank Indonesia dan pembebasan pembayaran sebagian
DUnganya.

Di bidang pembiayaan luar negeri, dalam tahun 2003 pinjaman luar negeri masih
dibutuhkan, mengingat kemampuan dalam negeri belum cukup memadai. pinjaman-
pinjaman tersebut terutama bersumber dari kornitmen pinjaman lama yang masih efektif,
dan pinjaman baru antara lain berupa kredit ekspor. Sementara itu, kesempatan
penjadwalan kembali (rescheduling) pembayaran pinjaman luar negeri sebagaimana
disepakati dalam Paris Club III, harus dimanfaatkan untuk terus menata kembali
perekonomian nasional dan pengelolaan keuangan negara dengan sebaik-baiknya, agar
tidak terus bergantung pada penjadwalan utang yang pada akhimya tidak rnengurangi stocft
utang.

Dalam upaya memperlambat pertumbuhan stock \tang luar negeri, pembiayaan yang
bersumber dari pinjaman luar negeri harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari
proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Untuk itu, proyek-proyek yang dibiayai dengan
pinjaman luar negeri akan makin diseleksi dan diatokasikan terutama untuk penyediaan
prasarana yang dapat mendukung investasi dan akselerasi ekonomi dalam jangka panjang.
Di samping itu, perlambatan pertumbuhan utang luar negeri juga akan diupayakan dengan
melakukan pertukaran utang dengan program-program pembangunan (debt swap).
Pertukaran utang dengan program-program tersebut juga diharapkan dapat mendukung
terjadinya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran negara.
pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara terus ditingkatkan, rnelalui peningkatan
transparansi dan disiplin anggaran.
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Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit

anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dalam tahun

anggaran 2003 dipindahkan menjadi kredit anggaran tahun anggaran 2004.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2003 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut :

a. bahwa keadaan ekonomi global dalam tahun 2003 diperkirakan mengalami
pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaannya dalam tahun 2002;

b, bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam tahun anggaran 2003 diharapkan
didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang semakin kondusif, sehingga
diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan
pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2002;

c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah
dibandingkan dengan yang diasumsikan dalam tahun 2002;

d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan (sustainable),

sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, pengerahan dan
penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan, perlu terus ditingkatkan;

e. bahwa untuk memelihara stabilitas moneter, perlu didukung oleh tersedianya barang-
barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan tersebar secara merata, serta

dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak;

f. bahwa dalarn rangka pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, perlu didukung oleh
adanya kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional,

transparan, partisipatif, dan bertanggung j awab (accountable)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 2

Cukun ielas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)

Mengingat perencanaan penerimaan hibah belum dapat dipastikan.. besaran

jumlitrn-ya, dalam ApBN Tahun Anggaran 2003 perencanaan hibah ditetapkan

sebesar Rp 0,00 (nihil).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp254.140.200'000'000'00

terdiri atas :
(dalam rupiah)

241.742.400.000.000,00
106. 149. 100.000.000,00
25.082.445.000.000,00

1.926.800.000.000,00
6.287.600.000.000,00

1 5.844.990.000.000,00
1.168.225.000.000,00

3 8.502.646.000.000,00
4.292.970.000.000,00

1 3.043.424.000.000,00
1 4.775.700.000.000,00
4.744.400.000.000,00

10,03 1.300,000.000,00

80.789.900.000.000,00
7.523.600.000.000,00

a. Pajak dalam negeri

01i0 Pajak penghasitan (PPh) nonmigas

0l l l  PPh Pasal 21
0l l2 PPh Pasal 22 nonimPor
01 l3 PPh Pasal 22 imPor
0114 PPh Pasal 23
0115 PPh Pasal 25129 orang Pribadi
0116 PPh Pasal25129 badan
0117 PPh Pasal 26
0118 PPh final dan fiskal luar negeri

0120 PPh minYak bumi dan gas alam

012 | PPh minYak bumi
0122 PPh gas alam

0130 Pajak pertambahan nilai barang danjasa
dan pajak penjualan atas barang mewah
(PPN dan PPnBM)

0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)
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0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB)

0160 Pendapatan cukai

0170 Pendapatan pajak lainnya

b. Pajakperdaganganinternasional

0210 Pendapatan bea masuk

0220 Pendapatan paj alc/pungutan ekspor

a, Penerimaan sumber daya alam

03 l0 Pendapatan minyak bumi
031 I Pendapatan minyak bumi

0320 Pendapatan gas alam
0321 Pendapatan gas alam

0330 Pendapatan pertambangan umum
0331 Pendapatan iuran tetap
0332 Pendapatan royalti

0340 Pendapatan kehutanan
0341 Pendaoatan dana reboisasi

2.401.700.000.000,00
27.945.600.000.000,00
2.156.800.000.000,00

r2397.800.000.000.00
r 1.960.300.000.000,00

437.500.000.000,00

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN) secara rata-rata
dihitung berdasarkan 50 persen dari keuntungan bersih BUMN setelah dikenakan
pajak, termasuk PT. Pertamina.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (s)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 82.015.327.000.000,00
terdiri atas :

(dalam rupiah)

59.395.500.000.000,00
39.9 10.500.000.000.00
39.9 10.500.000.000,00
l 6.284.500.000.000,00
I 6.284.500.000.000,00
1.482.600.000.000,00

45.700.000.000,00
L436.900.000.000,00
1.267.900.000.000,00

868.900.000.000,00
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0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan
0343 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan

0350 Pendapatan perikanan

035 I Pendapatan perikanan

Bagian pemerintah atas laba BUMN
0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN

Penerimaan negara bukan pajak lainnya
0510 Peqjualan hasil produksi, sitaan

051 I Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan
perkebunan

0512 Penjualan hasil petemakan dan perikanan
05 l3 Penjualan hasil tambang
0514 Penjualan hasil sitaan/raurpasan dan harta

peninggalan 3.010.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 1g4.000.000,00
0516 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil

cetakan lainnya L672.400.000,00
0519 Penjualan lainnya |.289.776.000,00

0520 Penjuafan aset 34.172.544.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 110.500.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor 999.279.000,00
0523 Penjualan sewa beli 32.202.444.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih./rusak/

395.500.000.000,00
3.500.000.000,00

450.000.000.000,00
450.000.000.000,00

10.414.249.000.000,00
1 0.4 14.249.000.000,00

12.205.578.000.000,00
913.466.422.000,00

1.391.734.000,00
8.386.74s.000,00

897.53 1 .767.000,00

97L322.000,00
1 l .493.395.000,00
2.756.586.000,00
6.827.251 .000,00

428.000.000,00
L481.558.000,00

2.112.987.571.000,00

54.034.766.000,00
1.553.785.000,00

370.178.000.000,00
603.120.040.000,00

r0.950.948.000,00

952.000.000.000,00

dihapuskan
0530 Pendapatan sewa

0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang
0533 Sewa benda-benda bergerak
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya

0540 Pendapatan jasa I
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi

kesehatan lainnya
0542 Pendapatan tempat hiburaMaman/museum
0543 Pendapatan surat keterangan, visa,/paspor

dan SIIWSTNK,TBPKB
0545 Pendapatan hak dan perijinan
0546 Pendapatan sensor/karantina/pengaw.rsar/

pemeriksaan
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa

informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi
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0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 65.000.000.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan,

dan kenavigasian 56.150.032.000,00
0550 Pendapatan jasa II 425.852.888.000,00

0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (asa giro) 7.920.288.000,00
0552 Pendapatan jasa penyelenggaraaa

telekomunikasi 165.354.920.000,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin 3.471.880.000,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak

negara dengan surat paksa
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan
0557 Pendapatan bea lelang
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara

dan lelang negara
0559 Pendapatan jasa lainnya

0560 Pendapatan rutin dari luar negeri
0561 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan

Republik Indonesia
0562 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen

konsuler

0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan
061 I Legalisasi tanda tangan
0612 Pengesahan surat di bawah tangan
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera

badan pengadilan 1.068.000.000,00
0614 Hasil denda,/denda tilang dan sebagainya 10.000.000.000,00
0615 Ongkos perkara 8.030.000.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 785.000.000,00

0710 Pendapatan pendidikan
0711 Uang pendidikan
0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan

akhir pendidikan 4.427.575.000,00
0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek 2.477.450.000,00
0719 Pendapatan pendidikan lainnya 256.720.350.000,00

Penerirnaan lain-lain 7.008.992.491.000,00
0810 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja

tahun anggaran berjalan L132.008.000,00
081 1 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat L051.200.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 27.500.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan

2.s0s.000.000,00
500.000.000,00

65.000.000.000,00

45.000.000.000,00
136.100.800.000,00
r73.392.34s.000,00

23.792.34s.000,00

149.600.000.000,00
20.033.000.000,00

100.000.000,00
50.000.000,00

1.505.187.344.000,00
l.241.561.969.000.00
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0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tahun anggaran yang lalu
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan

rupiah murni
0840 Pendapatan pelunasan piutang

0841 Pendapatan pelunasan piutang
0890 Pendapatan lainJain

0891 Penerimaan kembali persekoVuang muka gaji
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian

pekerjaan
0893 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian

yang diderita oleh negara
0899 Pendapatan anggaran lainnya

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

AyaI Q)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 188.584.275.000,000,00

terdiri atas :

513.871.000,00
432.697.000,00
47,400.000,00

33.774.000,00
7.000.000.000.000,00
7.000.000.000.000,00

7.346.612.000,00
755.000.000,00

3.917.000.000,00

l .807,546.000,00
867.066.000,00

(dalam rupiah)

32.712.199.000,00
32.712.199.000,00

OI SEKTORINDUSTRI
0l.l Subsektor Industri

SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN 955.727.219.000,00
Subsektor Pertanian 340.475.457.000.0002.1
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02.2 Subsektor Kehutanan
02.3 Subsekior Kelautan dan Perikanan

03 SEKTORPENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan
03.2 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-

sumber Air

04 SEKTORTENAGAKERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja

05 SEKTORPERDAGANGAN,PENGEMBANGA}I
USAHA NASIONAL, KEUA}IGAN, DAN
KOPERASI

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri
05.4 Subsektor Keuangan
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

06 SEKTORTRANSPORTASI,METEOROLOGI
DAII GEOFISIKA
Subsektor Prasarana Jalan
Subsektor Transportasi Darat
Subsektor Transportasi Laut
Subsektor Transportasi Udara
Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan

06.1
06.2
06.3
06.4
ub.)

581.097.013.000,00
34.154.749.000,00

34.160.23s.000,00
33.146.431.000,00

L013.804.000,00

r97.301.019.000,00
197.301.019.000,00

146.984.062.092.000,00
I 1.101.369.000,00
84.635.053.000,00

146.837.582.1 1 L000,00

50.743.559.000,00

519.141,960.000,00
22.061.886.000,00
35.233.43 8.000,00

267.986.301.000,00
100.787.202.000,00

93.073.133.000,00

366.003.313.000,00
349.950.846.000,00
16.052.467.000,00

208.987.657.000,00
74.941.964.000,00

134.045.693.000,00

90.415.007.000,00
57.298.582.000,00

33.1 16.425.000,00

07 SEKTORPERTAMBANGANDANENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan
07.2 Subsektor Energi

08 SEKTOR PARIWISATA, POS. TELEKOMT]MKASI
DAN INFORMATIKA

08.1 Subsektor Pariwisata
08.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika

09 SEKTORPEMBANGI]NANDAERAH
09.1 Subsektor Otonomi Daerah
09.2 Subsektor Pengembangan Wilayah dan

Pemberdayaan Masyarakat
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10 SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDT]P, DATI TATA RUANG 569.878.995.000,00

10.1 Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 15.197.860.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan 554.681.135.000.00

11 SEKTORPENDIDIKA]\,KEBUDAYAAN
NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA

I 1.1 Subsektor Pendidikan
1 1.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
1 1.3 Subsektor Kebudayaan Nasional
I 1.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raea

12 SEKTOR KEPENDIJDUKAN DAN KELUARGA 805.883.887.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga 805.883.887.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,

s.377.688.445.000,00
4.713.619.139.000,00

s37 .066.774.000,00
90.385.679.000,00
36.616.853.000,00

401.978.882.000,00
76.942.410.000,00

32s -036.412.000,00

55.073.677.000,00
120.018.000,00

54.953.659.000,00

1,606.562.163.000,00
3 13.342.300.000,00

1.293.219.863.000,00

755.E24.673.000,00

3.042.128.000,00

522.947 .549.000,00

27.597 .910.000,00
202.237.086.000,00

1.761.547.988.000,00
1.527.293.660.000,00

234.254.328.000,00

DAN PEMBERDAYAAN PEP.EMPUA}I
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial
13.2 Subsektor Kesehatan

14 SEKTOR PERUMAIIAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan
14.2 SubsektorPermukiman

15 SEKTORAGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama

16 SEKTORILMUPENGETAIIUANDAN
TEKNOLOGI

16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

16.4 Subsektor Statistik

I7 SEKTORHIJKUM
17. I Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
17.2 Subsektor Pembinaan Aoaratur Hukum
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18 SEKTORAPARATI]RNEGARADAII
PENGAWASAN

18.1 Subsektor Aparatur Negara
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan

Pelaksanaan Pensawasan

5.960,131.773.000,00
s.461.045.826.000,00

499.085.947.000,00

19 SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBI]IIGAN
LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMT]NIKASI 3.139.789,928.000,00

19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri 93.757.907.000,00
19,2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 3.003.286.080.000,00
19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi 42.7 45.941.000,00

20 SEKTORPERTAHANAIIDANKEAMANAN 18.761.403.888.000,00
20.1 Subsektor Pertahanan 12.021.944.315.000,00
20.2 Subsektor Keamanan 6.739.459.573.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp65.129.800.000.000'00

terdiri atas :

01 SUflORINDIFIRI
01.1 Slsddqlrd*i

M SUfiORPffiTA]\IAN,KU{NANAN,
KEI-{UTANDANPMIKAMN

ALI S$sddcrPqhim
UL? Sr.bEd(C.Kd alal
mi $h*hKdaiar&tPeri@el

Rupiab

39L500.mmn0
392jm.0m.0m,m

3.6386flm00qm
2463.mn00,000,m

122650.ffi.m,00
1.63,m0.m0,0m,m

14olmfl0m0

3'3sm0mmm
3235000m.m,m

Nilal Rqiah
PhJaDfi ProJrck

6/5610rmm00
675,6109m.0m,m

1.0yt2rl.2mooqm
a7l329m.m,m
715455m0m,00

183$28m0mJ0

2tt361gn@m
74l,8l2lmmJo

1J31.806200.0m,m

?AJ06.mflnm
2206.9m.@00

(dalam rupiah)

Jun ah

1.06&1109m00000
l.06&l 10900.m0!o

4A)86r.mo.@m
3.3m.132900.m,m
1911955m.m0,m

r2365328m.m,m

47616t&mom,m
zl8l.8lzrm.m,m

2581.8062m.000,m

347.7K9mmJ0
347t06Jmm,m

fi97.m0mm00
9&000.000.000,m

264.000.000.mq00
125500.000.@00

m
03.1
m2

SNfiORPBIGAIMN
SrhdcnPog{nbeop<hrPard0laDcEai'@ 1.440.m0.m0,@m

SftdlaPelg{nboggldarPaErlolet
Sunbim.rnberAn 1,050,mm0,0fl1m

IX SUflORTEMGAKM.IA
04.1 SisdfirTetEga I(€lja

(F SFIfiOR PMDAGAI\GAN, PB{GB{.
BAI.IC{NUSAIIANASIOMI.I(EUANG
AN DAITKOPmAStr r,g/mmomfl

05.1 SlsdcoPg&eEr8arhlsnNegci 98.000.m0.000,00
052 $lFdd(rMg?ogmhnN€ed 264,m0.m0,m,m
05.3 SlxdccrPoesnb@FusalBNcirEl l2j5m0m.m0,m
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05.4 SdxdccrKeLargao

05.5 $hddcrK(fq6r dar Usatb Misq Keci! dan
MerEngatr

06 SEflOR'II{4NSIIORTASI,MEIEORG
Lfi]I, DAN GEOTISIKA

06.1 Srftdfirk;er.rsJalar
62 SdrsddtrTnuwc(l6ih
06.3 Sul6dda Trar$c(hi l-al1
06.4 S*cddcrTrdrqrndiudaa
65 Sd:cdtr Mdecrclogl Ceoftle

Puxrian&nPegelaraizn

07.1 Sfiddc.ItdarilB€ar
07.2 SrfudtcrErtgi

M SBKTOR PARIWISATAs POIi TELD
KOMUNTKASI DAN II$ORT'ATIKA.

08.1 $tEddc.I'eiwisala
082 Sdsd<tr P<4 Teldcanurilosi &D lfonrdrka

D SF]KTORPEMBANGIJMNDAERAH
()9.l Suhddrr Odrrni LbE:atl
@2 Sdsddrr Psg3ntcngso WilBt3hd!(r

Pem@narMep-aka

IO SU(ORSUMBERDAYAAL,\MDAN

fi SEKMRPERTAMBANGANDAIIEN'RGI I.{$5N.MO.{Xtr'm

17547E 8000m,m
1,295,0462m.000,00
958.9l6Jm.Cm,m
790.484.200.0m,m
710240.?m ur,00

20 7l /00.000,m

t.??ggflqx).finm

l1a.qto.qD0qm

150.69.0mm,m
l3.3s l ,000 000,00

136.13 &m0.000,00

1.901s4s.m.fl)O,m
40.137.9i10.Cm,m

1.861.407,100.000,00

rM.fin m0.000,00

1.0055m.000.0fli,m

9.051101.100.0fl),fi)
4593.6685m.000,m
L889.186300.m0,m
I 306.4A1.2m.000,00
I t'75244;tcfcijfJ)

& 52 t.400.000,m

3.183/6rL9mfil0,m
13 l 000.000.000,00

l052.160.900,000,m

437589.0m.00q00
244 851,000.000,m
1%738.Un.000,m

2978595,Un-ml,m
182 88?.900,000,m

2795807100,m0,m

ln$flmffifi 5r0.64saxlfium
11937q400.m0,00 382029.400.0ffm

3.115.8m.Ur,m 128.6 t 5.800.0m,m

L241j$irm.{xtrm 1505&1{Rlfir.flD,m
2n33)1.000,000,00 14 131r.804.m0.000,00

6.111300,m0,m 634.6113m001,m
t2A4Lgn.Wn 3.692.800.UD,00

. t?t.m.t00,m0,m

7l&21m0m,m 4504721m0000
71,822100.000,m 450.872.1m.000,00

402960fl m,m

890296fir.m0.m

65*t 0460C0.0fi1J0
1.Rz4m.000.000,00
4800296.0m.000,m

61.350.000.fln m

rM.ff)0.0m.0c0,0i)

1,0055r.m0.uj0,m

5276.@2300ffi n
3.298.622j00.fin m
930250.trn.U[,00
5r6 fi10.0l m,m
465.000.0m.0.10,00

661$fl10.0m,m

l3l mo.om.m,m
r322500.m0.0m,m

28'7sm.0m,m#l
231500,0m,0m,m
56.Ct0.000000,m

l.fifl.r$,Unfinm
r42t50.0m,000,m

934 400.0m.m0,m

l0. l
t0.2

I,INGKTNGANHIDUP,DANTATARUANG 38A1s).OM(m,O
SL*ddx.SEriBDajaAlandarljnd$'SrHidp 262650.fiLct0,m
SLdxdd.rTalaRErgdalPohahal

SEKIUR PEMIDIIC\N, KFTIIDAYAAN

1255r.m0.000,m

NASION IJ PENIUDA DAN OLAIIMGA U8l62').tm.m'm
l l.1 Sdr6ddd l'crdiilar
ll.2 $hddcr lbdifl(dt lur Sd@lah
ll.3 Sd:rddrKerda)aelNdidtal
ll4 S\kddcr Porn]dadanolAR ga

12 SF-KIORKEPENDUDUI{ANDAN
KILUARGA

12.I Sdndd(r: Kqrerxhrnrkm dan Kelunga

13 SEKIORKESEIAIIIERAANSOSIAII
KESEHA.TAN, DANPH\,|BMDAYAAN
PFRB{PUAI{

t3.l SrhddcKlsqdtna€ns6iBl
132 Sdsdcql(esdrdar
133 $tnd<qPentodqarPesqrrr

14 SEKK'RPERIJMAIIANDAN
PETMTIfl\'AN

l4.l Sftda(fPcunatm
142 SftdaqPcma*inar

40.155(mfin00 ffi53.{641{X}.0m.m
296.0172m000.m $6.132.900.000.m
113.137800.m.01 1.017331.900.000.m

l19155m000,c{I,c0
628J00,t]to.m,m
1012j0.000.ffn m
l71m.000.m0,m

3?9rmm.m0,0o
379.0500r.m1,00

1m.7$Imm0,m
1.7t.4m.m0,0t0,m
3,910.m0.m0.000,m

61350.000.0m,m

l.4443D.8mom,m
540,115.m000,m
904.194.1mm,m



15 SUCORAGAMA
I5.l SdroddarPelAallrlf'd'idFE[rBq4am
15.2 SrJ:edcaPernbinaanPadidf<atfuana

16 SEKTORITMT]PENGEIAIIUANDAN
TEKM)ITGI

16.1 S'l6ddc. Pelalann dal Pesrmfier
Imu Porgdaluar dar TeL:rnl%i 0$ek)

16.2 Sr.trsddcrPcrEliti4ndtnPorggnbcmgpnlpld<
163 SuhEddc Kelsnbgaan RffiEB dn &rdu tld(
16.4 Suhdftr SHiEi<

I? SE(T0RHUI€M
l'l.l SdtrddcrPonbiramh atnNrsiural
11.2 SLisddcr Pcnbiiaal Ap6fi[ hrtarn

r8 SEKTORAPARATT]RNEGAMDAN
PENGAWASAN

l8.l Sub6ddcr Ap6'd|[ N€gFd
182 Sdr6ddcrPada)€gLuraalsic€fl del

PeldsaramPurga\,rert

19 SU(MRPOI,ITIKDAI-AMNF4ERJ,
HIIBTJNGAN LUARNEGERI,INFOII,I\{ASI
DAN KOMUNIKASI

l9.l Sdsdd.r Politik I}lam Needi
19,2 Sut6ddr HLix-r8itrt frarNegftt
19.1 S\hddc.lrfcrnf6idnK{rnLnkai

M SFXTORPERTATIANANDAN

133-S0.0m.m,m
?5.445.000.0m,m
58.055.000.0(]0,m

963An0m{nqm

r80550,000,000,m
D4.050.000.0m,m
181300.000.0ffI00
]v5m.fitO.0m,00

9375 0mm,m
46200.0m.000,m

891350.000.000,m

2ia-1963XI0m00
23205%300.000,m

(t.800.rn1.0m,m

?7&t21.6m-m,m
35.flt0.000.000,m
4l 3000m.010,m

201 .21.600.0m,m

4166,m.m.0m,m
2991,m0fi0,001,m
r.275.000.m0.000,m

149$33nm$

35.622ffiWn
85.807200,000,00
27.603 mO.ml,m

82910r00@m

82910200.0$,m

33590.0m.m,m
335,920.000,000,00

48.747,500.0m,m

2|IXrHr.4ru qm
2175.,165sDfi}),m

749575,9C1.000,m

1335X).m0.mqm
?5.445.000.m0,00
58.055.00ff10,m

Llrz$3snmfl

216. 1714$.000,00
379.857.2m.fl4m
208.m3.900.000,m
3m.5m0m.0m,00

1.m0.460.2ln000,m
462m.0m.000,00

9742602m.om,m

2"?t93r6J00.{m00
2656J 16300.fl}}00

62.800.0r.000,00

n6769.rm.000,00
35.000.000.000,00
41300.000.000,m

25t.469.1m.0m,m

7.r9r.sr,{00.000,00
5 r 66.,r655m000,00
2@45?5.9m.0m,m

n.l
n.2

KEAI\{ANAN
Sut6*LrPElallalar
$hd&rKe{na)m

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ditetapkan pada
bulan Januari 2003.

Setiap perubahan kegiatan untuk pengeluaran rutin dan perubahan proyek untuk
pengeluaran pembangunan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat'

129



Pasal 9

Cukup jelas

Pasal l0

Cukup jelas

Pasal ll

Cukupjelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp22.450.052.S67.000,00
terdiri atas :

l. Perbankan Dalam Negeri

Sisa anggaran lebih tahun-tahun anggarar
sebelumnya

2. Nonperbankan Dalam Negeri
a. Privatisasi

b. Penjualan aset program restrukturisasl
perbankan

c. Surat utang negala (neto)
- Penerbitan

Dikurangi dengan :
- Pembayaran pokok
- Pembelian kembali

(dalam rupiah)

8.500.000.000.000,00

8.s00.000.000.000,00

13.950.052.567.000,00
8.000.000.000.000,00

I 8.000.000.000.000,00
- 12.0 49.9 47 .433.000,00

7.700.000.000.000,00

6.16s.500.000.000,00
13.s84.447.433.000,00

Dari hasil penjualan aset program resfukturisasi perbankan, di samping jumlah
penyetoran dalam bentuk kas sebagaimana huruf (b), juga terdapat tumUat un
setoran sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) untuk
pembelian kembali surat utang negara dan atau progam pertukaran aset dengan
obligasi.



Pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp l1'986.200.000'000'00
terdiri atas :

(dalam rupiah)

a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto 29.250.000'000'000'00
- Penarikan pinjaman program 10.350.000.000.000'00
- Penarikan pinjaman proyek 18.900.000'000.000'00

Dikurangi dengan :
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri 17'263.800.000'000,00

- Jatuh tempo 44.279.100.000.000,00

Dikurangi dengan :
- Penjadwalan kembali 27015'300'000.000,00

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Pasal-pasal .Izdrs che Comptabiliteitswet y^ng dinyatakan tidak berlaku adalah :

l. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang, dan belanja modal;
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Lampiran I

J .

Pasal 2 Ayat (3) tentang kewenangan Gubemur Jenderal menetapkan perincian
lebih lanjut pos; dan

Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 15 (lima belas) bulan setelah
tahun anggaran yang borsangkutan berakhir.

Pasal 19

Cukup jelas
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